MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 992 /PMK.05/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177 /PMK.05/2015
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan
Pelaporan Keuangan Pusat, telah ditetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

b. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan
mengenai pedoman penyusunan dan penyampaian
laporan keuangan kementerian negara/lembaga agar
sejalan dengan perubahan proses bisnis penyusunaﬁ
laporan keuangan dan dukungan teknologi informasi,
perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman
Penyusunan -Dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
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Mengingat

Menetapkan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.05/2015 tentang Penyusunan Dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015

tentang Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413);:

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR  177/PMK.05/2015 TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Pényusunan
dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1413), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 4

(1) Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Paéal 2 ayat (1),
Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit
akuntansi dan pelaporan keuangan.

(2) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. UAKPA;
b. UAPPA-W;
c. UAPPA-E1; dan/atau

UAPA.
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(3) Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga
mengalokasikan Dana Dekonsentrasi, Dana
Tugas Pembantuan, dan DUB berdasarkan
usulan kepala daerah, dibentuk unit akuntansi
dan pelaporan keuangan.

(4) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/

Urusan Bersama; dan/atau
b. UAPPA-W Dekonsentrasi/ Tugas
Pembantuan/ Urusan Bersama. |

(5) Dengan mempertimbangkan keterbatasan jumlah
satuan kerja, Kementerian Negara/Lembaga
dapat menetapkan 1 (satu) UAPPA-W untuk
seluruh jenis kewenangan Dekonsentrasi/Tugas

Perbantuan/Urusan Bersama.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5

(1) Kementerian Negara/Lembaga menyusun dan
menyampaikan  Laporan  Keuangan  secara
berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai
dengan tingkat UAPA. .

(2) Penyusunan dan penyampaian = Laporan
Keuangan sebagaimana dimaksud p;ada ayat (1)
dilaksanakan setelah seluruh Lapb.l"an Keuangan
ditelaah secara berjenjang mulai dari tingkat
UAKPA sampai dengan tingkat UAPA.

Ketentuan Pasal 7 dihapus.

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 177/PMK.05/2015 tentang  Pedoman
Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Kéuangan
Kementerian Negara/Lembaga, sehingga menjadi
~sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.
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Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2158

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

ementerian

ARIF BINTARTO YUWON
NIP 19710912199703100
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 222/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 177/PMK.05/2015 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

MODUL PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
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BAB I
STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Untuk mewujudkan penyajian Laporan Keuangan yang andal,
akuntabel dan transparan, Kementerian Negara/Lembaga melaksanakan
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Salah satu unsur dalam sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut adalah terbentuknya struktur
organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Berikut adalah struktur
organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan serta tugas-tugasnya

s€cara umuim.

A. UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan, Kementerian

Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan

yang terdiri dari:

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA), termasuk UAKPA Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan Bersama.

2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah (UAPPA-W), termasuk UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama.

3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna
Anggaran Eselon I (UAPPA-E1).

4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA).
UAPPA-W tidak wajib dibentuk dalam hal:

1. Kementerian Negara/Lembaga hanya terdiri dari Satuan Kerja pusat;
atau

2. Kementerian Negara/Lembaga yang dalam satu wilayah hanya

terdapat 1 (satu) Satuan Kerja untuk tiap Eselon I.
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B. PENANGGUNG JAWAB UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

UAKPA merupakan unit akuntansi pada tingkat Satuan Kerja (Kuasa

Pengguna Anggaran) yang memiliki wewenang menguasai anggaran

dan menyusun laporan keuangan sehubungan dengan

anggaran/barang yang dikelolanya Penanggung jawab UAKPA adalah
kepala Satuan Kerja/ kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Untuk UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama

penanggung jawabnya adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD).

2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna

Anggaran Wilayah (UAPPA-W)

a) UAPPA-Wmerupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang
melakukan penyusunan Laporan Keuangan atas wilayah
yang menjadi tanggung jawabnya. UAPPA-W dibentuk dengan
menunjuk dan menetapkan kantor wilayah atau satuan

kerja sebagai UAPPA-W. Penanggung jawab UAPPA-W adalah
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kepala kantor wilayah atau kepala satuan kerja yang
ditetapkan sebagai UAPPA-W.

b) UAPPA-W Dekonsentrasi merupakan unit akuntansi pada
tingkat wilayah yang melakukan penggabungan Laporan
Keuangan seluruh UAKPA Dekonsentrasi yang berada di
bawahnya. Setiap dinas pada pemerintah provinsi yang
menerima alokasi dana dekonsentrasi ditunjuk dan ditetapkan
sebagai UAPPA-W Dekonsentrasi. Penanggung jawab UAPPA
Wilayah adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi sesuai dengan
penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian
Negara/Lembaga.

c) UAPPA-W Tugas Pembantuan/Urusan Bersama merupakan unit
akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan penggabungan
Laporan Keuangan seluruh UAKPA Tugas Pembantuan/Urusan
Bersama yang berada di bawahnya.

Setiap dinas pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang

menerima alokasi dana Tugas Pembantuan/Urusan Bersama

ditunjuk dan ditetapkan sebagai UAPPA Wilayah Tugas

Pembantuan/Urusan Bersama. Penanggungjawab UAPPA-W Tugas

Pembantuan/Urusan Bersama adalah kepala dinas pemerintah

daerah (provinsi/kabupaten/kota) sesuai dengan penugasan yang

diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga.
3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna

Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)

UAPPA-E1 merupakan unit akuntansi pada tingkat eselon I,

penanggung jawabnya adalah pejabat eselon I.

4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA)

UAPA merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/

Lembaga (Pengguna Anggaran), penanggung jawabnya adalah

Menteri/ Pimpinan Lembaga.

C. STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN

Dengan adanya pembentukan dan penunjukan Unit akuntansi dan

pelaporan keuangan, diperlukan adanya struktur organisasi unit

akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pencantuman struktur organisasi dalam modul ini merupakan
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pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam pembentukan dan
penunjukan unit akuntansi. Pembentukan struktur organisasi unit
akuntansi dan pelaporan keuangan disesuaikan dengan struktur
organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga atau Pemerintah Daerah
(untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan/Urusan Bersama).

Dalam modul ini hanya dicantumkan struktur organisasi unit
akuntansi dan pelaporan keuangan sedangkan untuk unit akuntansi
dan pelaporan barang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat.

Struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan adalah
sebagai berikut:
1. UAKPA/UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/ Urusan Bersama

1
KEPALA SATUAN KERJA/KEPAIA !
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH :
(SKPD) KESEKRETARIATAN/PEJABAT |
YANG DITUNJUK I
1

I

|

1

1

|

KASUBAG.TU/PEJABAT YANG
MENANGANI KEUANGAN/ VERIFIKASI
DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG

I
I
I
I
I
I
| ]
I
!
|
! DITINJUK

PETUGAS AKUNTANSI/ PETUGAS PEREKAMAN
VERTFTKAST KOMPUTER

Keterangan:
lL """"" I Penanggung Jawab
______ 1
_________________________ i Petugas Akuntansi Keuangan
Tugas pokok penanggung jawab UAKPA/UAKPA

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan /Urusan  Bersama  adalah

menyelenggarakan akuntansi Keuangan di lingkungan Satuan Kerja,

dengan fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan akuntansi keuangan;

b. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara
berkala;

c. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.
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Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAKPA/UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:

a. Penanggung jawab UAKPA/UAKPA Dekonsentrasi/ Tugas

Pembantuan/Urusan Bersama

1) Kepala Satuan Kerja/Kepala SKPD, Kepala Subbagian
TU/pejabat yang menangani keuangan/verifikasi dan
akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:

a) Menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan target
yang telah ditetapkan;

b) Menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPA sebagai
pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di
lingkungannya,;

c) Mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan;

d) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas
pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;

e) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat
untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan
sistem,;

f) Meneliti dan menganalisis laporan keuangan yang akan
didistribusikan;

g) Menandatangani Laporan Keuangan UAKPA/UAKPA
Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan/Urusan Bersama,;
dan

h) Menyampaikan Laporan Keuangan UAKPA/UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama
yang sudah ditandatangani ke KPPN, UAPPA-W /UAPPA-
W Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan/ Urusan Bersama
dan UAPPA-E1.

2) Pejabat Eselon IV/Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang
membidangi Keuangan/Verifikasi dan akuntansi/pejabat
yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan,;
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b) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para
pejabat/petugas yang terlibat sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan;

c) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan
sistem akuntansi keuangan di lingkup UAKPA/UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama,

d) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal
antara laporan barang dengan laporan keuangan,;

e) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan
KPPN setiap bulan;

f) Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan
UAKPA/UAKPA Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan/
Urusan Bersama yang akan didistribusikan.

b. Petugas Akuntansi Keuangan

Petugas akuntansi pada tingkat UAKPA /UAKPA

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/ Urusan Bersama yang terdiri

dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan

kegiatan sebagai berikut:

1) Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi,

2) Membukukan/menginput dokumen sumber ke dalam
aplikasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan,;

3) Melakukan verifikasi atas jurnal transaksi/buku besar yang
dihasilkan aplikasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
dengan dokumen sumber

4) Menerima data BMN dari petugas akuntansi barang;

S) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan
dengan laporan barang dan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara yang disusun serta melakukan koreksi apabila
ditemukan kesalahan;

o) Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta
melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

7) Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA/UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama,;

8) Menelaah Laporan Keuangan tingkat UAKPA;

9) Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan
Keuangan;

10) Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat
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UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan
Bersama; dan

11) Memelihara arsip data

2. UAPPA-W

KEPALA KANTOR WILAYAH/
KEPALA SATUAN KERJA YANG
DITETAPKAN

I

I

I

I

I

I

: KABAG. KEUANGAN/KABAG.
I VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/
I PEJABAT YANG MEMBIDANGI
I KEUANGAN/VERIFIKASI DAN
I

|

I

I

I

I

I

|

I

I

AKUNTANSI/PEJABAT YANG
DITUNJUK
i
KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI
YANG MEMBIDANGI
KEUANGAN/VERIFIKASI DAN
AKUNTANSI/PEJABAT YANG
DITUNJUK

PETUGAS AKUNTANSI/ PETUGAS
VERIFIKASI KOMPUTER

Petugas Akuntansi Keuangan

Pada tingkat wilayah, Kementerian Negara/Lembaga menunjuk dan
menetapkan Satuan Kerja sebagai UAPPA-W untuk unit vertikal
instansi yang berada di wilayah/provinsi. Struktur organisasi
unit akuntansi dan pelaporan keuangan untuk Satuan Kerja yang
ditunjuk sebagai UAPPA-W disesuaikan dengan struktur organisasi
Kementerian Negara/Lembaga.

Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-W adalah
menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat kantor wilayah
atau unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA-W dengan fungsi
sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan,
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b. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala,

c. Memantau pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-W

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Penanggung jawab UAPPA-W

1) Kepala Kantor Wilayah/Kepala Satuan Kerja yang

ditetapkan sebagai UAPPA-W melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:

a) Mengoordinasikan rencana pelaksanaan Sistem
Akuntansi Keuangan dilingkup UAPPA-W;

b) Mengoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-W
sebagai  pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan;

c) Menetapkan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup
wilayahnya;

d) Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia,
sarana dan prasarana yang diperlukan;

e) Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan
monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan di lingkup UAPPA-W;

f) Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai
dengan target yang telah ditetapkan;

g) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk
pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan.

h) Mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan antara UAPPA-W dengan UAPPA-E1,
UAPA dan Tim Bimbingan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;

i) Menandatangani laporan keuangan dan Pernyataan
Tanggung Jawab tingkat UAPPA-W ke UAPPA-E1; dan

j) Menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W ke
UAPPA-E1 sebagai  laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran.

2) Kepala Bagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat

yang membidangi Keuangan /Verifikasi dan
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Akuntansi/pejabat yang ditetapkan melaksanakan kegiatan

sebagai berikut:

a) Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-W;

b) Menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan
prasarana yang diperlukan;

c) Menyetujui laporan kegiatan dan surat-surat untuk
pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan,

d) Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat
UAPPA-W dan tingkat UAKPA; dan

e) Menyetujui Laporan Keuangan tingkat wilayah yang akan
disampaikan ke UAPPA-E1 sebelum ditandatangani oleh
Kepala Kantor Wilayah /Pejabat yang ditetapkan.

3) Kepala  Subbagian/Kepala Seksi yang membidangi
Keuangan/ Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yang ditetapkan
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;

b) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para
pejabat/petugas yang terlibat dalam pelaksanaan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan Keuangan;

c) Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup
UAPPA-W;

d) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal
antara Laporan Barang dengan Laporan Keuangan,;

e) Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-W
yang akan didistribusikan; dan

f) Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-W kepada
UAPPA-E1 yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor
Wilayah /Pejabat yang ditetapkan.

Petugas Akuntansi Keuangan
Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-W melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:

1) Menerima dan memverifikasi laporan keuangan dari UAKPA;

2) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan
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Keuangan dengan Laporan Barang yang disusun oleh
petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila
ditemukan kesalahan;

Menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W;

Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan
Keuangan;

Menelaah Laporan Keuangan UAPPA-W; dan

Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat

UAPPA-W.

3. UAPPA-E1

PEJABAT ESELON I
(DIRJEN/KA.BADAN)/
PEJABAT YANG DITUNJUK

| |
SEKRETARIS ESELON I
(SEKDITJEN/ SEKBAN)/
PEJABAT YANG DITUNJUK
|
KABAG. KEUANGAN/ KABAG.

I
I
|
|
|
I
|
I
|
|
|
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ i
PEJABAT YANG MEMBIDANGI 1
I

|

I

|

|

I

|

|

1

i

|

KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN
AKUNTANSI/PEJABAT YANG
DITUNJUK
]

KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI
YANG MEMBIDANGI
KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN
AKUNTANSI/ PEJABAT YANG
DITUNJUK

Ll e e el et ]
ssesssssssssnsns

P ettt e B B B R I I I —

PETUGAS AKUNTANSI/ PETUGAS

VERIFIKASI KOMPUTER
:

Petugas Akuntansi Keuangan
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Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-E1 adalah
menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada
tingkat unit eselon I dengan fungsi sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
b. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala;
dan
c. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-E1
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. Penanggung jawab UAPPA-E1
1) Pejabat eselon I (Direkfur Jenderal/Kepala Badan)/Pejabat
yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup unit
eselon I,

b) Mengoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-E1
sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan;

c) Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia,
sarana dan prasarana yang diperlukan;

d) Menetapkan organisasi UAPPA-E1 sebagai pelaksana
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup
Eselon I;

e) Mengoordinasikan  pelaksanaan pembinaan dan
monitoring pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan di lingkup UAPPA-E1;

f) Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai
dengan target yang telah ditetapkan;

g) Mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan dengan UAPPA-E1 dan Tim
Bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

h) Menandatangani laporan keuangan dan pernyataan
tanggung jawab tingkat UAPPA-E1 yang akan
disampaikan ke Menteri/Pimpinan Lembaga;

i) Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-E1 kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
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2)  Sekretaris eselon I (Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris
Badan)/Pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:

a) Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan di lingkup Eselon I;

b) Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada
organisasi UAPPA- E1,;

c) Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan
prasarana yang diperlukan,;

d) Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-
El; dan

e) Menyetujui Laporan Keuangan tingkat eselon I yang akan
disampaikan ke UAPA, sebelum ditandatangani
Dirjen/Kepala Badan/pejabat eselon I.

3) Kepala Bagian dan/atau Kepala Subbagian
Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yang
membidangi keuangan/verifikasi dan akuntansi/pejabat yang
ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;

b) Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para
pajabat/petugas yang terlibat dalam pelaksanaan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan,;

c) Melakukan pembinaan dan monitoring belaksanaan
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup
UAPPA-E1;

d) Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk
pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan;

e) Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal
antara laporan.barang dengan Laporan Keuangan,;

f) Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-
E1l yang akan didistribusikan; dan

b. Petugas Akuntansi Keuangan

Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-E1 melaksanakan

kegiatan sebagai berikut:

1) Menerima dan memverifikasi laporan keuangan dari
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UAPPA-W dan/atau UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan Bersama dan/atau UAKPA Pusat
dan/atau UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan
Bersama;

2) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan
Keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas
akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila
ditemukan kesalahan;

3) Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1;

4) Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan
Keuangan;

5) Menelaah Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1; dan

6) Menyiapkan pendistribusian Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1.

4. UAPA

————————————1

MENTERI /PIMPINAN

LEMBAGA
I

PEJABAT ESELON I YANG
MEMBIDANGI
KFESEKRFETARTIATAN/

KEPALA BIRO YANG
MEMBIDANGI
KEUANGAN/

KABAG. KEUANGAN/KABAG.
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/
PEJABAT YANG MEMBIDANGI
KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN
AKUNTANSI/PEJABAT YANG

DITUNJUK

|
KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI
YANG MEMBIDANGI
KEUANGAN/ VERIFIKASI
DAN AKUNTANSI/ PEJABAT
YANG OTUNJUK

Lo oo s oo i o i o G o i i

‘ (]
: | 1 :
: PETUGAS PETUGAS :
: AKTINTANSI/ KOMPIITRER :
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Keterangan:

: Penanggung Jawab

.......................... Petugas AkuntanSi Keuangan
Tugas pokok penanggung jawab UAPA adalah menyelenggarakan
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat
Kementerian Negara/Lembaga dengan fungsi sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan akuntansi keuangan,
b. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala,
c. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPA melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:
a. Penanggung jawab UAPA
1) Menteri/Pimpinan Lembaga melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:

a) Membina dan mengoordinasikan rencana pelaksanaan
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup
Kementerian Negara/Lembaga;

b) Membina dan memantau pelaksanaan akuntansi pada
Pengguna Anggaran, sumber daya manusia serta sarana
dan prasarana yang diperlukan,;

c) Menetapkanorganisasi UAPA sebagai pelaksana sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan,;

d) Membina pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan di lingkup Kementerian
Negara/Lembaga;

e) Menandatangani pernyataan tanggung jawab;

f) Menyampaikan Laporan Keuangan semesteran dan
tahunan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perbendaharaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran; dan

g) Menandatangani  Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga semesteran dan tahunan yang akan
disampaikan kepada Menteri Keuangan.

2) Pejabat eselon I dan/atau kepala biro yang membidangi

keuangan/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan
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sebagai berikut:

a) Mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup
Kementerian Negara/Lembaga;

b) Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia serta
sarana dan prasarana yang diperlukan;

c) Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai
dengan target yang telah ditetapkan;

d) Mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan dengan UAPPA-E1 dan tim
bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan

e) Menyetujui Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga yang akan disampaikan ke Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebelum
ditandatangani Menteri/Pimpinan Lembaga.

Kepala Bagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi atau

Kepala Subbagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi atau

pejabat yang membidangi keuangan/verifikasi dan akuntansi

atau pejabat yang ditunjuk, melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:

a) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan di lingkup Kementerian Negara/Lembaga;

b) Menyiapkan usulan struktur organisasi dan wuraian
tugas seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan di
tingkat pusat maupun daerah;

c) Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana
yang diperlukan;

d) Memantau pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup
Kementerian Negara/Lembaga;

e) Memberikan petunjuk kepada wunit akuntansi dan
pelaporan keuangan di tingkat pusat maupun daerah
tentang hubungan kerja, sumber daya manusia,
sumber dana, sarana dan prasarana serta hal-hal
administratif lainnya,;

f) Melakukan supervisi/pembinaan atas pelaksanaan

sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-
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unit akuntansi di lingkup Kementerian Negara/Lembaga,;

g) Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga yang akan didistribusikan;

h) Mengoordinasikan pembuatan laporan kegiatan dan
pendistribusiannya,;

i) Mengevaluasi hasil kerja petugas akuntansi;

j)  Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara
laporan barang dengan Laporan Keuangan,;

k) Menyampaikan Laporan Keuangan UAPA ke Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang
telah ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga.

b. Petugas Akuntansi Keuangan
Petugas akuntansi pada tingkat UAPA yang terdiri dari Petugas
Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan

kegiatan sebagai berikut:

1) Menerima dan memverifikasi laporan keuangan dari UAPPA-
El;
2) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan

Keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh
petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila
ditemukan kesalahan;

3) Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPA;

4) Meneliti dan menganalisis laporan keuangan semesteran
dan tahunan tingkat UAPA untuk membuat Catatan atas
Laporan Keuangan;

5) Menelaah Laporan Keuangan tingkat UAPA;

0) Menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab; dan
7) Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat
UAPA.
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BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Kementerian Negara/Lembaga selaku pengguna anggaran dan barang
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan barang yang
berada dalam tanggung jawabnya. Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara berwenang menetapkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Negara serta mengatur Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik
Negara. Menteri Keuangan juga menghimpun Laporan Keuangan dan
Laporan Barang dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga untuk
menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan barang.

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang
digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan Kementerian
Negara/Lembaga meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan
atas Laporan Keuangan (CalK) yang disertai dengan Pernyataan Telah
Direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP), dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran.

A. JENIS DAN PERIODE PELAPORAN
Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan oleh entitas
akuntansi dan entitas pelaporan mengikuti sistematika laporan
keuangan sebagaimana diatur dalam Bab III modul ini.
Jenis dan periode laporan yang harus disampaikan adalah sebagai
berikut:
1. Penyampaian Laporan Tingkat UAKPA ke KPPN
UAKPA dengan jenis kewenangan: Kantor Pusat (KP); Kantor
Daerah (KD); Dekonsentrasi (DK); Tugas Pembantuan (TP); dan

Urusan Bersama (UB).
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1) ﬁaporan LRA, LO, LPE dan Neraca Disampaikan
ulanan dalam bentuk
pengunggahan
data pada
aplikasi

berbasis web
**]

2) |Laporan Laporan Keuangan e Cetakan
Semesteran - | Semesteran — mengikuti
Semester 1 sistematika laporan

keuangan Bab III modul

ini

3) |Laporan Laporan Keuangan e Cetakan
Tahunan Tahunan — mengikuti
sistematika laporan
keuangan Bab III modul

ini

2. Penyampaian Laporan Tingkat UAKPA ke Tingkat UAPPA-W/UAPPA
Bl

1) | Laporan - UAPPA-W
Triwulanan mengunduh dari
aplikasi berbasis
web.
2] [Laporan Laporan Keuangan | e Cetakan
Semesteran Semesteran - mengikuti
- Semester | sistematika laporan
keuangan Bab IV modul
ini
3) [Laporan Laporan Keuangan | e Cetakan
Tahunan Tahunan - mengikuti
-Tahunan sistematika laporan
Unaudited keuangan Bab III modul
- Tahunan ini
Audited

*) sekurang-kurangnya

**) aplikasi berbasis web antara lain E-Rekon&LK, SAKTI dan
lainnya yang sedang diberlakukan.
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3. Penyampaian Laporan Tingkat UAPPA-W ke Kanwil Ditjen
Perbendaharaan UAPPA-W dengan jenis kewenangan Kantor Daerah
(KD); Dekonsentrasi (DK); Tugas Pembantuan (TP); dan Urusan
Bersama (UB) ‘

1) | Laporan Kanwil Ditjen
Triwulanan Perbendaharaan
mengunduh dari
aplikasi berbasis

web.
2) [Laporan Laporan Keuangan | e Cetakan
Semesteran Semesteran - mengikuti
Semester I sistematika laporan
keuangan Bab III modul
ini
3] |[Laporan Laporan Keuangan | e Cetakan
Tahunan | Tahunan - mengikuti
- Tahunan sistematika laporan
Unaudited l.ce.uangan Bab III modul
- Tahunan St
Audited

4. Penyampaian Laporan Tingkat UAPPA-W ke Tingkat UAPPA-E1

1) |Laporan Laporan Keuangan | e Cetakan
Semesteran Semesteran - mengikuti
- Semester | sistematika laporan

keuangan Bab III modul

ini

2) |Laporan Laporan Keuangan | e Cetakan
Tahunan Tahunan - mengikuti
-Tahunan sistematika laporan
Unaudited keuangan Bab III modul
- Tahunan ini
Audited

*) sekurang-kurangnya
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5. Penyampaian Laporan tingkat UAPPA-E1 ke Tingkat UAPA

1) |Laporan Laporan Keuangan | e Cetakan

Semesteran Semesteran - mengikuti
- Semester 1 sistematika laporan

keuangan Bab III modul
ini

2] [Laporan Laporan Keuangan | e Cetakan
Tahunan Tahunan - mengikuti
_Tahunan sistematika laporan
Unaudited I.{e.uangan Bab III modul
- Tahunan it
Audited

6. Penyampaian Laporan Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan c.q.

Ditjen Perbendaharaan

1) |Laporan Laporan Keuangan | e Cetakan
Semesteran Semesteran — mengikuti | e Soficopy
- Semester | sistematika laporan | dengan
keuangan Bab IIl modul [ format .pdf
ini
2) |Laporan Tahunan | Laporan Keuangan | e Cetakan
-Tahunan Tahunan - mengikuti | e Soficopy
Unaudited sistematika laporan | dengan
- Tahunan keuangan Bab Ill modul [ format .pdf
Audited (Asersi | ni
Mnal)

*) sekurang-kurangnya

Keterangan:

1) LRA yang disampaikan kepada UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA
meliputi LRA Satuan Kerja/Wilayah/Eselon 1/Kementerian
Negara/Lembaga (semesteran dan tahunan), LRA Belanja, LRA

Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan, LRA Pengembalian

Pendapatan.
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2) LRA semesteran yang disampaikan adalah LRA perbandingan antara
LRA semester I tahun berjalan dengan LRA semester I tahun
sebelumnya (realisasi sampai dengan 30 Juni 2XX1 dan realisasi
sampai dengan 30 Juni 2XXO0).

3) LO semesteran yang disampaikan adalah LO perbandingan antara LO
semester I tahun berjalan dengan LO semester I tahun sebelumnya
(periode sampai dengan 30 Juni 2XX1 dan periode sampai dengan 30
Juni 2XXO0).

4) LPE semesteran yang disampaikan adalah LPE perbandingan
antara LPE semester I tahun berjalan dengan LPE semester I tahun
sebelumnya (periode sampai dengan 30 Juni 2XX1 dan periode
sampai dengan 30 Juni 2XXO0).

5) Neraca semesteran yang disampaikan adalah Neraca perbandingan
antara Neraca per 30 Juni tahun berjalan dengan Neraca per 31

Desember tahun sebelumnya.

B. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semesteran
a. LRA Kementerian Negara/Lembaga Semesteran disusun
berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-E1 sampai dengan
tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
b. LRA UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil
penggabungan LRA UAPPA-W, dan/atau LRA UAKPA Semesteran
di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing sampai dengan
30 Juni tahun anggaran berjalan.
c. LRA UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil
penggabungan LRA UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal
30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang
bersangkutan.
d. LRA UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan
Bersama Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan
LRA UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama
Semesteran sampai dengan 30 Juni tahun anggaran berjalan
pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahunan

a. LRA  Tahunan Kementerian = Negara/Lembaga  disusun
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berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-E1 sampai
dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan lingkup
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

b. LRA UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil
penggabungan LRA UAPPA-W, dan/atau LRA UAKPA Tahunan di
bawah wilayah kerja eselon I masing-masing sampai dengan 31
Desember tahun anggaran berjalan.

c. LRA UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil
penggabungan LRA UAKPA Tahunan sampai dengan 31
Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang
bersangkutan.

d. LRA UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan
Bersama Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA
UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama
Tahunan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran
berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

3. Laporan Operasional (LO) Semesteran

a. LO Kementerian Negara/Lembaga  Semesteran disusun
berdasarkan hasil penggabungan LO UAPPA-E1 sampai dengan
tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

b. LO UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil
penggabungan LO UAPPA-W, dan/atau LO UAKPA Semesteran di
bawah wilayah kerja eselon I masing-masing sampai dengan
tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

c. LO UAPPA-W  Semesteran disusun berdasarkan hasil
penggabungan LO UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal 30
Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang
bersangkutan.

d. LO UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan
Bersama Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan

- LO UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama
Semesteran sampai dengan 30 Juni tahun anggaran berjalan
pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

4. Laporan Operasional (LO) Tahunan
a. LO Kementerian Negara/Lembaga Tahunan disusun berdasarkan

hasil penggabungan LO UAPPA-E1 sampai dengan tanggal 31
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Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.

b. LO UAPPA-E1 Tahunan  disusun berdasarkan  hasil
penggabungan LO UAPPA-W, dan/atau LO UAKPA Tahunan di
bawah wilayah kerja eselon I masing-masing sampai dengan 31
Desember tahun anggaran berjalan.

c. LO UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan
LO UAKPA Tahunan sampai dengan 31 Desember tahun
anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

d. LO UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan
Bersama Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LO
UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama
Tahunan sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan
pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Semesteran

a. LPE Kementerian Negara/Lembaga Semesteran disusun
berdasarkan hasil penggabungan LPE UAPPA-E1 sampai dengan
tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

b. LPE UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil
penggabungan LPE UAPPA-W dan/atau LPE UAKPA Semesteran
di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing sampai dengan
tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

c. LPE UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil
penggabungan LPE UAKPA Semesteran sampai dengan tanggal
30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang
bersangkutan.

d. LPE UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan
Bersama Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan
LPE UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama
Semesteran sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran
berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahunan

a. LPE Kementerian Negara/Lembaga  Tahunan disusun
berdasarkan hasil penggabungan LPE UAPPA-E1 sampai dengan
tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup

Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
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b. LPE UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil LPE UAPPA-

W, dan/atau LPE UAKPA Tahunan di bawah wilayah kerja eselon
I masing-masing sampai dengan tanggal 31 Desember tahun
anggaran berjalan.

LPE  UAPPA-W  Tahunan  disusun  berdasarkan hasil
penggabungan LPE UAKPA Tahunan sampai dengan tanggal 31
Desember tahun anggaran berjalan pada lingkup wilayah yang
bersangkutan.

LPE UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan
Bersama Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LPE
UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama
Tahunan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran

berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.

7. Neraca Semesteran

a. Neraca Kementerian Negara/Lembaga Semesteran disusun

berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAPPA-E1 per tanggal
30 Juni tahun anggaran berjalan.

Neraca UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasil
penggabungan Neraca UAPPA-W dan/atau Neraca UAKPA
Semesteran di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing per
30 Juni tahun anggaran berjalan.

Neraca UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasil
penggabungan Neraca UAKPA per tanggal 30 Juni tahun
anggaran berjalan.

Neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan
Bersama Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabungan
Neraca UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan

Bersama per 30 Juni tahun anggaran berjalan.

8. Neraca Tahunan

a. Neraca Kementerian Negara/Lembaga Tahunan disusun

C.

berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAPPA-E1 per tanggal
31 Desember tahun anggaran berjalan.

Neraca UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil
penggabungan Neraca UAPPA-W dan/atau Neraca UAKPA
Tahunan di bawah wilayah kerja eselon I masing-masing per
tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Neraca UAPPA-W Tahunan disusun Dberdasarkan hasil
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penggabungan Neraca UAKPA per tanggal 31 Desember tahun
anggaran berjalan.

d. Neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan
Bersama Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan
Neraca UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan

Bersama per tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

C. ' PENCATATAN DAN VERIFIKASI
1. Pencatatan dengan Penggunaan Aplikasi Komputer

Pencatatan transaksi keuangan pemerintah dilakukan hanya pada

tingkat UAKPA berdasarkan dokumen sumber sehingga segala

perbaikan pencatatan transaksi keuangan pemerintah sebagai hasil

verifikasi oleh entitas akuntansi atau pelaporan pada tingkat yang

lebih tinggi, hanya dilaksanakan pada tingkat UAKPA.

Pencatatan transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan

jurnal dan buku besar sampai dengan penyajian laporan keuangan

menggunakan aplikasi komputer yang dikémbangkan oleh Ditjen

Perbendaharaan — Kementerian Keuangan.

2. Verifikasi

Kegiatan verifikasi bertujuan untuk:

a. memastikan keluaran aplikasi komputer sudah sesuai dengan
dokumen sumber; dan

b. memastikan bahwa ADK kirim Barang Milik Negara dari UAKPB
hasil proses aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen
dan Akuntansi Barang Milik Negara) sudah diterima di aplikasi
SAIBA pada tingkat UAKPA sebagai penggabungan jurnal dan
buku besar Aset Tetap dan Persediaan.

Proses berikutnya adalah mengubah data elektronik transaksi

keuangan menjadi data elektronik akuntansi dengan menjalankan

proses posting yang ada di program aplikasi' komputer sehingga

dapat membentuk buku besar sebagai dasar pembentukan Laporan

Keuangan.

3. Rekonsiliasi

Kegiatan rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi
keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang
berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Kegiatan rekonsiliasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
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a. Rekonsiliasi Internal

Kegiatan rekonsiliasi internal dilakukan pada tingkat UAKPA,

yaitu:

1) Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan
dengan unit pelaporan barang (UAKPA dengan UAKPB)
dengan menjalankan prosedur rekonsiliasi internal yang ada
di program aplikasi SAIBA. Tujuannya adalah untuk
memastikan bahwa nilai aset dan semua belanja terkait aset
yang dilaporkan di program aplikasi SIMAK-BMN sesuai
dengan yang dilaporkan di program aplikasi SAIBA;

2) Rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan bendahara
pengeluaran/ bendahara penerimaan Satker. Rekonsiliasi
dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian jumlah kas di
bendahara pengeluaran/ bendahara penerimaan dengan
Neraca.

b. Rekonsiliasi Eksternal

Kegiatan rekonsiliasi dilakukan secara elektronik menggunakan

aplikasi terintegrasi berbasis data tunggal (single database) dan

dapat dilakukan hanya di tingkat UAKPA dengan UAKBUN-

D/KPPN. Hasil rekonsiliasi dituangkan ke dalam Berita Acara

Rekonsiliasi (BAR).

D. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Laporan Keuangan Semester I disampaikan paling lambat pada
tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan;
2. Untuk Laporan Keuangan Tahunan diatur sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan Unaudited disampaikan paling lambat pada
tanggal terakhir di bulan Februari setelah tahun anggaran
berakhir;

b. Laporan Keuangan Tahunan Asersi Final akan ditentukan
waktunya sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan

Badan Pemeriksa Keuangan.
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Dalam hal tanggal-tanggal tersebut merupakan hari libur/hari besar,
Laporan Keuangan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja

sebelumnya.

. JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Jadwal Penyampaian
Unit
Organisasi LK Tahunan
Bulanan LK Semester 1
(Unaudited)
UAKPA - 15 Juli 2XX0 22 Januari 2X¥X1
UAPPA-W - 21 Juli 2XX0 S Februari 2)0X1
UAPPA-E1 - 26 Juli 2XX0 15 Februari 2XX1
UAPA - 31 Juli 2XX0 Akhir Februari
2XX1
Keterangan:

1) Laporan Keuangan yang disampaikan ke unit akuntansi dan
pelaporan keuangan di atasnya adalah Laporan Keuangan yang
transaksi keuangannya direkonsiliasi/dikonfirmasi dengan KPPN.

2) Tahun 2XXO0 adalah untuk tahun anggaran berjalan.

3) Tahun 2XX1 adalah 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berjalan.

4) Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat
menetapkan jadwal penyampaian Laporan Keuangan selain
ketentuan di atas berdasarkan kebutuhan internal Direktorat
Jenderal Perbendaharaan maupun kebutuhan tiap Kementerian
Negara/Lembaga dengan tidak melewati batas waktu penyampaian

laporan keuangan semester I pada 31 Juli dan tahunan pada akhir

Februari untuk UAPA.
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BAB III

SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan. Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan
ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan
untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
dipercayakan kepada entitas.

Laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga
diarahkan untuk memenuhi prinsip Laporan Keuangan yang bertujuan
umum. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan
yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar
pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan tidak
dikhususkan untuk memenuhi kelompok pengguna tertentu. Dengan
demikian sistematika penyajian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu:

1. Pernyataan Telah Direviu (hanya untuk penyajian Laporan Keuangan
Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/KL dan untuk periode
semesteran dan tahunan)

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar

sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola

oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran
dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

5. Neraca
Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal

tertentu.
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6. Laporan Operasional
‘Laporan yang menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-
operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan
surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

7. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas pada satu periode dibandingkan dengan periode
sebelumnya.

8. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
Neraca. Selain itu, Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup
informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas
pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk
diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta
ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian
laporan keuangan secara wajar.
Struktur Catatan atas Laporan Keuangan terdiri dari:
a. Gambaran Umum Entitas

1) Dasar Hukum Entitas

Menjelaskan tentang domisili dan bentuk hukum suatu entitas
serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada. Di samping itu,
juga diungkapkan penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan
kegiatan pokoknya;

2) Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Menjelaskan proses dan sistem akuntansi yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan entitas.

3) Basis Akuntansi
Menjelaskan basis akuntansi yang digunakan dan proses
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

4) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan.

5) Kebijakan Akuntansi
Menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh
entitas dan metode-metode penerapannya yang secara material

mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan
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Neraca. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-
pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-
prinsip yang sesuai.

b. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos

Pendapatan dan Belanja dengan struktur sebagai berikut:

1) Anggaran;

2) Realisasi;

3) Persentase pencapaian,;

4) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;

S5) Perbandingan dengan periode yang lalu;

6) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode
yang laluy;

7) Rincian lebih lanjut pendapatan menurut sumber pendapatan;

8 Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi,
organisasi, dan fungsi,

9) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan; dan

10) Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

c. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan

ekuitas dengan struktur sebagai berikut:

1) Perbandingan dengan periode yang lalu;

2) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun-akun neraca,;

3) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode
yang lalu;

4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan; dan

5) Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.

d. Laporan Operasional

1) Perbandingan dengan periode yang lalu;

2) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode
yang lalu;

3) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber

pendapatan;
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4) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi,
organisasi, dan fungsi,

S5) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan; dan

6) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Laporan Perubahan Ekuitas

1) Perbandingan dengan periode yang lalu;

2) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun laporan perubahan
ekuitas;

3) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode
yang lalu;

4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan; dan

5) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Pengungkapan Penting Lainnya

Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan

informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi

pembaca laporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus
mengungkapkan kejadian kejadian penting selama tahun pelaporan,
seperti:

1) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;

2) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh
manajemen baru,;

3) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada
Neraca;

4) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjaian; dan

5) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya
pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

Lampiran dan Daftar

Menyajikan informasi yang berisi rincian atas angka-angka yang

disajikan pada LRA dan Neraca dan pengungkapan lainnya yang

diharuskan oleh peraturan yang berlaku termasuk Ikhtisar Laporan

Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Ikhtisar Badan Lainnya.

Ikhtisar Laporan BLU

Ikhtisar Laporan Badan Lainnya
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BAB IV

ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Ilustrasi Laporan Keuangan berikut hanya merupakan contoh dan
agar disesuaikan dengan karakteristik masing-masing entitas

akuntansi dan/atau entitas pelaporan.

A. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA
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.....................................................

KANTOR AKUNTANSI
ISTIMEWA JAYAPURA

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2016
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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai
Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya.

Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura adalah salah satu entitas
akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang
berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun
laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Istimewa
Jayapura mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah
disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu
menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang
berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk
meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi
pengelolaan keuangan negara pada Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura.
Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk
memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan
dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance).

Papua, Januari 2017
Kepala,

Mutiara, MBA
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DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Pernyataan Tanggung Jawab
Ringkasan

L.
II.
1.
IV.
V.

VI.

Laporan Realisasi Anggaran

Neraca

XXX XM X MM
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KANTOR AKUNTANSI ISTIMEWA JAYAPURA
GEDUNG YOS. SUDARSO, JL.JAYA WIJAYA NO 15 PAPUA
TELEPON 0967 2263265,6235234, FAXIMILE 096725081972

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura yang terdiri
dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun

Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung

jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jayapura, Januari 2017
Kepala,

Mutiara, MBA
NIP 19750410 199703 1 001
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RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura Tahun 2016 ini

telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan
berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan
pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan
Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.
Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan
Negara Bukan Pajak sebesar Rp335.000.000 atau mencapai 119,64 persen
dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp280.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp8.690.115.000
atau mencapai 91,81 persen dari alokasi anggaran sebesar
Rp9.465.000.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016
dicatat dan disajikan sebesar Rpl14.339.145.000 yang terdiri dari: Aset
Lancar sebesar Rp688.075.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar
Rp71.070.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rpl13.380.000.000; dan Aset
Lainnya (neto) sebesar Rp200.000.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp128.200.000 dan
Rp14.210.945.000.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-
LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk
periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp128.300.000,
sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar
Rp4.280.174.048 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai
Rp4.151.874.048. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos
Luar Biasa masing-masing sebesar Rp8.000.000 dan sebesar Rp77.675.000
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sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp4.221.549.048.
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan |
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas
pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp9.839.494.048 dikurangi
Defisit-LO sebesar Rp4.221.549.048 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai
Rp237.885.000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.355.115.000
sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai

Rp14.210.945.000.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas . Laporan Keuangan (CalLK) menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CalLK adalah
penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir
sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan
berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan

dengan basis akrual.
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR AKUNTANSI ISTIMEWA JAYAPURA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

CXanehupiar)

25.000.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan
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II. NERACA

KANTOR AKUNTANSI ISTIMEWA JAYAPURA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

‘Dalam Rupiah
p
R 55

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan
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III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR AKUNTANSI ISTIMEWA JAYAPURA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

Dalam Rupiah)

(2,500,000

41000000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR AKUNTANSI ISTIMEWA JAYAPURA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

_

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan
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V.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.l. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Akuntansi

Istimewa Jayapura

Dasar Hulum Kantor Akuntansi Istimewa J ayapura didirikan sebagai
Entitas dan salah satu upaya pemernintah untuk meningkatkan kualitas
Rencana Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Strategis Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No.
2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Jaya Wijaya
No.15, Jayapura, Papua.

Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura mempunyai tugas

dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan

implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada

Kementerian NegarafLembaga. Melalui peran tersebut

diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang

pada akhimyalLlaporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat
disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Akuntansi

IstimewaJayapura berkomitmen dengan visi “mewajudkan

pelalsanaan penyelenggaraan keuangan negara yang

efisien, aluntabel dan transparan melaluai afuntansi
pemerintah menuju Laporan Keuangan

Kementerian/Negara yang  berkunalitas.” Untuk

mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-

langkah strategis sebagai berikut:

° Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan
implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementenan
Negara/Lembaga.

e Membinasecaraefektif Kementerian Negara/Lembaga
dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan
oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

e Mengembangkan sistem yang profesional dan

terpercaya.
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e Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan
keputusan yang andal kepada para pemangku
kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan

yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh

Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura. Laporan Keuangan

ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu

serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputernisasi mulai dari pengumpulan data,pencatatan
dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga.

SAlterdiridari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual

(SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN]. SAI dirancang untuk

menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan

SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi

aset tetap,persediaan, dan aset lainnyauntuk penyusunan

neraca dan laporan barang milik negara serta laporan

manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura menerapkan basis
akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis
kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi
Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada
saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi
yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa

lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
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dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan [SAP] yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar A.4. Dasar Pengukuran

Penguiauran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor
Akuntansi Istimewa Jayapura dalam penyusunan dan
penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan
nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran /penggunaan sumber daya
ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang
diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban
dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang
bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata
uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang
asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam
mata uang rupiah.

Kebyataan A.5. Kebijakan Akuntansi

Alauntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015
telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam
laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang
ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Akuntansi
IstimewaJayapura. Disamping itu, dalam penyusunannya
telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang
sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan
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dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Akuntansi
Istimewa Jayapura adalah sebagai berikut:
(1) Pendapatan- LRA

e Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada

Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah  dikompensasikan dengan
pengeluaran].

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi

sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakuipada saat timbulnya hak atas
pendapatan dan fatau Pendapatan direalisasi, yaitu
adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara
khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai
berikut:
o Pendapatan JasaPelatihan diakui setelah pelatihan
selesai dilaksanakan
o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara
proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
o Pendapatan Denda diakui pada saat
dikeluarkannya surat keputusan denda atau
dokumen lain yang dipersamakan
Akuntansipendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.
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Belanja (3) Belanja

e Belanja adalah semuapengeluaran dari Rekening Kas
Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran
Lebih dalam peride tahun anggaran yang
bersangkutan yang tidak akan  diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

e Belanja diakuipada saat terjadi pengeluaran kas dari
KUN.

e Khusus pengeluaran melaluibendaharapengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KFPPN).

e Belanja disajikan menurut klasiffikasi ekonomi/jenis
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban (4) Beban

e Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

e Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban;
terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa.

e Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

Aset (5) Aset
set diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang

Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar a. Aset Lancar

e Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di

neraca dengan menggunakan kurs tengah Bl pada
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tanggal neraca.

e Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat
berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan
investasi dalam bentukdeposito dicatat sebesar nilai
nominal,

e Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai
berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan
Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul
hak yang didukung dengan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak danjatau telah
dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.

b) Piutangyangtimbuldariperikatan diakui apabila
terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih
dan didukung dengan naskah perjanjian yang
menyatakan hakdan kewajiban secara jelas serta
jumlahnya bisa diukur dengan andal

e Piutang disajikan dalam neracapada nilai yang dapat
direalisasikan (net realizable wvalue). Hal 1ini
diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang
tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas
kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh
tempo dan upaya penagihan yang dilakukan
pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah

sebagai berikut:

Kualitas Uraian Penyisihan
Piutang
il Belum dilakukanpelunasgn; AT
TR Hihol KO b tanggal;atuh tempn i el ee
. ._ '.Satu bulan termtung se _]ak
_ Kurang ‘tanggal Surat‘ragihan i
- Lancar | = Pertama tidak dxlakukan b
S e ane :":':'pelunasan %
R _._":'Satuhulan terhttung se_jak _
D:ragukan _tanggal Surat’ragxhan Kedua | - 50% '
O tidak dxlakukan pelunasan _
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1. Satubulan terhitung sejak
 tanggal Surat Tagihan Ketiga
tidak dilakukan pelunasan
Macet - - 100%
v 2. Piutangtelah diserahkan -
~ kepadaPanitiaUrusan

: Piuta_ng Nega&‘aj DJKN

0

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA] dan Tuntutan
Perbedaharaan/ Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh
tempo 12 [dua belas) bulan setelah tanggal neraca
| disajikan sebagai Bagian Lancar TP/ TGR atau Bagian
Lancar TPA.

e Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil
inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
dengan:

* hargapembelianterakhir, apabila diperoleh dengan
pembelian;

* harga standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri;

* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya

apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap b. Aset Tetap

o Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang
dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk
kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 tahun.

e Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga
perolehan atau harga wajar.

e Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan
minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan
mesin dan peralatan olah ragayang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp300.000 [tiga ratus ribu
rupiah];

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang
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nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah];

c] Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan
nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,
diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran
untuktanah,jalan/irigasifjaringan, dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang
bercorak kesenian.

e Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintah yang disebabkan antara lain
karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak
berat,tidak sesuai dengan rencanaumum tata ruang
(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir
direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset
Lainnya.

o Aset tetap yang secara permanen dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat

ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang
pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan c. Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap e Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu aset tetap.

e Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah |

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak
berat danjfatau usang yang telah diusulkan
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan
penghapusan

e Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset

Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.
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e Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan
menggunakan metode garis lurus yaitu dengan
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset
Tetap secara merata setiap semester selama Masa
Manfaat.

e Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan
berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
59/ KMK.06/ 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam
RangkaPenyusutan Barang Milik Negara berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara

umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggo!on gan Masa Maon faat Aset Tetap

s :I'.,-—ub!_'qm ,’ m—«' '~ .. th .:Masa: Manfaat
Pamlatan dan Mesm At o 2 e 20 tahun
Gedungdan Bangunan 2 10 s.d. 50 tahun
Jalan,Jaringan dan ‘Irigasi:-: ' 5 $.d40 tahun
Aset Tetap Lamnya [Alat Muszk 3
4 tahun
Modem]
Puutang d. Piutang Jangka Panjang
Jangiua e Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang
Panjang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka

waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal
pelaporan.

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan

sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya e. Aset Lainnya

e Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset
lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang.
Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak
berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh

tempo lebih dari 12 (dua belas] bulan, aset kerjasama
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dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang
dibatasi penggunaannya.

e Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai
tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah
dikurangi akumulasi amortisasi.

e Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas
dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa
nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak
terbatas tidak dilakukan amortisasi.

e Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan
dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan
Nomor:620/KM.6/ 2015 tentang Masa Manfaat Dalam
Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset
Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai
berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Talc Berwwyud

ﬁan""‘se e wleEEEaeS

'Lxsensx Ha!cPaten Sederhana, i

Merk Desam Industn Rahasxa

Dagang, Desam Tata Letak Sukuzt

o Lt

'I‘arpadu. :

Hak Ekonom1 Lembaga Peny:aran
Paten B1asa,Perhndungaanetas % : 20

Tan aman Se musun

Hak C1pta Karya Sem ‘I‘erapan ¢
Perlmdungan Vanetas Tanamm (i 025 :
Tahunan b s '_;'.L_:_    _-
Hak Cxpta atas C1ptaan Gol II Hak s

.Elwnomeelaku Pertuq]ukan Hak i o 50
Ekonorm ProduserFonogram sy

HalcC1ptaatas Czptaan GnlI e TOR
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o Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah
disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewapban (6) Kewajiban

e Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan
aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

e Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka
panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk
dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas
bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada
Pihak Ketiga, Belanjayang Masih Harus Dibayar,
Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar
UtangJangkaPanjang, dan Utang Jangka Pendek
Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangkapanjang jikadiharapkan untukdibayar
atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.

o Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu
sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat
pertama kali transaksi berlangsung.

Erutas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset

dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan

lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan

Perubahan Ekuitas.
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B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI

ANGGARAN
Selama periode berjalan, Kantor Aluntans: Istimewa

Jayapura telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh
adanya program penghematan belanja pemerintah dan
adanyaperubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan
situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan
tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja

antara lain:

Pendapatan

Pendapatan bsa i 25 000, T
=5 e == i S

Belanjp
Beaja Pegawa
Beanja Baang
Belajahbdd
Belaria Bartuan Sosial

000000} | EHSEEE 5 550 000000
L2100 000 0001} 55207755 100 000.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untukperiode yang berakhir pada 31
Desember 2016 adalah sebesar Rp335.000.000 atau
mencapai 119 64 persen dari estimasi pendapatan yang
ditetapkan sebesar Rp280.000.000. Pendapatan Kantor
Akuntansi IstimewaJayapuraterdiri dari Pendapatan Jasa

dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincan Estimas: dan Realisas: Pendapatan

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2016 mengalami kenaikan
2 83 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan oleh

meningkatnya pelayanan [(jasa] akuntansi yang
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berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Akuntansi
IstimewaJayapura. Selain itu,Pendapatan Lain-lain Kantor
Akuntansi IstimewaJayapura mengalami kenaikan sebesar
4,76 persen yang berasal antara lain dari pendapatan
pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang
berasal dari tahun anggaran yang lalu.
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015
o CNAIK

Pendapatan Jasa
Pendapatan Lain-lain '

R

Realisasi Belanyja B.2 Belanja

Negara Realisasi Belanja instansi pada TA 2016 adalah sebesar

Rp8.690.115.000  Rp8.690.115.000 atau 9181% dari anggaran belanja
sebesar Rp9.465.000.000. Rincian anggaran dan realisasi
belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisas: Belanya TA 2016

o

B¢ Byja Peqawal SRS ? i ¥ | R i i

¥
| fe Bylafa@ig - ¥ 2 683 000 nOg*
8¢ Byj3a Modal ESTE [ BT ; Fl
B¢ Bija Bartian =1} J [ i [
Totd Belanja Kotor TR B B 24 8610 DU LD DO 7 | R e B .46 146,000 1]
Pe pqembalan =y 15ee

Dibandingkan dengan TA 2015, Realisasi Belanja TA 2016
mengalami kenaikan sebesar 40,25% dibandingkan realisasi
belanjapada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara
lain:

1. Pengadaan belanja modal diikuti dengan peningkatan
belanja barang untuk mendukung rencana strategis
yang dimulai pada TA 2016,

2. Kegiatan pemberdayaan sosial yang dibiayai dari belanja
bantuan sosial untuk penduduk daerah terpencil dan

perbatasan negarayang mempunyai kerawanan sosial.
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Rp810.000.000

Belanja Barang
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Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015

Belanj Mn dal
JDelana Bantuan Sceial

B.3 Belanja Pegarvai
Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp810.000.000dan Rp798.000.000.
Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik
dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS),
dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum
berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan
pembentukan modal. Realisasibelanja TA 2016 mengalami
kenaikan sebesar 1,5 persen dari TA 2015. Hal ini
disebabkan antara lain oleh:
1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka
mendukung program maupun kegi;attan dalam beberapa
tahun mendatang.

2. Penambahan remunerasi PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015

B2 3 Galldas Traangas P NS
B¢ A Gajldas Tralargas Nos PNS
8¢ @3 Howorarhim

e Lembar

Be bl Vakas!

e | B A
b S el | RS B 0

[Um B BeBAR S

B.4 Belanja Barang
RealisasiBelanjaBarang TA 2016 dan 2015 adalah masing-
masing sebesar Rp2.683.000.000 dan Rp2.213.000.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan
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Belanja Modal
Rps5.097.115.000
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21,24% dari Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini

antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja

perjalanan dinas dan belanja barang untuk diserahkan

kepada masyarakat sepanjang tahun 2016.
Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015

Be bija Baraig Ope rasioial
Be bijaBamig NowOpeasivml
B¢ bijaJxsa
B¢ buja Peme faraas
Be bija Pefgbian 1

e bija Baraig nitnk d ¢ olkan kepada Uasy.
Jumizh Brlanp Kotor

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-
masing sebesar Rp5.097.115.000 dan Rp3.115.000.000.
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami kenaikan
sebesar 6363% dibandingkan TA 2015 disebabkan oleh
implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat
peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi,
berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin,
Jjalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisas! Belanja Modal TA 2016 dan 2015

Baa ggMJdangrd'u 2950000 D0
Bdam Modal Pelahlandan Mesin

Bdara Modal Jala'u hgasa dan.lmrgan
Baang hModal Lainmg
Jumlah Belanp Kobor
Pengembalan

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan TA 2015
adalah masing-masing sebesar Rp2.950.000.000 dan
Rp1.500.000.000. Realisasi tersebut pada TA 2016
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mengalami kenaikan sebesar 96 67 persen dibandingkan
TA2015. Hal ini disebabkan penambahan tanah yang akan

digunakan sebagai saranapelatihan Sumber Daya Manusia

di bidang akuntansi.
Perbandingan Realisas: Belanya Modal TA 2016 dan 2015

AN IDIS [ ecatsasi v o0 poarsesivazoss] )
e LT S T T e e e [ S
BebBrjalvbdd Tanah 242300 000000°) 2 1100000000, 10904
Bebirjahbdd Pembayvaran Hbnor Tim Tanah S A230 000000 e 110 00000 109,09
Bebrjalvbdd Pembuaan Sertifkat Tarah S 90 000000 | 80 D0000D 000
Belarjahbdd Pengundan dan Pematangan Tanah  |°° 200000000} 150 000000 3.1y
Bebrjahbdd Perainan Pengadaan Tanah 130 0000001 |1 62,508

Jurd ah Belanjs Kator 2.950,000.000 1.500,000.000 95567
Pengembalan Bebarjalvbdd e ] [ e

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016
adalah sebesar Rp822.115.000, mengalami kenaikan
sebesar 9 62 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA
2014 sebesar Rp750.000.000. Hal ini disebabkan oleh

penambahan gedung baru yang diitkuti dengan

penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA 2016 dan 2015

Kormputer Lhit
Peralatan Korputer
Jumlah Beanjs Kotor

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp875.000.000 dan R525.000.000.
Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami kenaikan

sebesar 40 persen dibandinglkan Realisasi TA 2015. Belanja

Gedung dan Bangunan ini berasal dari penambahan tiga
ruang kelas di sisi kanan bangunan yang telah ada dan

ruang kelas tersebut digunakan untuk kegiatan pelatihan

akuntansi dan pelaporan keuangan.
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Perbandingan Realisas: Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2016 dan 2015

Jumlah Belang Kotor
Pesgembalias Be bija Modal

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA

2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar

Rp290.000.000 dan Rp200'.000 000. Realisasi Belanja
Modal TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 45,00 persen

dibandingkan Realisasi TA 2015. Hal ini disebabkan
penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka
mendukung rencana strategis.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

- URAANJENISBELANJA BRI
B elania Modal.laringan 4444
|Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan 5000
Honor Pengelola Teknk Jaringan
| Jumish Belanje Kator 4500
Pengemballan Belanja Modal -

s = S

B.5.5 Belanja Modal Lainnya
Realisasi Belanja Modal Lainya TA 2016 dan TA 2015
adalah masing-masing sebesar Rpl60.000.000 dan
Rp140.000.000. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016
mengalami kenaikan sebesar 14,29 persen dibandingkan
Realisasi TA 20135, Hal ini disebabkan pengadaan software
untuk mendukung implementasi akuntansi pendapatan
berbasis akrual

Belanja Bantwan  B.6 Belanja Bantuan Sosial

Sosial Realisasi BelanjaBantuan Sosial TA 2016 dan 2015 adalah

Rp100.000.000 masing-masing sebesar Rp100.000.000 dan Rp70.000.000.
Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah
dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat

untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat
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selektif. Realisasi tersebut pada TA 2016 mengalami
kenakan sebesar 42 86% dibandingkan TA 2015. Belanja
Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk
barang. Bantuan ini dibernkan kepada kelompok-kelompok
masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu
rendahnyatingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya
daerah miskin.
Perbandingan Realisas: Belanya Bantwan Sosial
TA 2016 dan 2015

Ke bmﬁni P-e- ld‘ﬂtﬂldﬂ'ﬂ lléil
Ke bmpok Pe 1didkan Ce ide Bwas il
Jumlah Belan Kotor
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C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di BendaharaPengeluaran per 31 Desember 2016
dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan
RpO yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan
berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran
yangberasaldari sisa UP/ TUP yang belum dipertanggung-
jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara
per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Penge!uaran TA 2016 dan 2015

L TH201S

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31
Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing
Rp3.000.000 dan Rpl1.000.000. Kas di

Penernimaan meliputi saldo uangtunaidan saldo rekening di

Bendahara

bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara
Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan
tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan
Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2016 dan 2015

S TH2015

750.000
250 000

‘TH 2013

1000. 000
2000 000

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pertanggal 31 Desember
2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp35.000.000 dan
Rp9.000.000.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada
bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP,
kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi

Jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam
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jangkawaktu 3 bulan atau kurang sejaktanggal pelaporan.
Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal
pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2016 dan 2015

Ka Lainnya d Bendzhara Pergeluaran_ 5000000 1500000

Kz Lainnya d Bendahara Penerimaan 1£2.80000 2000000
K= Lainnsa d KL dari Hibah yang Belum

Disal'kan

qu,q D e == e

17.900000 5500000

m%‘_______‘_,______- Y i | _1_____ i .s.y'” 0,000

Piutang PNBP 4 Piutang PNBP

R Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing adalah sebesar Rp65.000.000. dan
RpS55.000.000. Piutang PNBP merupakan hak atau
pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap
pelayanan yang telah diberilkan namun belum diselesailan
pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan

sebagai berikut:

Rincian Puwutang PNBP TA 2016 dan 2015

Pidang PNBP &£5.000000 £0.000000
Putan Um a

Bagian Lancar 5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/

Tagihan TP/TGR Tuatutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp36.000.000 ildo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31
Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp36.000.000 dan Rp24.000.000. Bagian Lancar TP/TGR
merupakan TP/ TGR yang belum diselesaikan pada tanggal
pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas)
bulan atau kurang sejaktanggal pelaporan. Rincian Bagian

Lancar TP/ TGR adalah sebagai berikut:
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Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan 2015

] i | TH2018 | TH 2015
Jacobus 12.000.000 -

2 Ilertiana - 3.000.000
Gerard 9.000.000 9.000.000

I_[Remedy 6.000.000 6.000.000

j |Jessica 3.000.000 X

j |Yoqa .000.000 6.000.000

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per
tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah
sebesar Rp12.000.000 dan Rp9.600.000. Bagian Lancar TPA

"merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam

waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal

pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:
Rincian Bagian Lancar TPA TA 2016 dan 2015

No| o UTH2018 |0 TH2015
1 |Yohans 3.100.000 3000.000
2 |Patrik 3.600.000 =
1 |Armando 2.400.000 2.400.000
4 |iakas. 3.000.000 3000.00
s_[Riantic. _ _ _ 1200.000

L-'-r.sn... o A i Rl e

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih —Piutang Lancar

Nilai Penyisithan Piutang Tak Tertagih — Piutang Lancar per
31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp3.250.000
dan Rpl.830.000.

Penyisithan Piutang Tak Tertagih — Piutang Lancar adalah
merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar
yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing
debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang

Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
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Rincian Penyisihan Piwtang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kuslit ee o] el | U RGNS
Plutang Bukan Pajak
anar 44.736.500 Qso 250.000
Krang Lancar 20263.100 105 2.100.000
Oimagukan - Schs 2
Maoet 3 100% -
Jumiah 46.000.000 2 350.000
Baglan Lancar TP/ GR _
Bnaar 30000.000 Qs 15Q.000
Kurang Lancar $ 000.000 1086 SO0.000
Diagukan SO -
Macet 100% -
Jumiah 26 000.000 650,000
Baglan Lancer TPA
wnar 10.000.00 QSO SQ000
Kurang Lancar 2000.000 1056 200,000
Olragukan SO -]
Maoet 100% =
Jumiah 12000.000 250,000

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember
2016 adalah
Rp114.000.000 dan Rp152.320.000. Belanja dibayar di

muka merupakan hakyang masih harus diterima setelah

dan 2015 masing-masing sebesar

tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah
dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum
diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka

adalah sebagai berikut:
Rincian Belanja Dibayar di Mutca TA 2016 dan 2015

Pembayarar hienet 20.000000 23.500000
Pembayaray S¢wa Pe@alatay day Mesh 40.000000 74.000000

$4.000000

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31
Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar
Rp3.200.000 dan Rp5.200.000, merupakan hakpemerintah
atas pelayanan yang telah diberikan namun belum
diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian
Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis

pendapatan sebagai berikut:
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Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Ditenma TA 2016 dan 2015

CAL .Ieris e L mzms T H:2015

Pendapatan Jas a Pelatihan 1.450000 3.000.000

Pendapatan Jas a Pelayanan Pendidkan 1.750000 2.200.000
Persediaan C.10 Persediaan

Rp413.125.000 Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-
masing adalah sebesar Rp413.125.000 dan Rp700.000.000.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung |
kegiatan operasional pemerintah, danfatau untuk dijual,
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan
2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015

Koo _bm s TH 2313 '|'|| 2015
Barang Konsumsi 114.870 000 375.000 000
Barang untuk Pemelitaraan 124.700 000 150.000 000
Suku Cadang 92.565.000 90.000 000
Barang Persediaan urtuk Oiseratkan kepada

[Masyarakat 30.000 000 -
Persediaan Lainnya _ T : 85.000 000
L’vﬁ'-il.;-h—lill' ~~~~~~ et e ﬁ;_.‘..ma..,.:.-;!'..l-;.‘.-.h-.-.-:v.-:;-,.‘.-..d..w..,.,--...4.]k-.. un-.u.;{.‘o-:- walsl ‘ 00.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada
dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai
RpS00.000 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan
dalam Persediaan.

Tagihan TP/TGR C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rp54.000.000 Rugi (TP/TGR)
Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-
masing sebesar Rp54.000.000 dan Rp45.000.000.
Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada
bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang
melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.
Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada

pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu
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kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2016 adalah

sebagai berikut:
Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2016 dan 2015

TH2015
1 |Jacobus -
2 |Martiana - 3.000.000
3 |Karel 9.000.000 18.000.000
4 |Darma 6.000.000 12.000.000
S |Tr Prvalmo 9.000.000 -
' ’ Rudianla 6.000.000 12.000.00!

b ta

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA] per 31 Desember
2016 dan 2015
Rpl18.000.000 dan Rp25.200.000. Tagihan Penjualan

Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara

adalah masing-masing sebesar

atas transaksijual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan

PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagithan TPA TA 2016 dan 2015

1 |Yohana 9.000.0
2 |Patnk J.600.0 -

3 |ifanEp 2.400.0m 4.500.00
4 |Faras 6.000.000 9.000.0
5 |RantiC. - 2.400.00

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka
Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka
Panjang per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-
masing sebesar Rp930.000 dan Rp845.000. Penyisihan
Piutang Tak Tertagih—Piutang Jangka Panjang merupakan
estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/ TGR
yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.
Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih— Piutang
Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang

adalah sebagai berikut:
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Rincian Penyisihan Puwutang Tak Tertagih — Puutang Jangka

Panyang TA 2016
o bt b g ;‘ Nﬂmw é;{%".‘i—ﬂ}.-‘r:,_ﬁ.__'-‘.-‘--31{;\: N_“‘l..-'_i'-‘
i : | ok rarjang ' | Penvisinen | menyiciran'
_"l‘i'a“ﬁ'ﬁw
Lawcar <0000 0 QA0 230,00
Kioig Laaar ¢DmOm Yo Py
Dimgskar - e -
Macet - 1O -
Jumish ' s A
T“::a:' - 64,000,000 o0,
secar 16 00D 0D A% -
Kimig Lavaar 2000 0% 200 00
Dlmlnal i) =
“iincet oo z
Jumiah 13,000,000 iy
Tanah C.14 Tanah
Rp5.950.000.000 Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor

Akuntansi Istimewa Jayapura per 31 Desember 2016 dan
2015 adalah RpS5.950.000.000
Rp3.000.000.000. Kenaikan nilai aset tetap Tanah berasal

dari pembelian tanah di Tahun 2016. Mutasi nilai tanah

sebesar dan

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per:31 Desember 2015 | . 3.000.000.000

Mutas tembeh

Muasi kureng,

Rewluasi aset (125.000.000)
£ emitana pencecian_ T, Wr— °.

.-\ gl R R «m.r
-\; lum.:& ['l_w'“n Z !{

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2016 adalah sebagau

berikut:
Rincian Tanah TA 2016
1 |500m J Cenderawasih No.5, Javepura 1000000000
2 |2000m2 J.hdoa No 17, Javapura 500000000
3 |3000me Jd. ng.rru N 28 Jase;urs 750000000
4 s 3,700,000 000
MR P S 05,950,000 poo

Tanah seluas 2000 m2 yang terletak di J1.Matoa NO.17,
Jayapura, pada tanggal pelaporan dikuasaif digunakan oleh

pihak ketiga.
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C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31
Desember 2016 dan 2015 adalah Rp2.115.000.000 dan
Rp1.050.000.000. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut:

| 812215.000

Hibah Baang 0 e S 0
Transfer Mas uk  137.000.000
Koreksitambah D 27.785.000
Mutasi kurang: | - ‘"'““‘”“"'*‘*’W"*”‘”‘"“"““ﬁ‘
Pen'ghvehti‘an dari penggunaan (10.000.000)

o1 1

Mutasi transaksipenambahan peralatan dan mesin berupa:

a. Pembelian komputer unit berupa PC senilai
Rp700.000.000; dan

b. Pembelian peralatan komputer berupa pninter senilai
Rp112.215.000.

c. Koreksi tambah berasal dari koreksi atas saldo awal
dengan total Rp27.785.000

d. Penerimaan hibah alat angkut darat bermotor berupa
kendaraan bermotor roda 2 senilai Rp98.000.000.

e. Transfer Masuk peralatan kantor sebesar
Rp137.000.000

Mutasi kurang merupakan penghentian penggunaan

sebuah mesin genset yang sudah dalam kondisi rusakberat

senilai Rp50.000.000 dan direklasifikasi ke dalam Aset

Lainnya. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan

pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan

2015 adalah Rp7.450.000.000 dan Rp7.000.000.000.
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Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Ni ~ 7.000000.000
Mb{aﬁl tambah: : ) == =
Pembangunan tambahan ruang k elas 450.000.000

Mutasi kurang:

Akumulasi Penyusutans.d. 31Desember2016
Nilal'Edlciipend1 Desembac 2016
Transaksipenambahan Gedung dan Bangunan berasal dari
penambahan gedungtempat kerja berupa tiga ruang kelas
di sis1 kanan gedung induk senilai Rp450.000.000.
Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada
Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Janngan C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

dan Ingasi Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2016

Rp340.000.000 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp340.000.000
dan RpS0.000.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan,
Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah

sebagai berikut:

saldo

Mutasi tambah:
P enambahan jaringan teknologi inform asi 290.000.000
Mutasi kurang: -

(91.250.000)

Mutasi tambah:

e Berupa pengembangan jaringan teknologi informasi
dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara
elektronik.

ncian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada
Lampiran Laporan Keuangan ini.
Aset Tetap C.18 Aset Tetap Lainnya
Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat
Rp20.000.000 dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap

Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah
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Konstrukest
Datam
Pengenaan
Rp375.000.000

Alermulasy
Penyusutan Aset
Tetap

Rp2. 340.000.000

-76 -

Rp90.000.000 dan RpI0.000.000. Aset tetap tersebut
berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi
tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun

2016, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember2015 i ..~ .. 90,000,000
 Mutad tambah: |

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran
Laporan Keuangan ini.

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2016
dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp375.000.000
dan RpO yang merupakan pembangunan gedung tempat
kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya
belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Pembangunan
Gedungtersebut sesuai Kontrak No.02/ KPA.KAI} VII} 2016
tanggal 09 Juli 2016 dengan nilai RpS00.000.000 dengan
sumber dana rupiah murni. Pada tanggal pelaporan
penyelesaian gedung tersebut telah mencapai 75%.

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo AkumulasiPenyusutan Aset Tetap per 31 Desember
2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp2.940.000.000
dan Rp2.324.630.952. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang disusutkan selama masa manfaat aset yang
bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam
Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset

Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
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Rincian Ataumulast Penyusutan Aset Tetap
TA 2016 dan 2015

1 |Perdalandan lMesin 2.115000.000
2 [Gedurg dan Bagunan 7.450000.000
3 |lda, hgasidan Jxigan 3:0000.000
1 .ﬁseITelap lz ya_

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada
Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tale C.21 Aset Tak Berwujud

Berwuwjud Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan

Rp180.000.000 31 Desember 2015 adalah Rpl180.000.000 dan
Rp20.000.000.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat
diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud
fisik, Aset TakBerwujud pada Kantor Akuntansi Istimewa
Jayapura berupa software yang digunakan untuk
menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap
Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai
berikut:

Saldo Nilal Perolehan per 31 Desember 201 i 20,000,000

R TR
MutaS| tambah:
Pembelian 160.000.000

Mutasi k urang: -

Sadoper 31 Dewe i ber 201650/ Wik e s

AkumulzsuAmortsasu S. d 31 DesembetZMG
Nilal B 41k periadiDe: ve mber 2018 3

Mutasi tambah:

e Pembelianberupa aplikasi penatausahaan PNBP senilai
Rp100.000.000

e Penambahan fitur pada MOYB Accounting Profesional
senilai Rp60.000.000.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah

sebagai berikut:
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Rincian Aset Talke berwwjud TA 2016

100.000.000
80.000.000

Aset Lain-Lain C.22 Aset Lain-Lain
Rpl145.000.000 Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015
adalah Rpl145.000.000 dan Rp110.000.000. Aset Lain-lain
merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam
kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam

operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah

sebagai berikut:

b 110000000

Seldoper 31 Dessmber2015

:Mutasi tambah: :
;- reklasifkasi dari aset tetap $0.000.000
‘Mutasikuang:

- penggunaan kembali BMN yang dihentikan _ -
e pepghapusan BMN (15.000.000)

seldo mber 2016 146,000,000
\Akurmulasi Penyusutan (79.000.0)'
N 8l ok petEstiDessm! 00,000

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain

dapat dijelaskan sebagai berikut:

e Penambahan adalah dari reklasifikasi mesin genset
yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat
digunakan lagi senilai Rp50.000.000.

e Penghapusan Alat Angkut Darat Bermotor berupa
kendaraan bermotor roda 2 senilai Rp15.000.000.

incian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi
penyusutan dan nilaibuku tersaji pada Lampiran Laporan

Keuangan ini.

Alaernulast C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset
Penyusutan dan  Lainnya
Amortisast Aset Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31

Lainnya Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing
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Rp125.000.000 Rpl125.000.000 dan Rp60.000.000. Akumulasi Penyusutan
Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang
disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian

nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset

Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Alemulast Penyusutan dan Amortisast Aset Lainnya

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan
dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, Sedangkan
atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak

dilakukan amortisasi.

Uang Muita dan  C.24 Uang Muka dari KPPN

KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2016 dan

Rp10 000000 2015 masing-masing sebesar Rpl10.000.000 dan RpO. Uang
Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau
Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN
sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau

dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal

pelaporan.
Utang hepada C.25 Utang kepada Pihak Ketiga
Pihak Ketiga Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan

Rp35.000.000 2015 masing-masing sebesar Rp35.000.000 dan
| Rp12.000.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan

kewajiban yang masih harus dibayar dan segera

diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu

kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian UtangPihak Ketiga pada Kantor Akuntansi
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Istimewa Jayapura per tanggal pelaporan adalah sebagai

berikut:
Rincian Utang hepada Pihak Ketiga

Pcmauhumﬁrom bebmdely EIJI[IJIU lkrggahﬂaaﬁmhelmdm hrizkasmm B
I’oi:rp:‘npdﬂ:m bebim dise bor 3Moo Pohwpﬂﬁbehn UPbebm dise ba ke kasregara

C.26 Pendapatan Diterima di Muka
Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016
dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp13.000.000 dan

Rp18.500.000. Pendapatan Diterima di Muka merupakan
pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun
barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan
Diterima di Mukatersebut bersumber dari jasa konsultasi
akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu
tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang hkepada Prhadc Ketiga

BT Pmdn;e Consuftindo ——— 2200000
PT.Jawa Prima Consulindo 5500000
PT Celkomindo lhdonesia 5300900

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2016
dan 2015 sebesar Rp70.200.000 dan Rp89.020.000,
merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang
pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima
tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.
Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA

2016 dan TA 2015

éeléﬁja ?egmai-\}aﬁg Mas ih HEN.SI‘DI ayar
Belanja Barang yang MasihHarus Dibayar 34.200 000
Belan ja Modalyang Nhsnh Harus le:yar
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Fhrautas C.28 Ekuitas

Rpl14.210.945.000
Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-

masing sebesar Rpl4.210.945.000 dan Rp9.839.494.048.
Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut
tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan

Ekuitas.

[~

www.jdih.kemenkeu.go.id



-82 -

Pendapatan D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
FNBP D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Rpi128.300.000 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rpl128.300.000
dan Rp125.000.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:
Rincian Pendapatan Negara Buitan Pajaic TA 2016 dan 2015

Perdapatas Jasa
Perdapatar Lah-BN

{45108 000 D00} | £44100.000.000) | B
LNE20300.000)| ¢ 526.000.000 ] |19

Pendapatan Jasa berasal dari pelatihan akuntansi dan
desain sistem akuntansi, Sedangkan Pendapatan Lain-Lain
merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja
lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2015.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2016 dan 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp815.300.000 dan Rp800.000.000.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam

Beban Pegawa
Rp815.300.000

bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada
pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai
yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus

PNS telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

sebagai imbalan atas pekerjaan yang

pembentukan modal.
Rincian Beban Pegawax TA 2016 dan 2015

8ebay Gall {383 D00 D00 | @8 326.000.000 |
8ebar Tulargar-tujargan 0% 1197700, 000} | BE5AE1T5.000.000 |
8ebar Hororarhm day Vakas! Qiiaiiies 230 000! |4 4180.000.000)f
8¢bar Lembar ST 00 00O | e 0120.000.000¢ 5 0.

Beban D.3 Beban Persediaan
Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015

adalah masing-masing sebesar Rp451.000.000 dan

Persediaan
Rp451.000.000
Rp415.000.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk
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mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai,

termasuk barang-barang hasil produksi baik yang

dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban
Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai
berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015

Beban Persediaan Konsumsd

Beban Persediaan urtuk Tujuan
StrateglsrBerjagn-jaga

Ll B

Beban Barang D.4 Beban Barang dan Jasa

dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015

Rp610.000.000 adalah masing-masing sebesar Rp610.000.000 dan
Rp655.000.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban

barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau
jasadalam rangkapenyelenggaraan kegiatan entitas serta
beban lain-lain berupa beban yang timbul karena
penggunaan alokasi belanja modal yang tidak
menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa
terjadsi karena adanyatambahan kegiatan pendidikan dan
pelatihan pada bulan Maret 2016. Rincian Beban Barang
dan Jasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai
berikut:
Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan 2015

Bebar Laiggarar Dayadai Jasa 123531
Beban Jxsa Pos dai Giro F1313)
Bebar Lxsa Koiselitas a3
Bebas txsa P oksi i e00
Bebas tsa laarya /30,00

Beban Aset Ekstrakomtabel Peabtar dan Mesit

Bebas Aset Ekstrakom 3beIGediig dar Baiguias
Beban Aset Ekstakom tabelAset etzp Lait iz
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Beban D.5 Beban Pemeliharaan
Pemeliharaan Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-
Rp497.000.000 masing sebesar Rp497.000.000 dan Rp513.177.000. Beban

Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk

mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah
ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban
pemeliharaan karena adanya penghematan pada
pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban
pemeliharaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai
berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 2015

Bebar Peme lilagai Gedisg dar Baiguian i 210.000.000|/220.000.000} |
Bebar Pemelilamar Peralatas das Mesi ' 178.000.000]| [104.000.000 |
{81%00.000)| 917 7.0005 | 11,58

Bebar Pemelilagar Lainya

Beban D.6 Beban Perjalanan Dinas
Penatanan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah
Dinas masing-masing sebesar Rp790.000.000 dan Rp780.000.000.

Rp790.000.000 Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk
perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi,
dan jabatan.Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan
oleh frekuensi rapat koordinasiyang meningkat menjelang
akhirtahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun
2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penalanan Dinas TA 2016 dan 2015

Beban Pejalaran Biasa
Bebar Pejabaiar Daas Dalam Kot
|Beban Pejataran Diaas Paket Meetag Dabm Kota

Beban Barang  D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
untuk Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun

£
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Diserahtcan 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
kepada Rp345.000.000 dan Rp425.000.000. Beban Barang untuk
Masyarakat Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban

Rp345.000.000 pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada
masyarakat yang bertujuan untuk mencapaitujuan entitas.
Dalam hal ini, Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai
akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan
pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan
kepada Masyarakat untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah
sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuic Diserahtan kepada
Masyaratat TA 2016 dan 2015

Beban Perdaandan Mesinurtu Diseahian
kepadahasprlatPemnda

Beban Barang Lanma urtuk Diserahi@ankepada
MasarlatPemda

Beban Bantwan D.8 Beban Bantuan Sosial

Sosial Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah

Rp100.000.000 masing-masing sebesar Rp100.000.000 dan Rp70.000.000.
Beban bantuan sosial merupakanbeban pemerintah dalam
bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk
menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.
Penurunan beban bansos karena adanya penghematan
alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk
Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015

Beban Bartial SosialUrtik Re kabilasiSosial
Beban Bartiar SosialUrhk Janiiai Sesial 0,000
beban Batha SosalUit Penbe iear osial_|ESS000D

Beban D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan dan Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun
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Amortisasi 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp670.369.048 Rp680.369.048 dan Rp522.191.548. Beban Penyusutan
merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas
nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable
assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat
alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak
berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk

tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisas:
TA 2016 dan 2015

Beba Peryisitan Pe gbian da lesit SLB190181| 5315400000
Bebar Peryisian Gedurg das Bargrean 139,000,001 #£559951000!
Beba Pesyisitan Jalau, bigasi, Jaritgar EE52 80 0001 | S 875000
Bebai Peryisitan AsetTetap Laitrya
Jumlah Penyusutan

Bebai Amorts s i Sofwae
Bebai Perpisitan asethit-bin

Beban D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Beban Penyisithan Piutang Tak Tertagih merupakan beban
Putang Talc untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam
Tertagih suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak

Rp1.505.000 Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-
masing sebesar Rpl.505.000 dan Rpl1.300.500. Rincian
Beban Penyisihan Piutang TakTeﬁagih untuk Tahun 2016
dan 2015 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Penyisihan Piwtang Take Tertagih
TA 2016 dan 2015
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Swrplus dan D.12 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non ~ Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari

Operasional pendapatan dan beban yang sifatnyafidalc rutin dan bukan

Rp8.000.000 merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari
Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah

sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015

Peiliabl AbtAIgkItDaot
Peljiabr ABtKaibr

¥) Pendopadon/Bebon Peryesucan Nica Persediacon tombwl korena
kebyakon pervlcon persediccor menggukon metode Heoga Perolehoon
Terakhir. Akwn 22 fidak dakor mwowwl kebka peruicocor persediacon
menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa  D.13 Pos Luar Biasa
Rp77.675.000 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang

sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan

berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa
untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
Rincian Pos Luar Biasa TA 2016 dan 2015

Pendapstan PNBP
Beban Perjalanan Dinas
Beban Perzediaan

TETEEY

Pendapatan PNBP di atas merupakan hasil penjualan
peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena
bencana longsor bukit di Jayapura. Sedangkan Beban

Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-

beban yang digunakan secara langsung dalam masa

tanggap darurat bencana.
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E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS

Eautas Awal E.1 Ekuitas Awal

Rp9.839.494.048 Nilai ekuitas padatanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp9.839.494.043 dan
Rp7.895.650.450.

Defisit LO E.2 Surplus (Defisit) LO

Rp4.221.549.048 Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp4.221.549.043
dan Rp4.058.169.548. Defisit LO merupakan selisih kurang
antara surplus/ defisit kegiatan operasional, surplus/ defisit
kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilon Aset Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir

Rp0 pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar RpO dan
Rp42.500.000. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil
penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan
harga perolehan terakhir.

Koreicsi Nilan E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai

Rp277.885.000 persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam
pecatatan persediaan yang terjadi pada periode
sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk
tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp277.885.000 dan Rp215.850.000. Rincian Koreksi Nilai

Persediaan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Koretesi Nilen Persediaaan

Selisih E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap
Revatuasi Aset  Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang

Tetap muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.
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Rp125.000.000 Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing
sebesar Rp125.000.000 dan Rp125.000.000. Revaluasi Aset
tersebut berasal dari revaluasi sebidangtanah milik satker

di J1. Merdeka No. 213 Jayapura.

Koretcs: Aset E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Tetap Non Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang
Revaluas: berakhirpada31l Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar
Rp30.000.000  Rp30.000.000 dan Rp47.500.000. Koreksi ini berasal dari

transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang

bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Korekst Aset Tetap Non Revaluast Tahun 2016
Jenis Aset Tetap. 1= Ko

Peralatan dan Mesin 2747 ! 4
Gedung dan Bangunan W (57.785.000)
Koreksi Lain- E.3.6 Koreksi Lain-Lain
Lain Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31

Rp55.000.000 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar RpS55.000.000 dan
Rp16.500.000. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang
terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas
pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah,

piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreks: Leun-Laun

denisBeban: 0| Jumia
Koreksi Beban
Koreksi P endapatan
Koreksi Piutang
Koreksi Kewajiban

Transakesi Antar E.4 Transaksi Antar Entitas

Enntas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir

Rp8.355.115.000 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp8.355.115.000 dan Rp5.804.663.146. Transaksi antar
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Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih
entitas yangberbeda baik intemal KL, antar KL, antar BUN
maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilaw Transaksi Antar Entitas

. TrensaksiAntarEntias ‘Niai
Dltenma dan EntitasLain R 35.000.000
Ditagirkan ke E rtitas Lain M(BBBO 4415.000)
Transier Ma sk *&#&(170000 000)|
Transer Keluar {850000.000
P engesahan Hibah Langsung @%1 20000, oone
P engesahan Pengem ball an Hlbah Lang smg :

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:
E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke

Entitas Lain (DKEL)
Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain

merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan
belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada
periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar
Rp335.000.000 sedangkan DKEL sebesar Rp8.690.115.000
E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan
aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada
internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.
Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
sebesar Rpl170.000.000 terdiri dari:

Mo |-h o ei Jenls oo | Entifas Asal i) o Nl
Kantor Akuntansi S
1| Peralatan dan Mesin Denpasar
3| Persediaan Deputi nsi

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31
Desember 2016 sebesar Rp50.000.000 yang merupakan
transfer Persediaan kepada Deputi Sistem dan Peraturan
Akuntansi.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian
Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas

pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang
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maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah
dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung
sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar
Rp120.000.000-. dari total Rp365.000.000,- yang diterima
sepanjang tahun 2016.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan
transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung
entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai
dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah RpO.

Rincian pengésahan Hibah untuk tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

No| ' Pemberi Hibah | BentukHibah = | . Nila Hibah
1 |WHO Uang Rp 70.000.000
2 PT Semua Bahagia Barang Rp 50.000.000
Total Pengesahan Rp 120.000.000

Penges ahan Pengembalian Hibah Rp
Jumizh Rp 120.000.000

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan
pada lampiran.

E.S Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
adalah masing-masing sebesar Rpl14.210.945.000 dan

Rp9.839.494.0438
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F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.
F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
NERACA
Pada tanggal 15 Januari 2016 telah terjadi bencana alam
berupa banjir yang menyebabkan sebagian gedung kantor
Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura terendam banjir.
Kejadian tersebut mengakibatkan masalah serius dalam
pemberian pelayanan kepada stakeholder. Jaringan
komputer, instalasi listrik, dan berbagai peralatan kantor
mengalami kerusakan. Untuk menanggulangi hal tersebut
Kepala Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura telah
membentuk tim untuk melakukan identifikasi terkait
‘kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tersebut dan
menginstrusikan kepada seluruh pegawai untuk tetap
memberikan pelayanan kepada staleholder sebagaimana
mestinya.
F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Nomor: 009/BALAP.S5/2016 Tentang
Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Nomor: 018/BALAP.S5/ 2016 Tentang
Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang
diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang
Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung
Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi
Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan
Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada
Kantor AkuntansiIstimewa Jayapura padatanggal 05 Juli
2016 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola

Keuangan,

Semula:
Kuasa Pengguna Anggaran : Denny F'S
Pejabat Pembuat Komitmen : Fitra

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : Fajar

Bendahara : Yessy
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Menjadi:
Kuasa Pengguna Anggaran : Mutiara
Pejabat Pembuat Komitmen : Syahrul Fattah

Pejabat Penandatangan /Penguji SPM : Rizki

Bendahara : Sutanti

g

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 94 -

Lampiran I: Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap

Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap

yang khir pada 31 Desember 2016

ﬁarsm.zm %‘?rersi-mm

Tanah

Taral - 5.850.000.000 - - - 5.850.000,000
Perlatindan Me vn

AlstAigkitar Darat Be motor 7 240000000 190214288 34285.21¢ 225000000 15.000.000
Alat Kastor 5 900000000 90000000 180.000.000 270000000 630.000.000
Alst Rom ab Targga 5 500000000 50000000 100000.000 150000000 350.000.000
Alat Kom 1k asi 5 115000000 23000.000 23000 000 92.000.000
Komputer Unit ¢ 100000000 25000000 25000.000 50000 000 50.000.000
Pealatn Kompiker ¢ 250000000 62500000 62500.000 125000000 125.000.000
Pealat-u Olab Rm 3

Gedmg d: n & ngunan

Baigrar Gediig Tempat Keria 0 $.40000000 1352500000 109.000.000 1.471.500 000 3.978.500.000
Baigriai Geduag Tem patTiggal 0 2000000000 442230000 40.000.000 82250000 1.517.750.000
Jaringan

aragar Ltk 40 31.250.000

! Tehl - 217 .'100 000

.Iil"l

Komtdm Cil:m Pemu]un

Koistraksi Dabm Pengeraan 1 RNS000000 - - - 315.000000
Awt Tetap Lainnya
Iﬂamg berogk keserar ) Q0000000 19500000 22500.000 42000 000 48.000.000

+ Beban ﬁmomtsl
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Lampiran I Dattar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

KANTOR AKUNTANS! ISTIMEWAIAYAPURA
DAFTAR HIBAK LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/IASA
PER 31 DESE MBER 2016

v

SN o | .
150 000 000 R 150.000.000 | Poses Pengesahan
00000 |Rp 50000000
WHO 70000000 |Rp 70000000
Pemdahigu Terus 95 000 000 B 95000000 | Bdundregster
Junlah 365000000 | B 120000000 | Rp 245 000.000
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B. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPPA-W
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Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa
Provinsi Papua

Untuk Periode yang Berakhir

31 Desember 2016

Gedung Menara Tinggi,

Jl Permai No. 10
Jayapura, Papua 90000
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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai
Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya.

Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua adalah salah
satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa
Provinsi Papua mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah
disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu
menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang
berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk
meningkatkan  akuntabilitas/pertanggungjawaban dan  transparansi
pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa
Provinsi Papua. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan
untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan

keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance).

Papua, Januari 2017
Kepala,

Utami, MSc
NIP 1971 0901 199203 2 002
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DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Pernyataan Tanggung Jawab
Ringkasan
L.

II.
II.
IV.

VL.

Laporan Realisasi Anggaran
Neraca

Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan atas Laporan Keuangan

o T T T < T B R

G. Penjelasan Umum

>

H. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

o oR G

Pengungkapan Penting Lainnya

o T o T B -

Lampiran dan Daftar
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KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA
GEDUNG MENARA TINGGI, JL PERMAI NO. 10, JAYAPURA, PAPUA
TELEPON 0967 5563265,5335234, FAXIMILE 096733081972

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan
Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan
Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab
kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan

Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Papua, Januari
2017
Kepala,

Utami, MSc
NIP 1971 0901 199203 2
002
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RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua

Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan

Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan
Negara Bukan Pajak sebesar Rp720.000.000 atau mencapai 96 persen dari
estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp750.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp30.590.000.000
atau mencapai 98.36 persen dari alokasi anggaran = sebesar

Rp31.100.000.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016
dicatat dan disajikan sebesar Rp32.308.685.000 yang terdiri dari: Aset
Lancar sebesar Rp2.653.485.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar
Rp248.450.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp28.782.750.000; dan Aset
Lainnya (neto) sebesar Rp624.000.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp437.160.000 dan
Rp31.871.525.000.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-
LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk
periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp912.530.000,

sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar

Rp19.670.030.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional
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senilai Rpl18.757.500.000. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan
Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rpl16.000.000 dan

Rp155.000.000  sehingga  entitas mengalami  Defisit-LO  sebesar
Rp18.896.500.000

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas
pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp19.778.025.000 ditambah
Defisit-LO sebesar Rp18.896.500.000 kemudian ditambah dengan koreksi-
koreksi senilai Rpl.110.000.000 dan Transaksi Antar Entitas senilai
Rp29.880.000.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016
adalah senilai Rp31.871.525.000.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Clatatan atas Laporan Keuangan (CalLK) menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah
penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir
sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan
berdasarkan basis kas.Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan

Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan

dengan menggunakan basis akrual.
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan

L
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II. NERACA

KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)
i ik ' '

017,871000/000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan
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III. LAPORAN OPERASIONAL)|

KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

‘Dalam Rupiah

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH AKUNTANSI ISTIMEWA PROVINSI PAPUA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan
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V.CATATANATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hulaum
Pnhtas dan

Rencana

Strategis

A. PENJELASAN UMUM
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah
Akuntansi Istimewa Provinsi Papua
Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua
didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk
meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Badan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No.
2005/BALAP.007 /2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kantor Wilayah
Akuntansi Istimewa Provinsi Papua mempunyai tugas dan
fungsi dalam melakukan koordinasi di bidang bimbingan
dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah dengan
cakupan wilayah Provinsi Papua. Melalui peran Kantor
Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua diharapkan
kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang
pada akhimyalLlaporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat
disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.
Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah
Akuntansi [stimewa Provinsi Papua berkomitmen dengan
visi:
“mewujudican pelaisanaan penyelenggaraan kenangan
negara yang efisien, aiuntabel, dan ¢transparan
melalui implementasi aiuntansi pemerintah berbasis
ajorual.”
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Wilayah Akuntansi
Istimewa Provinsi Papua melakukan langkah-langkah
strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan
berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah
berbasis akrual, |

2. Membinasecaraefektif Kementerian Negara/ Lembaga

dalam pemanfaatan informasi keuangan yang
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dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual

yang diimplementasikan.

3. Mengembangkan sistem informasi yang andal dan

terpercaya.

4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan

keputusan kepada para pemangku kepentingan,

Pendetaatan A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan
Laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh
Keuvangan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua.

Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi
(SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputensasi mulai dari pengumpulan data,pencatatan
dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian
Negaraf/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa
Provinsi Papua Tahun 2016 ini merupakan laporan
konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor
Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua yang meliputi
wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas
anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kegja di lingkup Kantor Wilayah Akuntansi
Istimewa Provinsi Papua adalah 5 satuan kerja. Rincian

satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Relapitulas: Jumiah Satteer UAPPA-W

Kode Jumlah/Jenis Jumlah
No| Wil Satker Kewenangan Satker

KP| KD |[DK | TP

1 [2500 | Kantor Wilayah
Akuntansi . 1 - - 1

Istimewa Provingi
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2 (2500 | Kantor Akuntansi
Istimewa - 1 - - 1

3 |2500 | Kantor Akuntansi
Istimewa Biak - 1 - - 1

4 [2500 | Kantor Akuntansi

Istimewa - 1 . ) 1
Merauke

5 [2500 | Kantor Akuntansy
Istimewa Sorongl - 1 - - 1

6 |2500 | Kantor Akuntansi

Istimewa - 1 - - 1
Manokwari
Basis A.3. Basis Akuntansi

Aluntansi Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua
' menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan
Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian
Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis
akuntansiyang mengakuipengaruh transaksi dan peristiwa
lainnyapada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi
yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa
lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dasar A.4. Dasar Pengukuran
Pengutauran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor
Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah
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dengan menggunakan nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya
ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang
diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban
dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang
bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunalkan mata
uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang
asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam
mata uang rupiah.

Kebyatkan A.S. Kebijakan Akuntansi

Aluntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016
telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam
laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang
ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di
lingkungan pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang
digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor

Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua adalah sebagai

berikut:
Pendapatan- (1) Pendapatan- LRA
LRA e Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada

Kas Umum Negara (KUN].

e Akuntansipendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).
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e Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.
Pendapatan- (2) Pendapatan- LO
LO e Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang

diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali.

e Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan dan /fatau Pendapatan direalisasi, yaitu
adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara
khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai

berikut:
o Pendapatan JasaPelatihan diakui setelah pelatihan

selesai dilaksanakan
o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara
proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
o Pendapatan Denda diakui pada saat
dikeluarkannya surat keputusan denda atau
dokumen lain yang dipersamakan
e Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
e Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber
pendapatan.
Belanja (3) Belanja
e Belanja adalah semuapengeluaran dari Rekening Kas
Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran
Lebih dalam peride tahun anggaran yang
bersangkutan yang tidak akan  diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
e Belanjadiakuipada saat terjadi pengeluaran kas dari
KUN.

e Khususpengeluaran melaluibendaharapengeluaran,
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pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN).

e Belanjadisajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban (4) Beban

e Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

e Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban,;
terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa.

e Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/fjenis
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

(5) Aset
Aset set diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang
Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar a. Aset Lancar

e Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang
diharapkan segera untukdirealisasikan, dipakai, atau
dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal pelaporan.

e Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai
nominal Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di
neraca dengan menggunakan kurs tengah Bl pada
tanggal neraca.

e Piutangdinyatakan dalam neraca menurut nilai yang

timbulberdasarkan hakyangtelah dikeluarkan surat

A
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keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang
diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu
12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang disajikan dalam neracapada nilai yang dapat
direalisasikan (net realizable value). Hal ini
diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang
tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas
kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh
tempo dan wupaya penagihan yang dilakukan
pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah

sebagai berikut:

Kualitas

Uraian Penyisih-
Piutang
an
Belum dilakukan pelunasan s.d. _
Lancar ) 0.5%
tanggal jatuh tempo
Satu bulan terhitung sejak
Kurang g :
tanggal Surat Tagihan Pertama 10%
Lancar | . ] '
tidak dilakukan pelunasan
_ Satu bulan terhitung sejak
Diragu- :
tanggal Surat Tagihan Kedua
kan

tidak dilakukan pelunasan S50%

1. Satu bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga
tidak dilakukan pelunasan

Macet 100%
2. Piutang telah diserahkan

kepada Panitia Urusan

Piutang Negara/DJKN

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA] dan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai
Bagian Lancar TPA/TGR.

e Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil
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perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan

dengan:

* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh
dengan pembelian;

* harga standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri;

* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya
apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap b. Aset Tetap

e Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang
dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk
kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 tahun.

e Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan hargaperolehan
atau harga wajar.

e Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan
minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untukper satuan peralatan dan mesin
dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah];

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang
nilainyasamadengan atau lebih dari Rp10.000.000
(sepuluh juta rupiah]j;

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan
nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,
diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran
untuktanah, jalan/irigasifjaringan, dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang
bercorak kesenian.

e Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintah yang disebabkan antara lain
karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak
berat,tidak sesuai dengan rencanaumum tata ruang

(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir
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direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset
Lainnya.

o Aset tetap yang secara permanen dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat

ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang
pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan c. Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap e Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan

aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri

Keuangan No0.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang

Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat.

e Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak
berat danfatau usang yang telah diusulkan
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan
penghapusan

e Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset
Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa
memperhitungkan adanya nilai residu.

e Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan
menggunakan metode garis lurus yaitu dengan
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset
Tetap secara merata setiap semester selama Masa
Manfaat.

e Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
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59/ KMK. 06/ 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam
RangkaPenyusutan Barang Milik Negara berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara
umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok AsetTetap | Masa Manfaat

2 s.d. 20 tahun

_!E'eralatan danMes in

Gedung dan Bangunan _ 10 s.d. 50 tahun

Jalan,Jaringan dan Irig.asi S5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya [Alaﬂ: : :

Fi : 4 tahun
- Musik Modern) _

Puutang d. Piutang Jangka Panjang
Jangka e Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang
Panjang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka

waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelahtanggal
pelaporan.

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan
sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya e. Aset Lainnya

e Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset
lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang.
Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak
berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh
tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama
dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi
penggunaannya.

e Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai
tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah
dikurangi akumulasi amortisasi.

e Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas
dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa

nihil, Sedangkan atas ATB dengan masamanfaat tidak
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terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat
Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/ KM.6/ 2015
tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi
Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada
Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel
masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggofon gan Masa Manfaat Aset Tatc Benwwud

Kelo' pok Aset Tak _Berquud ) MasManbat,
Haveae sy ae el (tabun)
Soﬁware Komputer : S I 4
Franchise S
Lisensi, Hak Paten Sederhana,
Merk, Desain Industri, Rahasia A
Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu.
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran,
Paten Biasa,Perlindungan 20
Varietas Tanaman Semusim,
Hak Cipta Karya SeniTerapan,
Perlindungan Varietas Tanaman 25
Tahunan |
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.Il,
HakEkonomi Pelaku i
Pertunjukan, Hak Ekonomi
ProduserFonogram.
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70

e Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan
sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi
akumulasi penyusutan.

Kewapiban (6) Kewajiban .
e Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan
aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

e Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam

www.jdih.kemenkeu.go.id |/



-118 -

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk
dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas
bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada
Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar,
Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar
UtangJangkaPanjang, dan Utang Jangka Pendek
Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar
atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.

e Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu
sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat
pertama kali transaksi berlangsung.

Erautas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset

dengan kewajiban dalam  satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas

www.jdih.kemenkeu.go.id
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B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Akuntansi
Istimewa Provinsi Papua telah mengadakan revisi Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini
disebabkan oleh adanya program penghematan belanja
pemerintah dan adanyaperubahan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.
Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan

jenis belanja adalah sebagai berikut:

Pendapaan
Pendapatan Jasa
Pendapaan Lairrlan

Belanja

Belanja Pegawa
| Bdarja Barang
; Belanja hbdal

Belarja Bantuan Scsid EEUS 200 000 D00) TT00]

Realisas: B.1 PENDAPATAN

Pendapatan Realisasi Pendapatan untukperiode yang berakhir pada 31

Rp720.000.000 Desember 2016 adalah sebesar Rp720.000.000 atau
mencapai 96 persen dari estimasi pendapatan yang
ditetapkan sebesar Rp750.000.000. Pendapatan di lingkup
Kantor Wilayah AkuntansiIstimewa Provinsi Papua berasal
dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain.
Pendapatan Jasaberasal dari pelaksanaan tugas dan fungsi
dalam memberikan pelayanan pelatihan akuntansi kepada
masyarakat.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat

sebagai berikut:
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Rincian Estimas: dan Realisasi Pendapatan TA 2016

Perdapmn.hsa

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2016 mengalarm kenaikan
sebesar 10.77% dibandingkan realisasi TA 2015. Hal ini
disebabkan oleh meningkatnya pelayanan jasa akuntansi
sehubungan dengan kewajiban penerapan akuntansi
berbasis akrual di tahun 2016. Selain itu terdapat kenaikan
Pendapatan Lain-lain dari Rp63.000.000 menjadi
Rp100.000.000 atau sebesar 58.73% dibandingkan dengan
tahun anggaran yang lalu. Hal ini berasal dari pendapatan
Jasalembaga keuangan dan pengembalian belanja pegawai

serta belanja lainnya.

Perbandingan Realisas: Pendapatan TA 2016 dan 2015

e Y

Pendapatan Jasa
Penda : mn in n-

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2016 adalah sebesar
Rp30.590.000.000 atau 98.36% dari anggaran belanja
sebesar Rp31.100.000.000. Rincian anggaran danrealisasi
belanja TA 2016 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisas: Belanja TA 2016

Belarja Pegavai
Belarja Barang
Belarja Modal
Belarja Bantuan Sosid
Tota Belanja Kotcr

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat

£
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dalam grafik berikut ini:

14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
0

B Anggaran

m Reals=si

Belanja
Pegawai

Belanja Belanja Belanja
Barang Bantuan Modal
Sosial

Realisasi Belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar

21.78% dibandingkan realisasi belanja pada TA 201S5.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengadaan belanja modal diikuti dengan peningkatan

belanja barang untuk mendukung rencana strategis
yang dimulai pada TA 2016,

2, Kegiatan pemberdayaan sosial yang dibiayai dari belanja

bantuan sosial untuk penduduk daerah terpencil dan

perbatasan negara yang mempunyai kerawanan sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015

e T3
- |.(TURUN)
TR

1 SRR 7T
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Belanja Pegawai B.3 Belanja Pegawai
Rp6.900.000.000 Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp6.900.000.000 dan
Rp6.400.000.000. Belanja Pegawai adalah belanja atas
kompensasi, baik dalam bentukuang maupun barang yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil
[PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang
belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang
telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan
dengan pembentukan modal.
Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi
belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 7.81 persen
dari realisasi belanja TA 2015. Hal ini disebabkan antara
lain oleh:
1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka
mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa
tahun mendatang.

2. Penambahan remunerasi PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015

i G REALISASITA | REALBAZITA | NAK . -

PR i o R [ TG 2018t . HTURUN)%
8¢ B3yja Gajl das Tesjargas PNS i flosd 800000000 o273
8¢ Bafa Gajl dar THaja1gas Noy B NS TDDDmDoDi | 4243
8¢ ia Horo@rivm ; 300 SeiSS0.0Mi000: | 1 51
Be ia Lembar ; s 280.000. o 19560
B¢ 1)a Vakasl (] SOre130,000.000:]: 26 69
Jumlah Belanp Kotor NE0000L000 | NS4 50:000:000: ] v 5,0
Pergembalan B¢ i3 Pegawal o 80, i 7

] i L

Lz
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Belanja Barang  B.4 Belanja Barang
Rp12.700.000000 RealisasiBelanjaBarangTA 2016 dan 2015 adalah masing-
masing sebesar Rp12.700.000.000 dan Rp10.990.000.000.
Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan
283% dari Realisasi Belanja Barang TA 2015. Hal ini
antara lain disebabkan oleh biaya perjalanan dinas peserta
diklat serta pengadaan perlengkapan untuk kegiatan
peserta sepanjang tahun 2016.
Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015

B¢ buja Baraig Oe esivial .
Be Bujp Jema 54000 000 | # 00 i
Be Buig Pemelilaras 759000 U BRI 3H 0000001

Bebujs Peabna Oalam Negeri |
Be Bijg Baraig nihkdiseratkan ke pads Masy.
Jumlah Belanp Kotor

Belanja Modal B.5 Belanja Modal

Rpl10.790.000.000 RealisasiBelanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-
masing sebesar Rpl0.790.000.000 dan Rp6.220.000.000.
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami kenaikan
sebesar 73,47% dibandingkan TA 2015 disebabkan oleh
implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat
peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi,
berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin,

Jalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya.
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Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

Be Big Modal Taial
Be bijg Modal Peralatar dan Mesii

Be Bija Modal Gediigdai Baiqiiai
e Bija Modal Jab, Figzsidai Jariiga
Be Bija Modal Laittya f

Jumlah Belanjs Kotor 780000000
Pe 1gembakai : o e

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah
masing-masing sebesar RpS5.900.000.000 dan
Rp3.000.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2016

mengalami kenaikan sebesar 96.67 persen dibandingkan
TA 2015. Hal ini disebabkan penambahan tanah yang akan
digunakan sebagai sarana pelatihan Sumber Daya Manusia

di bidang akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

.\¢ Ere g “."-::" & M o 1 ':. H.&I:
. .l!-'..’.fﬁ"ﬁﬂ..!-‘,"’sml'ﬁ;;g-..j'g

Belanja Modal Tanah 00 | 2200000000 10909
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim | o P o 109,09]
Tanah A0
Belanja Modal Pembuatan Sertificat
Tanah
Belanja Modal Penguru¢an dan 0,00
Pematangan Tanah
Belanja Modal Per jalanan Pengadaan il 12.50
Tanah * . 160.000.000:

Jumizh Belanja Kotor 3000.030.000 96,67

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016

adalah sebesar Rp2.200.000.000, mengalami kenaikan
sebesar 46.67 persen bila dibandingkan dengan TA 2015
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yaitu sebesar Rpl.500.000.000. Hal ini disebabkan oleh

penambahan gedung baru yang diikuti dengan

penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung.
Adapun penambahan tersebut dalam rangke{ persiapan

penerapan akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2015,

Perbandingan Realisas: Belanja Modal TA 2016 dan 2015

Belaya Modd Per. sn
1ania odd rdaland

Belajaliodd lhahdan B klaPerdabndanllssin
Fy a3 Pem Perda Nesin

Jumbh Belang Ko br

B.5.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah
masing-masing Rp1.750.000.000 dan
Rp1.050.000.000. Realisasi belanja gedung dan bangunan
TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 66 67 persen yang

sebesar

berasal dari penambahan ruang kelas baru dan gedung

baru yang dikhususkan untuk pelatihan. Gedung ini

berlokasi di Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura, Merauke,

dan Manokwari.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA

2016 dan 2015
e S muml T reausasiva | tan
vt MARIBRE LA Coe i s by s mrins

m

i

L3681

[ 20 D0 0oy
T ITE

B.5.4 Belanja Modal JaZan, Ingasz, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA
2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar
RpS80.000.000 dan Rp400.000.000. Realisasi TA 2016

mengalami kenaikan sebesar 45 persen dibandingkan
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realisasi tahun anggaran lalu. Hal ini disebabkan
penambahan jaringan teknologi informasi di semua satuan
kerja lingkup Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Jayapura

dalam rangka mendukung rencana strategis.
Perbandingan Realisas: Belanya Modal TA 2016 dan 2015

[ REALISASITA. [ Naik
L5 |Turn) %l
/360 000 000 44,44

REALISASI T
2.

| URAAN JENISBELANJA
Belanja Modal Jaringan 520,000,000

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja AT R G e S
dan Honor Pengelola Teknis Jaringan | . GOCIIHII] o -“°r°‘_?°'°°° .00

Jumiah Belanja Kotor 580.000.000 400.000.000 4500

Pengembalian Belanja Modal
Ty YT

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan TA 2015
adalah masing-masing sebesar Rp360.000.000 dan
Rp270.000.000. Realisasi TA 2016 mengalami kenaikan
sebesar 33,33 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini

disebabkan pengadaan soffware pendapatan untuk
implementasi akuntansiberbasis akrual di seluruh satuan
kerja lingkup Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa
Jayapura.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi BelanjaBantuan Sosial TA 2016 dan 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp200.000.000 dan
Rp140.000.000. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016
mengalami kenaikan sebesar 42.86% dibandingkan TA
2015. Belanja bantuan sosial merupakan belanja
pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada
masyarakat untuk menghindaritenjadinyarisiko sosial dan
bersifat selektif,

Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok
masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu
rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena

banyaknya daerah miskin.
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Perbandingan Realisasi Belanya Bantuan Sosial

TA 2016 dan 2015

Peserma Barhar melhi Kasbr Ak natassi
btmewa Jayapira

Peserma Bashai melahi Karbr Skuitassi
stimewa B ik

Peserma Bartas melahi Kasbor Aknatassi
btmewa Meraske

Jumlah Belang Kotor

Peigembalia
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C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Bendahara Saldo Kas di Bendahara  Pengeluaran per
Pengeluaran 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing

Rp20.000.000 sebesar Rp20.000.000 dan RpO yang merupakan kas yang
dikuasai, dikella dan di bawah tanggungjawab Bendahara
Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/ TUP yang belum
dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas
Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara
Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

. Keterangan | TH20% | . TH215
Uangtunai 6.000.000
Rekening Bark 14.000.000

e . = — - - g oy T A o TS
R i L s e R R e T e O A AR | R T e

Kas di C.2 Kas di Bendahara Penerimaan
Bendahara Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31
Penenmaan Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing

Rp6. 000.000 Rp6.000.000 dan Rp2.000.000. Kas di Bendahara
Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening
di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara
Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan
tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan
Pajak.
Rincian Kas di Bendahara Penenmaan TA 2016 dan 2015

Uang Tunai 1.500.000 864.000

et ey

RekeninBark = 4.500.000

Kas Lainnya C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pertanggal 31 Desember

Rp&80.000.000 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp80.000.000. dan
Rp18.000.000.
Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada
bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP,

kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi

www.jdih.kemenkeu.go.id L4



- 129 -

Jjangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam
Jangkawaktu 3 bulan atau kurang sejaktanggal pelaporan.
Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kasadalah sebagai

berikut:
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2016 dan 2015

' i : 14000000 4000.000
25000000 5800.000

41000000 8500.000

00000l 8000

Puwtang FNBP C.4 Piutang PNBP
Rp120.000.000 Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2016 dan

2015 masing-masing adalah sebesar Rpl20.000.000. dan
Rp110.000.000. Piutang PNBP merupakan hak atau
pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap
pelayanan yangtelah diberikan namun belum diselesaikan
pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan

sebagai berikut:
Rincian Piutang PNBP TA 2016 dan 2015

T
100.000.000

Piutang PNBP
iutang Lainnya

il et s o Wit A it) (b it il ot e ut's' e

Bagian Lancar ~ C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/

TP/TGR Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Rp72.000.000 Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/'l‘untutén Ganti Rugi (TP/TGR) per
tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing
adalah sebesar Rp72.000.000 dan Rp48.000.000. Bagian
Lancar Tagihan TP/ TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang
belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh
tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar
Tagihan TP/ TGR adalah sebagai berikut:

www.jdih.kemenkeu.go.id 1



Bagian Lancar
TPA
Rp24.000.000
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Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan 2015

TR
%y

No| | Tahun2016 | Tahun 2015
1 Satkerkanwll Papua 11.000.000 -
2 [KantorAkuntansi Istimews Jayapurs 36.000.000 24.000.000
3 [KantorAkuntansi Istimews Biak 8.000.000 13.500.000
4 [KantorAkuntansi Istimews Merauke 12.500.000 8.000.000
5 _|KantorAkuntansi Istimews Sorong 4.500.000

KamorAkutnsl Isﬂme Manolcwel 0 2 50.00

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA])
per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing
adalah sebesar Rp24.000.000 dan Rpl19.200.000. Bagian
Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh

tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak

tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagzcm Lancar TPA TA 2016 dan 2015

el bl dls i T"' 2“15

1 |Kantor Akuntansi Blimewa Javapura 12. [Ill] 000 9500.(1]0
2 |Kantor Akuntansi Ktimewa Biak 5.700.000

3 |Kantor Akuntansi ktimewa Merauke 3.800.000 3200.000
4 [Kantor Akuntansi timewa Sorong 2.500.000 4500.000
i Kantor Akuntans: lstuewa Manolm-an 1300.000

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Lancar per
31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rpl11.055.000 dan Rp6.353.000. Penyisihan piutang tak
tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas
ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh
kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan
Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar pada tanggal

pelaporan adalah sebagai berikut:
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Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar

TA 2016
oo Busites g L NI PILtEng L T s ] NN
S euteng | Uk Pendek | Penyidhan | Penyidhan
Piutang Bukan Pyjak
Lancar 20M000 | ... ... o 230000
Kurng Lanaar 70.000.000 1006 ? RO0LOO
Ciraguian P Y=y =
“cd = ‘ﬁ -------- . --.-“
Jumiah 120.000.000 "7230.000
|__Bagian Lanow TP/ OR
Lancar 45.000.000 Qo 225,000
- Kumang Lancar 2Z7.000.000 106 2.200.000
T T Y I — g ... -
Macet . 100% =
Jumiah 72.000.000 S 90 000
Baglan Lancar TP A
Lancar 1§.um.nnn qQaoH 80000
| KURBNQ LBNEBE ... coeecomsvnseo 3.0M.000] 1o 200,000
Olraguhkan Aok -
Macet 1009 -
Jumish 24.000.000 B0 000
Belanya Dibayar C.8 Beban Dibayar di Muka
di Mutca Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember

Rp454.540.000 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar
' Rp454.540.000 dan Rp400.000.000. Beban dibayar di muka

merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak
ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari
barang/jasatelah dibayarkan secarapenuh namun barang
atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban
Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar ch Mukta TA 2016 dan 2015

160.000000

14).000 000
100.000.000 |

Pembayaan internet
Pembayaan Sewa Peralatan dan Mesin
Pembayaan Sewa Gedung Kantor _

{1 I-[T _:;‘;'f

ki i i ol el L A i = v i, By

Pendapatan C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

yang Masih Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31
Harus Ditenma  Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar
Rp135.000.000 Rpl135.000.000. danRpl153.850.000, merupakan hak

pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun
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Tagihan
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belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang
Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan
sebagai berikut:
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Ditenma TA 2016 dan 2015

Peydapatas Jasa Pebtiian 114.740.000 82.810.00
- Perdidkan 71.040.000

PR TR e TR e O
RS Jh A e Ji it A&t&iﬂmmz

C.10 Persediaan
Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-

masing adalah  ‘sebesar Rp1.753.000.000 dan
Rp1.200.000.000.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual,
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan
2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015

e e Pl R THEU‘IS Sl TH"J."D15"‘3T"-:_}.'
Barang Konsumsi 385.700000 550.000.000
Barang untuk Pemeliharaan 301.600.000 275.000.000
SukuCadang 424.000000 180.000.000
Barang Persediaan untuk Diserahkan
|kepada Masyarakat 185.400000 25.000.000
Persediaan Lannya 456.300000 170.000.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada
dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai
Rp1.100.000 berada dalam dalam kondisi rusak dan tidak
disajikan dalam Persediaan.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP /TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR] per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-
masing sebesar Rpl64.000.000. dan Rp90.000.000.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada
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bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang
melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.
Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada
pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu
kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya.
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR ) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR) TA 2016 dan 2015

Satker Kanwil Papua

1 800

2 |Kantar Akuntansilstimewa Jayapura 54.000.000 45.000.000
3 |Kantar Akuntansi Istimewa Biak 36.870.000 12.000.000
4 |Kantar Akuntansi Istimewa Merauke 48.660.000 6.470.000
5 |Kantar Akuntansilstimewa Sarang 1.970.000

b

Kantar Akuntansi Istimewa Manakwan

Tagihan C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran
Penjuatan Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31
Angsuran Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar

Rp92.000.000 Rp92.000.000 dan Rp5S0.400.000. Rincian TPA untuk

tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

1 |RantorAkuntans|istimewalavapura 18.000.000 2%200.000
2 [RantorAkuntansiistimewa Blak 21.200.000 -

3 |KantorAkuntanslistimewa Merauke 34.450.000 96500.00
4 |KantorAkuntans!istimewa Sorong 12.350.000 10 200.a00
5 |KantorAkuntans llstimewa Manokwarl 6.000.000 42300.0@

0 o,

Penyisihan C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Jangka
Piutang Take Panjang
Tertagih — Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka

Piutang Jangta

Panjang
Rp7.550.000

Panjang per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-
masing sebesar Rp7.550.000 dan Rp7.020.000.
Penyisihan Piutang tak tertagih—-Piutang Jangka Panjang

merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan
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Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR])
dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan
oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan
Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah
sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang takc Tertagih — Piutang Jangka

Parnyang TA 2016

... Ruaites . [ NmiAdWea [ Y. ] . N
CooiPdengs 0k Peangeng | PenvisinEn | | Penvisihen
Taglh=n T PST GR
Lancar 120 000.000 Qs o=t =]
Rorang Cacar 24 00,00 4400000
Gragukan 3% =
Ve - oo g
Jomlah_ TEAD00.000 S. 000 000 |
Taghan PA
Bncar B T ooo.on a 5% 350,000
| Rurang Lanoar prgu]s]sfsa]s] O 2. 200000
Oragukan - SO -
‘Wecd - VO, =
Jumialn T2 D00.000 2 280 000
C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Akuntansi
Istimewa Provinsi Papua per 31 Desember 2016 dan 2015
adalah masing-masing sebesar Rpl12.100.000.000 dan
Rp6.000.000.000.
Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:
e ) Ll el b S S
Mutasi tambah:

Pembelian Rp 6.350.000.000
Hibah Rp 200 .000.000 °
Reklasifkasi Rp
. Mutasi kurang: Rp -
'Resluasi aset “Rp (450 .000 .000)

Penghapusan

Desember 20 16

Revaluasi atas tanah dilaksanakan sebagai tindak lanjut
atas rekomendasi BPK berdasarkan hasil pemeriksaah
tahun 2015. Tanah seluas 2000 m2 yang terletak di
Jl.Matoa No. 17, Jayapurapada Kantor Akuntansi [stimewa
Jayapura,pada tanggal pelaporan dikuasaif digunakan oleh
pihak ketiga.
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Peralatan dan C.15 Peralatan dan Mesin

Mesin Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per

Rp4.150.000.000 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp4.150.000.000 dan Rp2.100.000.000. Mutasi nilai

peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut:
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015.  Rp . 2.100.000.000
Mutasi tambah:
P embelian Rp 1.7580.000.000
Hibah Rp 372.215.000
Transfer Mas uk Rp 175.000.000
Reéklasifk asi Mas uk Rp $0.000.000
Koreksitambah Rp 44.000.000
Mutasi kurang:
‘P enghentian a5 et dari penggunaan Rp (32.500.000)
Penghapus an

Saldo per. 31 Desember 2016

Akumulasi Penyusutans.d. 31 Desember 2016

Nilal Buku per 31 De se mber 2016

Mutasi tambah:

a. Pembelian komputer unit senilai Rp200.000.000.

b. Pengadaan alat angkutan darat bermotor senilai
Rp1.550.000.000.

c. Hibah sebesar Rp372.215.000 merupakan hibah alat
kantor dan rumah tangga yang pencatatannya
berdasarkan nilai padaberita acaraserahtennma(BAST).

d. Transfer masuk berupa komputer unit dan peralatan
komputer dari Kantor Pusat BAPK sebesar
Rp175.000.000.

e. Reklasifikasi masuk berasal dari pengaktifan kembali
alat angkutan darat bermotor yang telah dihentikan
penggunaannya sebesar RpS0.000.000.

f Koreksi tambah berasal dari koreksi atas saldo awal
dengan total Rp44.000.000.

Mutasi kurang:

a. Penghentian alat studio, komunikasi, dan pemancar dari

penggunaannya sebesar Rp32.500.000 dan diklasifikasi

dari aset tetap ke aset lain-lain.

b. Penghapusan sebesar Rp308.715.000 bherupa alat
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angkutan darat bermotor.
Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada
Lampiran Laporan Keuangan ini.
Gedung dan C.16 Gedung dan Bangunan
Bangunan Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2016 dan
Rp16.500.000.000 2015 adalah Rpl6.500.000.000 dan Rpl4.000.000.000.
Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

S:ldo per 31 tlmniur 2015 2 A 11&0(!)01!!0 :
. Muta9| tambah
Pembanguran Gedung 2.552.785.000

Mutasi Kurang:
Korek si pencatatan

Mutasi tambah:
a. Pembangunan gedung baru serta penambahan ruang
kelas senilai Rp2.562.785.000.
b. Koreksi kurang sebesar Rp62.785.000 yang merupakan
koreksi pencatatan dari tahun anggaran yang lalu.
Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada
Lampiran Laporan Keuangan ini.
Jalan, Ingasi C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan
dan Janingan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016
Rp680.000.000  dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp680.000.000
dan Rpl100.000.000. Saldo tersebut terdiri dari instalasi
Jjaringan teknologi informasi.
Mutasi transaksiterhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per
tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015
M utasi tamb ‘ah

Pengembangan Janngan Teknologi Informasi 580.000.000
Mutasi kurang: !

'Koréksi Pencatatan i _ ' =

L4 100,000,000

'_‘-'._'E"L” dukuper 31 Desemb wf"-.i
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Transaksi penambahan berupa penambahan jaringan
teknologi informasi di seluruh wilayah Papua dalam
rangka mempercepat pelaporan keuangan secara
elektronik.
Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan
pada Lampiran Laporan Keuangan ini.
Aset Tetap C.18 Aset Tetap Lainnya
Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat
Rp210.000.000 dikelompokkan dalam tanah peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap
Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah
Rp210.000.000 dan Rpl180.000.000. Aset tetap tersebut
berupa barang bercorak kesenian. Mutasi transaksi
terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah

sebagai berikut:

‘Saldo per S1Desember201S . 180.000.000
Mutasl tambah:
Pembellan 30.000.000

Mutasl Kuranq:

31 Desember 2016

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran

Laporan Keuangan ini.

Konstrutkes: C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
dalam Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2016
Pengenaan dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp750.000.000.

Rp750.000.000 dan RpO yang merupakan pembangunan gedung dan
bangunan pada Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura dan
Biak yang proses pengerjaannya belum selesai sampai
dengan tanggal neraca. Rincian KDP pada tanggal pelaporan
adalah sebagai berikut:

Rincian Konstrukesi Dalam Pengenaan

No|  NoKortrak  |NlaiKertrak | % | kDR | ke
1 |02/kPAKAY 215 500.000.000 75 375000.000| KAl PA PLA
2 IWKPA.MUD KAl EIA!: __

5004004000 73 375000.000

e | e | Jrealasaleapyl

250,000 000"

AR T ] e e

www.jdih.kemenkeu.go.id (/



- 138 -

Alurmulasi C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember
Aset Tetap 2016 dan 2015 adalah masing-masing RpS.607.250.000

Rp5.607.250.000 dan Rp4.501.000.000. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang disusutkan selama masa manfaat aset yang
bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016, sedangkan
Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada
Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Alaumulast Penyusutarz Aset Tetap

rmrmuwo Ilp 2532.100000
+021.100000 | g 12. 48900000

182250.000 | Rp 97 .750.000
_ 84,0000

e

1 ‘Ferdamﬂml!t:m

2 [Gedug dan Baguren
3 {aan, ligasi dan aimgan
+ elTqulﬁwa _ _

R

Aset Taikc C.21 Aset Tak Berwu_jud

Benwyud Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember

Rp400.000.000 2016 dan 2015 adalah Rp400.000.000 dan Rp40.000.000.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat
diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak
mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31
Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tatc benvwjud

Software Komputer 240 D00 DOO
ATB Lamn'g.a IBD Dﬂﬂ DIJD
Mutasi:
Saldo per 31 Desember2015 = | Rp 40.000.000
Mutas tambah:
pembellan ) _ o __Rp  360.000.000
Saldo per 31 Desnmber 2067 et e R Y U400(0001000
Amorisasi p

NifaiiBuki'per 31 Desember 2016 =i

£
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Mutasi tambah:
e Pembelianberupa aplikasipenatausahaan PNBP senilai
Rp200.000.000
e Penambahan fitur pada MOYB Accounting Profesional
senilai Rp160.000.000.
Aset Lain-Lain  C.22 Aset Lain-Lain
Rp390.000.000 Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015
adalah Rp390.000.000 dan Rp220.000.000. Aset Lain-lain
merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam
kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam
operasional lingkup Kanwil Akuntansi Istimewa Provinsi
Papua serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun

mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Doﬂrnberm'ls _ Frea e L Rp v 220.000.000
Mutasi tambah:

- reklasifikasi dari as et tetap Rp 250.000.000
Mutasi kurang:

- penggunaankembali BMN yang dihentk an Rp (50.000.000)
- pengthys_an BMN . Rp (30.000.000)
Saldo per 31 Desember 2016 . . ' . 0. Rpi 390,000,000

Akumulasi Penyus utan
Niial'Buki per S1iDesember 2016 e o8

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain

dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reklasifikasi dari aset tetap berupa penghentian
penggunaan alat studio, komunikasi, dan pemancar
sebesar Rp250.000.000 dan diklasifikasi dari aset tetap
ke aset lain-lain.

b. Pengurangan melalui reklasifikasi dari Aset Lainnya
merupakan pengaktifan kembali alat angkutan yangtelah
dihentikan penggunaannya sebesar RpS0.000.000.

c. Pengurangan berupa penghapusan sebesar
Rp30.000.000. merupakan penghapusan kendaraan

bermotor melalui penjualan.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan,
akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada

Lampiran Laporan Keuangan ini.
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Araurmulast C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset

Penyusutan dan Lainnya

Amortisasi Aset Saldo Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya

Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing

Rpl166.000.000 sebesar Rpl66.000.000 dan Rp67.000.000. Rincian
akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah
sebagai berikut:

Rincian Alaumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aunmp e mu_wma iuymun' . Nilsi Buku
Asdt Tak Berw.uud 400,000 000 31.003.003 319000000
Sotvar 240.00 0D
ATB Lahrya 160.000 0

Aset Lain-lain
ey ot g P

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan
dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, Sedangkan
atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak
dilakukan amortisasi.

Uang Mutca dani C.24 Uang Muka dari KPPN

KPFN Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2016 dan

Rp20.000.000. 2015 masing-masing sebesar Rp20.000.000 dan RpO. Uang
Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau
Tambahan UangPersediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai
uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai
oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.
Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing
Kantor Akuntansi Istimewa adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Uang Mua dan KPPN

No | . Uralan. . | Tabin 2015
1 |KantarAkunlansilstimewa Papua 10.000.000
2 |KanlarAkunlansilstimewa Biak 3.000.000
3__|Kantar Akuntansilslimewa Saran 7.000.000

m ,fv I 2o _-p.-q—p kL“" m—

Lt ot

Utang kepada C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Pihatc Ketiga Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan

Rp134.080.000 2015 masing-masing sebesar Rpl34.080.000 dan
Rp18.000.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan
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belanja yang masih harus dibayar dan merupakan
kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak
ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas
bulan]. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup
Kanwil Akuntansi Istimewa Provinsi Papua per tanggal
pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang hepada Fihatc Kehiga

No Uraian Jurmiah
P endapatan Jasa Giro yang belun dsetor Rp 72.280.000
Pctonqqn Pajek vang helun dsetor Rp  15.000.000

Pendapatan C.26 Pendapatan Diterima di Muka
Ditenma di Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016
Muba dan 2015 sebesar Rpl64.200.000 dan Rpl165.400.000.

Rp164.200.000 Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang
sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum
diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.
Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga
disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Mutca

Uraian Jumiah Penjelasan
Badan Swasta 65.500.000 |Jasa Pelatihan Akurtansi
Ins}an& Pemstintah 24 .800.000 |Penyusunan Neraca Awal
L ainnya

_ ?'3 800 000 Jasa P e[ahhanﬂkuntanm

Beban yang C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar
Masih harus Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2016
Dibayar dan 2015 sebesar Rpll8.880.000 dan Rpl188.450.000,

Rpl118 880000 merupakan kewajban pemerintah kepadapihak ketiga yang
pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima

tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.
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Perbandingan Rincian Beban yang Masith Harus Dibayar TA
2016 dan TA 2015

S| THZNE | THZOWS
21.745.000 70010000

£6.755.000 54000000
30,000

CTRETET
8880 000 | i

FEraatas C.28 Ekuitas
Rp31.871.525000 Ekuitasper 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-

masing sebesar Rp31.871.525.000 dan Rpl19.778.025.000.
Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan
lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan

Perubahan Ekuitas.
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D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada

31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp912.530.000

dan Rp445.000.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajatc TA 2016 dan 2015

CUNAIK

CalnRUBARN G T B SR i TR mORUN %
Fesdopais Jasa TS e DOO WS Zn.on0 oog e T 158 00
Pcidopats Lahi-Bh a1 6 S0 D00 | e ZeS .00 D00 - 2920

. 1nspe

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang
diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem
akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-lain-LO merupakan
pengembalian beban pegawai, beban jasa, dan perjalanan
dinas yang berasal dari transaksi tahun 2015.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2016 dan 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp6.940.000.000 dan
Rp5.665.000.000. Beban Pegawai adalah beban atas
kompensasi,baik dalam bentukuang maupun barang yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil
(PNS], dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang
belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang
telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan

dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan 2015

T WAE
ol curun W
T

o T i 3T 4 Pt B s e TEw
U uRmanJBMEEERAN o |0 TWazoue S

Bebas Oal

Beban Tesjargas-Tusjargan
febar Hororarhm dos Vakas |
feban Lembar

D.3 Beban Persediaan
Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015
adalah masing-masing sebesar Rp3.487.000.000 dan
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Rp3.152.000.000. Beban Persediaan merupakan beban
untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis
pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang
dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban
Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai
berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015

. URAJAN JENIS'BEBAN - ' | ~THZ01§ '  TH201§ (TURUN)
Beban PersedBar Konsamsl 13,64
Bebar Persedlar Untik Tijean TR e
|Staeqk /8¢ faga4aga . 543
|Beban Persedar Lahwa 13,49

21 1063

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan TA 2015 adalah
Rp1.924.000.000
Rp1.542.100.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari

beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang

masing-masing sebesar dan

dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul
karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak

menghasilkan aset tetap,dengan rincian sebagai berikut:
Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan 2015

; . MAK
S _:__‘_-._U_!AHHJ!NII_BEBAN (TURIN) W
feban Bzrang Operaziona

Seban Bxang Non Operasionss

Seban Langparen D ayadan Josa

Seban Ma33 Pos dan OFo

Sedan Masa Konsu bn

Seban Mnsa Protsl

Seban Josa Lanrga

Seban Asel Bcs rzk om isbel Peraiatn danMesin
fcban Asel Bxs ik om Bbel Oedurg 0an § angunen

D.5 Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan TA2016 dan TA 2015 adalah masing-
masing sebesar Rpl.755.000.000 dan Rpl.618.000.000.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan

untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang

sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban
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pemeliharaan untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah sebagai

berikut:
Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 2015

NuW

AU URARNJENIS BEBAN | G Thzoas b
Scban Pemeiinaraon Oedung 0an larc-.rnn e b0 DO0.0 |-
Scban Pemeliferzan Peralan dan Mesin T 858, msenmom | -
Seban Pem eliheran u!nwa o

Ln..,..‘u._a.-._... ki et ..-..'.'-..v...'.. T I Ry et J T il 2 47

Beban D.6 Beban Perjalanan Dinas
Penatanan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah
Dinas masing-masing sebesar Rp2.834.000.000 dan

Rp2.834.000.000 Rp2.781.000.000. Beban tersebut adalah merupakan beban
yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka
pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban
Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah

sebagai berikut:
Rincian Beban Penalanan Dinas TA 2016 dan 2015

< URAIANJENIS BEBAN, . (n.ll!m)n

Bebas Pelabay Blasa
8ebar Pe(amar Dhas (Btam Kt
Beb@ Pe(aBiar Dhvas Paket Mkethg Dalm Kol
Ittﬂl Ptlallai Dltz Fa':ttlh!ﬂl Llaf ____
i s Jf

A e mahbﬂ.«hq e

Beban Barang  D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

uniutc Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun
Diserahtoaan 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
kepada Rp1.350.000.000 dan Rpl1.025.000.000. Beban Barang
Masyaratoat untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban

Rpl1.350.000.000 pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada
masyarakat yangbertujuan untuk mencapaitujuan entitas.
Dalam hal ini, Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa
Jayapura untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai
diterapkan padatahun 2015. Rincian Beban Barang untuk
Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2016 dan
2015 adalah sebagai berikut:
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Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada
Masyaraicat TA 2016 dan 2015

Beban Ge dng da n Banguan utuk Ciserahian

kepada Masyerala/Pemds ;
Beban Perdaan dan v sin utuk Diserahian e | e d) .03 :
kepada Mas\grala@/Pemnds ko it e
Beban Barag Lainmp utuk Diserahian kepada [ s i e s m o
MzsyadavPerda Netmbrtrtmirat | SAD 5

Beban Bantuan D.8 Beban Bantuan Sosial

Sosial Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah

Rp200.000.000 masing-masing sebesar Rp200.000.000 dan Rp180.000.000.
Beban bantuan sosial merupakanbeban pemerintah dalam
bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang
bertujuan untukpeningkatan kesejahteraan masyarakat,
yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian

Beban Bantuan Sosial untukTahun 2016 dan 2015 adalah

sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015

P
4

|49 30 000000

Beban Bartuan Scsial Ltk Refabilitasi Sosid

Beban Batuan Sosial Lk Jarrinan Sosial B0 000000 | 1745
Beban Bartuan Sosial Utk Permberdayaan Sosial . 110.000000! &

Beban D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan dan Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2016

Amortisasi dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rpl1.175.000.000

Rpl1.175.000.000 dan Rp736.400.000. Beban Penyusutan adalah merupakan
beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu
aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
selama masa manfaataset yang bersangkutan.Sedangkan
Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi

penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

www.jdih.kemenkeu.go.id [ £



Beban
Penyisithan
Piutang Tatc
Tertagih
RpS.030.000

Surplus dan
Kegiatan Non
Operasional

Rp16.000.000

- 147 -

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun

2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amorhisas:

TA 2016 dan 2015
L 2o ]2 NAIK
ol .TH201S. | (TURUN)
Bebay Pewyisitas Pe @bty day Mesh R Eee sn.000000 " s& 10
Bebar Pewisia) Geduigdar Baguias R30S S0 00| B*ES199.400 000|768
Beba) Pery i1l Jak, Ingasl, Jamgas ~ ([REeY [ BT
Beban Penyisity AsetTetp Lahna iz ] i|eEssazonopmi] 31
Jumizh Penvutubn 10700010001 | PERYI1400.0005 | 751
Bebar Amortisas| Sotware 3y I s =
B¢bar Amomkasl AT Lahna e Immo e |
Bebay Peryusitar Asetlanh-ah R 0| | BT
Jumish amorti il R 1 IH T
~60

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban
untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam
suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak
Tertagih untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-
masing sebesar RpS5.030.000 dan Rp4.010.000. Rincian
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016
dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisthan Piutang Takc Tertagih TA 2016 dan

2015

Bebai Pe iyElkan Plviaig Tak Te maglh - Plviang Lavaar

=
| AT :
e e ]

D.11 Kegiatan Non Operasional
Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri
dari pendapatan dan beban yang sifatnya fidak rutin dan
bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016
dan 2015 adalah sebagai berikut:
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Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015

"URARN “ TH2015  |(TURUN)
Perjuatan Azt Anglatt 028500 000|118 ] 8833
Peritatan Aat Kartor S5 500 000 (5. |
Defisit Selisih Kurs UE S 4000000 SR TRN)
Perdapatan Pemesuaian Nia Persediaan® _ |WEEA6 DO0I000N E00 el
Beban P ian Nla Persediaan E5 (8 DO0L000Y
18824

*) Pendepoton/ Beban Peryesucicn Nici Persediogn timbul kerena
kebyakan pervlcecon persediacor menggurnokean metode Heorga Perolehoon
Terakhyr. Akwn du fidak aker mwwwl kefika penidamon persedioco
menggunokean metode First In Fust Out (FIFO)

Defisit Pos Luar D.12 Defisit Pos Luar Biasa
Biasa Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang
Rp155.000.000 sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan
berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa
untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
Rincian Pos Luar Biasa TA 2016 dan 2015

Pendapatan PNBP
Beban Perjalanan Dinas
BebanPersediaan

Terdapat dua Kantor Akuntansi Istimewa yaitu Papua dan
Merauke yang menyumbang nilai pada Pos Luar Biasa
karena terjadi bencana longsor bukit dan banjir.
Pendapatan PNBP di atas merupakan hasil penjualan
peralatan dan mesin yang rusakpascabencana, sedangkan
Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan
beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa

tanggap darurat bencana.
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E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN

EKUITAS

Eratas Awal E.1 Ekuitas Awal

Rp19.778.025000 Nilai ekuitas padatanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah
masing-masing sebesar Rpl19.778.025.000 dan
Rp11.139.285.000.

Defisit LO E.2 Surplus (Defisit) LO

Rp18.896.500.000 Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2016 dan 2015 adalah defisit sebesar
Rpl18.896.500.000 dan Rpl6.210.010.000. Defisit LO
merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit
kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan

kejadian luar biasa.

Dampatc E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan
Kunmulatif Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Perubahan Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan
Kebyaran AkuntansifKesalahan Mendasar untuk periode yang

Aluntansi/Kes berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar RpO.
alahan

Mendasar

RpQ

Penyesuaian E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nia: Aset Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir

Rp© pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar RpO dan
Rp250.000.000. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil
penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan
harga perolehan terakhir.

KoreksiNilan E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai

Rp577.885.000 persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam
penilaian persediaan yangternadi pada periode sebelumnya.
Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2016

dan 2015 adalah masing-masing sebesar RpS577.885.000
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dan Rp458.750.000. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk
tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koretesi Nilan Persediaan

 eisPesedmn | Korelsi

1. Barang Kornsumsi
2. SukuCadang
3. Barang Persediaan Unbd Pemeliharaan

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang

muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.
Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing
sebesar Rp450.000.000 dan Rpl124.000.000. Selisih
revaluasi aset tetap berasal dari penilaian ulang atas tanah
di Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura.
E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang
berakhir pada31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar
Rp35.000.000 dan Rp82.000.000. Koreksi ini berasal dari
transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang
bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koretcsi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016

~ Jenis .ﬁsteﬂ'eta:__f Wl Nlld Knreksi

Peralatan dan Mesin

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rpl117.115.000
dan Rp184.000.000. Koreksi ini merupakan koreksi selain

yangterkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas
pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah,

piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:
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Rincian Koreks: Lain-Leun

o Janis Bd:nn
Korekﬂ Be ban

Koreksi Pendap atan
Koreksi Pivtang
Koreksi Kewwajban
Koreksi Hi ba

Transaks: Antar E.4 Transaksi Antar Entitas

Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir

Rp29.880.000.000 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp29.880.000.000 dan Rp23.750.000.000. Transaksi antar
Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih
entitas yangberbedabaik intemnal KL, antar KL, antar BUN
maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas
terdiri dari:

Rincian Niulai Transatest Antar Entitas

' Transaksi Antar Entitas |
D iterima d ari Entitas Lain
Ditagitkanke Enfitas Lain
Trarsfer Masuk
Trarsfer Kelar
P engesa han Hibah Langsung

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke
Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain
merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan
belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada
periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar
Rp720.000.000 sedangkan DKEL sebesar
Rp30.590.000.000

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan
aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada
internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.
Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
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sebesar Rp250.000.000 terdiri dari:

Na| i Jenis | Enttas Asal ol Nai
Kantor Akuntarsi et
1] Peralatan dan Mesin Denpasar
3| Persediaan

g e 10 e e et b D el LD s IR 0

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31
Desember 2016 sebesar Rp70.000.000 yang merupakan
transfer Persediaan ke KPPN Jayapura dan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian
Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas
pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang
maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah
dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung
sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar
Rpl170.000.000 dari total Rp450.000.000 yang diterima
sepanjang tahun 2016.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan
transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung
entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai
dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah RpO.

Rincian Pengesahan Hibah untuk tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

No|l . PenerimaHibah . . Bertuk Hibsh | " Niia Hibah -
1 |Kantor Avuntans| Btimewa Papua Uang Rp 70.000.aD
Barang Rp <0.000.0o;n
2 |Kantor Akuntansi Btimewa Bk Vang Rp £0.000.aD
Tota Pengecahan Rp 170.000.000
Pengesahan Pengemballan Hibah Rp 5
Jumian Rp 170.000.000

Rincian Penerimaan Hibah Langsung per Satker Tahun
2016 disajikan pada lampiran.

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan
2015 adalah masing-masing sebesar Rp31.871.525.000 dan

Rp19.778.025.000.
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F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN L AINNYA.
F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
NERACA
Pada tanggal 15 Januari 2017 telah terjadi bencana alam
berupa banjir yang menyebabkan sebagian gedung kantor
terendam banjir. Kejadian tersebut mengakibatkan masalah
serius dalam pemberian pelayanan kepada staleholder.
Jaringan komputer, Instalasi listrik, dan berbagai peralatan
kantor mengalami kerusakan. Untuk menanggulangi hal
tersebut Kepala Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa
Provinsi Papua telah membentuk tim untuk untuk
mengidentifikasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir
tersebut dan menginstrusikan untuk tetap memberikan
pelayanan kepada staieholder.
F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Nomor: 009/BALAP.5/2016 Tentang
Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Nomor: 018/BALAP.5/2016 Tentang
Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang
diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang
Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanjaf Penanggung
Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi
Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan
Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada
Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua pada

tanggal 05 Juli 2016 telah dilakukan penggantian Pejabat

Pengelola Keuangan sebagai berikut:

~ Saker ~ labatar | Semala | Mesjadi

Kiza Peiggnaliggaas [DerrySF [Mitiara
Pejabat Pembiat Kom iimes Fia Syaln IFata)

Kasor kastansi b timewa Jayaps {Pejabat Pe 1arda Targar/Pen gijiSP M |Faar Rizki
Berdalao Yessy Bt
Kizsa Pergqinafiggas Sitwigva  Utmi

- . Pejabat PembiatKom dimes Daia Tema

Vb A isikinea ik Pejabat Pe 131da Taigar/PerqujiSP M [Ubma Kava PDkio

Berdalam Yai raga maa
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o o e o DNRY. 11 1 Al e Ao amoPny | il Biky.
Mo | sl Perolehan ——— o
UK e erstras | | Perst1220% | Per3i-1220%
A
1 12 100.9(0 WJ 2. 10.000.000
B
1 Al AmluEan 0ad Bemolor T (@ 0nan 2214900 Man 3143000 145.850.000
2 |ABI Kl S 12D 0D 0D 100000 211.10a0 321.000D &38.900.000
J |ABlumahTan@ S 1088 0D D 120000 12 0000 250000 302.000.000
4 |Al Kanutiad S RNODOD .00 $2900 B.1OOD 24.250.000
$ |Kanpuser Url| { 0 Onan PODOD [Feefus) 130000 &2.000.000
6 |Pedatan Kompuky i S& D00 D2r200 10.5000 Zp.7720D 357.23.000
7 |Pedatnoh 3 S200 00 ZZ.SfB.IIIJ 1.3000 poler i) 22.(02.000
C |Gedung dan Bangunan
1 |8aquren Gedun Tempd Kerd ) 7240n0m 1,604 (000 1322000 1701000 §.515.200.000
2|8 Ge Tempa T B 2200000 2081 2000 1557000 22 9000 £.5%62. 10.000
D [Jarngsn
1 [ Usik 4a 4o om| + SO0 [sE ] # ADOD $6.200.000
2 |larga Rlga 1] S%50000 1B.7000 SO 1644500 |. £1.550.000
E |Konwrukd dalsm Pcﬁnorpan
[ 1 |KOP B ¢ TO0D0n - - - 750.000.000
F |awtTetap Lainnya
1 |8aambecor keserian ‘ 100000 4 Ooam Onan FHO00D §4.000.000
BUkU g Kokis! kg §0.000.000
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Y Beban amortisasi

|/
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Lamgiran |l : Tabel Kongtnuksl Dalam Pengenjaan (XDP)

Kantor Wilaysh Akuntans| lstimews Provinsi Papua
Rinclan Konstrukal Dalam Pengerjaan (KDP)
Untuk Periode yang Berakhis pada 31 Desamber 2016

Persavase Nitai
Uralan Lokasl No Kontrak Nilal Kontrak | Pengadaan | Pengerjasn Kot
Gedung Tempat Keds KAI Papus No 28/MWALWIV2015 500.000.000 75% 375 000.000 |Rupiah Mumi
75% bk
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Lampiranlil: DattarHibah LangsungBerupaUang/Marang/Jasa

KANTORWILAYAH AKUNTANSI| STIMBYA PROVINS| PAP LR
CAFTAR HIBAHLANGSLNG BERUPA LRNG/BARANGHIAGA

PER31 DESEMBER 2016
1 | Karbr Sknisiktmewa Jagpira | Vay 0N [Rp 150000000 |Rp 70000000 |Rp 80000000 | P mses Peigesalan
Baraig BN |Rp 230000000 |Rp 50000000 | Rp 200000000 | Behm Diraskr
2 | Karbr Sknsi ki ews Bigk Usigq U [Rp 70000000 |Rp 50000000 |Rp 20000000 | P xses Percesalan
3 | Karbr Skniisiktnews Maickwari | Baraig 0N |Rp 200000000 Rp 200000000 | Bebm Dirgster
Jumiah Rp 670.000.000 [ Rp 170,000.000 | Rp 500.000.000
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C. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPPA-E1
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Deputi Administrasi
Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2016

Gedung Menara Indah,
J1. Lapangan Harimau No. 4
Jakarta, 11000

www.jdih.kemenkeu.go.id %



- 159 -

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai
Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya.

Deputi Administrasi BAPK adalah salah satu entitas akuntansi di
bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Deputi Administrasi BAPK mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang
sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan
disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan

informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna
kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah
satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan
transparansi pengelolaan keuangan negara pada Deputi Administrasi BAPK.
Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan
informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, Februari 2017
Kepala,

Acelin Kamila
NIP 1965 0901 199203 2 002
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DAFTAR ISI

Kata Pengantar X
Daftar Isi X
Pernyataan Tanggung Jawab X
Ringkasan X
[. Laporan Realisasi Anggaran 5:<
II. Neraca X
[II. Laporan Operasional X
IV. Laporan Perubahan Ekuitas X
V. Catatan atas Laporan Keuangan b4
M. Penjelasan Umum X

N. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran X

O. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca X

P. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional X

Q. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas X

R. Pengungkapan Penting Lainnya X

X

VI. Lampiran dan Daftar
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DEPUTI ADMINISTRASI BAPK
GEDUNG MENARA INDAH, JL.LAPANGAN HARIMAU NO. 4 JAKARTA
TELEPON 021 222065,623455, FAXIMILE 02125052277

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

'

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan
Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan
Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab
kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan
Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Februari 2017
Kepala,

Acelin Kamila
NIP 1965 0901 199203 2 002
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RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Deputi Administrasi BAPK Tahun 2016 ini telah
disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan
berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-

LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember

2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan
Negara Bukan Pajak sebesar Rpl1.440.000.000 atau mencapai 96 persen
dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.500.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp60.974.700.000
atau mencapai 98,03 persen dari alokasi anggaran sebesar

Rp62.200.000.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016
dicatat dan disajikan sebesar Rp62.791.715.000 yang terdiri dari: Aset
Lancar sebesar Rp3.948.415.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar
Rp583.900.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp57.021.400.000; dan Aset
Lainnya (neto) sebesar Rp1.238.000.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.371.460.000 dan
Rp61.420.255.000.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-
LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk
periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar

Rp1.026.000.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar
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Rp39.324.785.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional
senilai Rp38.298.785.000. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit
Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp32.000.000 dan
Rp300.000.000 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesarRp
38.566.785.000.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar
Rp38.355.640.000 ditambah Defisit-LO sebesar Rp38.566.785.000
kemudian ditambah /dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai
Rp2.052.000.000 dan transaksi antarentitas senilai RpS59.579.400.000
sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai

Rp61.420.255.000.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CalLK adalah
penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir
sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan
berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan

Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan

dengan menggunakan basis akrual
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DEPUTI ADMINISTRASI BAPK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

400,000,000
- 6220000 uﬂL

|

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Laporan Keuangan
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II. NERACA

DEPUTI ADMINISTRASI BAPK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

101817

700
7001000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan
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III. LAPORAN OPERASIONAL

DEPUTI ADMINISTRASI BAPK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

Dalam Rupiah)
R

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DEPUTI ADMINISTRASI BAPK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupia

— —

h

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan
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V. CATATANATAS LAPORAN KEUANG!

A. PENJELASAN UMUM
A.l1. Profil dan Kebijakan Teknis Deputi Administrasi

BAPK
Dasar Hulaum Deputi Administrasi BAPK didirikan sebagai salah satu

Entitas dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan
Rencana Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan
Strategis tata kerjaentitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.007/2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitasberkedudukan

di Jalan Lapangan Harimau No.4 Jakarta.

Deputi Administrasi BAPK mempunyai tugas dan fungsi

dalam memberikan kebijakan, regulasi teknis, dan

administrasi di bidang bimbingan dan dukungan
implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada

Kementerian Negaraf/Lembaga. Melalui peran tersebut

diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang

pada akhimyaLaporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat
disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Deputi Administrasi

BAPK berkomitmen  dengan  visi “mewnjudican

pelajsanaan penyelenggaran keuangan negara yang

efisien, aluntabel dan transparan melalui aluntansi
pemerintah menuju Laporan Kenangan

Kementerian/Negara yang  berkualitas.” Untuk

mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-

langkah strategis sebagai berikut:

e Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan
implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian
Negaraf/Lembaga.

e Membinasecaraefektif Kementerian Negara/Lembaga
dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan
oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

e Mengembangkan sistem yang profesional dan

terpercaya.
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e Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan

keputusan yang andal kepada para pemangku

kepentingan.
Pendetuatan A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan
Laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh
Keuangan Deputi Administrasi BAPK. Laporan Keuangan ini

dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu
serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan
dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian
Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Deputi Administrasi BAPK Tahun 2016
ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang
struktural di bawah Deputi Administrasi BAPK yang
meliputi wilayah serta satuan kerjayangbertanggung jawab
atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Deputi Administrasi
BAPK Pembinaan Akuntansi Instansi adalah 7 entitas.

Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Retaapitulas) Jurmlah Entitas UAPPA-E'1

Kode JumlahjJenis [Jumlahl

No |Es I Entitas Kewenangan Satker

KP | KD |[DK|TP

1 | 02 | Deputi
Administrasi 1 - - - 1

2 | 02 | Kanwil Akuntansi

Istimewa Jakarta 1 - - 1
3 | 02 | Kanwil Akuntansi

Istimewa 1 - - 1
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4 | 02 | Kanwil Akuntansi

Istimewa 1 - - 1
Kalimantan Timuy

S5 | 02 | Kanwil Akuntansi
Istimewa Bali 1 - - 1

6 02 | Ranwil Akuntanss
Istimewa Nusa 1 - - 1

Tenggara
Y| 02 | Kanwil Akuntansi

R

A.3. Basis Akuntansi

Deputi Administrasi BAPK menerapkan basis akrual dalam

penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan
Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis
akuntansiyang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnyapada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk
disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah
basis akuntansiyang yang mengakui pengaruhi transaksi
atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Deputi
Administrasi BAPK dalam penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai
perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran /penggunaan sumber daya
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ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang
diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban
dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang
bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata
uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang
asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam
mata uang rupiah.

Kebyatcan A.S. Kebijakan Akuntansi

Aluntanst Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016
telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam
laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang
ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
yang merupakan entitas pelaporan dari Deputi Administrasi
BAPK. Di samping itu, dalam penyusunannya telah
diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat
~di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang
digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Deputi
Administrasi BAPK adalah sebagai berikut:

Pendapatan- (1) Pendapatan-LRA

LRA e Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada

Kas Umum Negara (KUN].

e Akuntansipendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran].

e Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.
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Pendapatan- (2 Pendapatan-LO
LO e Pendapatan-LO diakuipada saat timbulnya hak atas

pendapatan dan fatau Pendapatan direalisasi, yaitu
adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, Secara
khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai
berikut:
o Pendapatan JasaPelatihan diakui setelah pelatihan
selesai dilaksanakan
o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara
proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
o Pendapatan Denda diakui pada saat
dikeluarkannya surat keputusan denda atau
dokumen lain yang dipersamakan
e Akuntansipendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
e Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Belanja (3) Belanja

e Belanja diakuipada saat terjadi pengeluaran kas dari
KUN.

e Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN].

e Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban (4) Beban
e Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban;

terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan

www.jdih.kemenkeu.go.id {~#



- 173 -

manfaat ekonomi atau potensi jasa.

e Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

Aset (5) Aset
Aset diklasiffikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan
Aset Lainnya.
Aset Lancar a. Aset Lancar
e Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai
nominal Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di
neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal neraca.
e Piutang diakui apabila meneﬁuhi kriteria sebagai

berikut:
o Piutang yang timbul dari Tuntutan

Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul
hak yang didukung dengan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak danjatau telah
dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.

o Piutangyangtimbul dari perikatan diakui apabila
terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih
dan didukung dengan naskah perjanjian yang
menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta
jumlahnya bisa diukur dengan andal.

° Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang
dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini
diwujudkan dengan membentukpenyisihan piutang
tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas
kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh
tempo dan upaya penagihan yang dilakukan
pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah

sebagai berikut:
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Kualitas

Piutang Uraian Penyisihan
Belum dilakukan pelunasan

Lancar 0.5%

s.d. tanggal jatuh tempo

Satu bulan terhitung sejak
Kurang | tanggal Surat Tagihan

: ; 10%
Lancar | Pertama tidak dilakukan
pelunasan
Satu bulan terhitung sejak
Diragu- | tanggal Surat Tagihan ;
gu ngg : : g 50%
kan Kedua tidak dilakukan
pelunasan

Satu bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga
tidak dilakukan pelunasan

Macet _ 100%
Piutang telah diserahkan

kepada Panitia Ufusa@
Piutang Negara/ DJKN

° Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai
Bagian Lancar TPA/TGR.

° Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil
inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
dengan:

* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh
dengan pembelian;
* harga standar apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri;

* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya
apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap b. Aset Tetap
° Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga

perolehan atau harga wajar.
° Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:
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a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan
mesin dan peralatan olah raga yang nilainya
sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga
ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang
nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah]);

c. Pengeluaran yangtidak tercakup dalam batasan
nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,
diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran
untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset
tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan
barang bercorak kesenian.

° Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintah yang disebabkan antara lain
karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi yang makin berkembang,
rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum
tata ruang (RUTR], atau masa kegunaannya telah
berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos
Aset Lainnya.

° Aset tetap yang secara permanen dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat
ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan  perundang-undangan di = bidang

pengelolaan BMN/BMD
Penyusutan c. Penyusutan Aset Tetap
Aset Tetap ° Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat dari suatu aset tetap.
o Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah;
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak

berat dan/atau usang yang telah diusulkan

i
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kepada Pengelola Barang untuk dilakukan
penghapusan.

e Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset
Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa
memperhitungkan adanya nilai residu.

e Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan
menggunakan metode garis lurus yaitu dengan
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset
Tetap secara merata setiap semester selama Masa
Manfaat.

e Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan
berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
59/ KMK.06/ 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam
RangkaPenyusutan Barang Milik Negara berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara
umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

‘Helompolisetliotani | (¥asa Mantaat,
Peralatan dan Mesin 2 s.d, 20 tahun
10 s.d. 50
Gedung dan Bangunan
tahun
Jalan,Jaringan dan Irigasi S s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (A at Musik
4 tahun
Modern)
Piutang d. Piutang Jangka Panjang
Jangha e Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang
Panjang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka

waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelahtanggal

pelaporan.

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR])
dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan
sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya e. Aset Lainnya

e Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset
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lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang.
Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak
berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh
tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama
dengan pihak ketiga (kemitraan], dan kas yang dibatasi
penggunaannya.

o Aset Tak Berwujud (ATB] merupakan aset yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta
dimiliki untukdigunakan dalam menghasilkan barang
atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual.

e Aset Tak Berwujud (ATB] disajikan sebesar nilai
tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah
dikurangi akumulasi amortisasi.

e Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas
dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa
nihil, Sedangkan atas ATB dengan masamanfaat tidak
terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan
dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 620/ KM.6/ 2015 tentang Masa Manfaat Dalam
Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset
Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai
berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tatc Benvwud

 Kelompolk Aset Tak Berwajud | o
CohdleRE R T e e i, win o (tahun)
Sofware Komputer | 4
Franchise S5
Lisensi, Hak Paten Sederhana,

Merk,.De_sain Industri, Rahasia 10
Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu.
HakEkonomi Lembaga Penyiaran, o

Paten Biasa, Perlindungan Varietas
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Tanaman Semusim.

Hak Cipta Karya Seni Terapan,
Perlindungan Varietas Tanaman 25
Tahunan

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.Il, Hak
Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak 50
Ekonomi Produser Fonogram.

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70

e Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang
dihentikan dari penggunaan operasional entitas,
disajikan sebesar harga perolehan dikurangi
akumulasi penyusutan.

Kewagiban (7) Kewajiban
e Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk
dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas
bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada
Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar,
Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar
UtangJangkaPanjang, dan Utang Jangka Pendek
Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar
atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.

e Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu
sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat

pertama kali transaksi berlangsung.
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Eraatas (8) Ekuitas
Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset
dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan

lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan
Perubahan Ekuitas.
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B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI

ANGGARAN
Selama periode berjalan, Deputi Administrasi telah

mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya
program penghematan belanja pemerintah dan adanya
perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi
serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut
berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah

sebagai berikut:

e inan e

Pendapatan
Pendapdan Jasa
Pendpdan Lanan

s e

Belana Pegavai
Belanja Barang
Belanja Bartuan Sosil
Belana Mt

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Deputi

Administrasi maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Kegiatan Implemetasi Auntansi
Berbasis Amal

Kegiatan Manajemen dan Kebijakan
di Bidang Pelaporan Keuangan
Kegiatan Pelathan di Bidang
Awuntansi pada KL

Realisasi B.1 PENDAPATAN
Pendapatan Realisasi Pendapatan untukperiode yang berakhir pada 31

Rp1.440.000.000  Desember 2016 adalah sebesar Rpl.440.000.000 atau
mencapail 96 persen dari estimasi pendapatan yang

ditetapkan sebesar Rpl.500.000.000. Pendapatan lingkup
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Deputi Administrasi BAPK terdiri dari Pendapatan Jasa dan
Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan

realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimas: dan Realisast Pendapatan

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2016 mengalami kenaikan
sebesar 1298% persen dibandingkan TA 2015. Hal ini
disebabkan oleh meningkatnya pelayanan jasa akuntansi
yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Deputi
Administrasi BAPK. Selain itu, Pendapatan Lain-lain
mengalami kenaikan sebesar 1,92% yang berasal antara
lain dari pendapatan pengembalian belanja pegawai dan
belanja lainnyayangberasal dari tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015

Pendapatan Jasa
Pendapn Lain-1ain

P

e

Realisasi Belanya B.2. BELANJA
Rp60.974.700.000 Realisasi Belanja pada TA 2016 adalah sebesar

Rp60.974.700.000 atau 98,03% dari anggaran belanja
sebesar Rp62.200.000.000. Rincian anggaran dan realisasi
belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:
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Rincian Estimas: dan Realisasi Belanja TA 2016

.  URAMN %
Belanja Pegaw ai 99,29
Belanja Barang 99,22
Belanja Modal 96,28
Belanja Bantuan Sos ial

Pengembalian Belanjs

S
|

|
1

......... i, ) it s

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat

dalam grafik berikut ini:

30.000.000.000 - - .- ,
25.000.000.000
20.000.000.000
ls_m.(m.m ., e b s e
10.000.000.000 - oo

5.000.000.000 -

Belinja Belinja Belnja Behlnja
Pegawai Barang Bantuan Modal
Sosdal

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk

Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Berdasaritan Program TA 2016

Kegiatan Implemetasi
Awntansi Berbasis Arual 9.9
Kegiatan Manajemen dan
Kebijalan di Bidang 92,60
Pelaporan Keuangan _

i |atihan di Bida
;eguann Pelathan di ng 104,67

2016 mengalami kenaikan sebesar 21 37% dibandingkan

realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini

disebabkan antara lain:
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1. Pengadaan belanja modal diikuti dengan peningkatan
belanja barang untuk mendukung rencana strategis
yang dimulai pada TA 2016,

2. Kegiatan pemberdayaan sosial yang dibiayai dari belanja

bantuan sosial untuk penduduk daerah terpencil dan

perbatasan negarayang mempunyai kerawanan sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015

Belanya Pegawai  B.3 Belanja Pegawai
Rp13.800.000.000 Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp13.800.000.000 dan
Rp12.800.000.000. Belanja Pegawai adalah belanja atas
kompensasi,baik dalambentukuang maupun barang yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang diberikan kepadapejabat negara, Pegawai Negeri Sipil
(PNS]), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang
belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang
telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan
dengan pembentukan modal.
Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar
7 81% dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:
1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka
mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa
tahun mendatang.

2. Penambahan remunerasi PNS.

[z
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Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015

Belan Gaj dan Turgangan PNS [ B0l

Belanja Gaj dan Turjangan Non PNS

Belanja Homoraium 92
Belanja Lembur 1696
Belanj Vakas 1538
Jumlah Belania Ketor :

Pe enﬁaian Bda a :_

B.4 Belanja Barang

Realisasi BelanjaBarang TA 2016 dan 2015 adalah masing-
masing sebesar Rp25.400.000.000 dan Rp24.700.000.000.
Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan

283% dari TA 2015, Hal ini antara lain disebabkan oleh

kenaikan belanja barang operasional peserta diklat serta
pengadaan perlengkapan untuk kegiatan diklat sepanjang
tahun 2016.

Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015

0
Be bija Baraig Noi Ope Bsional
Be bijaJasa O

Be bija Pemellacan

ebqal’gghlaloam Nege ii e ,

Be bija Baras utlk ceakanke

B.5 Belanja Modal

RealisasiBelanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-
masing sebesar Rp21.374.700.000 dan Rpl2.460.000.000.
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mmeberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami kenaikan
sebesar 71 55% dibandingkan TA 2015 disebabkan oleh

implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat
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peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi,
berupa tanah, gedung dan bangunan,peralatan dan mesin,
Jjalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisas: Belanja Modal TA 2016 dan 2015

| reausasia.| ReaLisasiTa | MUK
AER | e

Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatandanhiesin
Belanja Modal Gedung dan Banqunan
Belanjg Modal Jalan, ligasi dan Jaringan
Belania Modal Lamma
Jumlah Belanj Kator
Pe nhian

e ey e o

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan TA 2015
adalah masing-masing sebesar Rpl1.800.000.000 dan
Rp6.000.000.000. Realisasi TA 2016 mengalami kenaikan
sebesar 9667 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini
disebabkan antara lain oleh pengadaan tanah yang akan
digunakan sebagai saranapelatihan Sumber Daya Manusia
di bidang akuntansi.

Perbandingan Realisas: Belanja Modal Tanah TA 2016 dan

2015
S e B R i e A PR 1 Naik
URAIAN JENISBELANIA ~ | REAL |REAUSASITA201S |, - .

. e Rt TR e Sa By " [ T R R {Turnn]%
Belanja Modal Tanah 9200000000/ 4400.000.000| 109,09
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim SRS S L ) 111.76]
Tanah
Belanja Modal Pembuatan Sertificat
Belanja Modal Penguruan dan 8175
Pematangan Tanah ‘
Belanja Modal Perjslanan Pengadaan 62,50
Tanah

Jumizh Belanja Kotor 9% A7
nem halisn Belanja Modal
I TRTETET YA e
'L:-....._ . .._ “____

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2016 adalah
sebesar Rp4.400.000.000, mengalami kenaikan sebesar
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46 67 persen bila dibandingkan dengan TA 2015 sebesar
Rp3.000.000.000. Hal ini disebabkan oleh pengadaan
gedung baru yang diikuti dengan penambahan peralatan

dan mesin sebagai fasilitas gedung.

Perbandingan Realisas: Belanya Modal Peralatan dan Mesin
TA 2016 dan 2015

fetaiallodd Perdalndanllesn
Belaialodd BamnBauPerdalandanhiesn
Belzjalodd Upahdan Horor Pengeka Pe allegn |FH8

BelrjaModd Pemasaman Ferdabn danMesin T
Jumlah Belanj Ko br

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp3.500.000.000 dan
Rp2.100.000.000. Belanja Gedung dan Bangunan ini
berasal dari penambahan gedung tempat kerja yang
digunakan untuk kegiatan pelatihan akuntansi dan
pelaporan keuangan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA

2016 dan 2015

- |Waik (Turun)
At Pt Tets

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 000.| 1.550.000000 6129

Belanja Modal Upah Tenaga Kerjadan |~ @ imni mpie o .
Honor Pengeb b Telnis Gedung dan SOD.ODD.MB p ;.:'___-'.190.000.000 200,00
Bangunan AT o | e :

Belanja Modal Perencanaan dan
Pengawasan Gedung dan Bangunan

©260.000.000 | - 220000 000 1364

Belanja Modal Pengosongan dan Cr e e B Sl
Pembongl@aran Bangunan Lama, 1/300.000.000. (- < 130000 DOD 130,77
Gedung dan Bangunan s DI [

Belanja Modal Perjalanan Gedung dan

a 00.000,| | 100000000 | 5000
angunan 3 S | s

Jumlah Belanp Kator

2.100000000 66 £7
T e ] 0 00

Pengembalian Bebn@ Modal i

Bt
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B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA
2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp1.160.000.000 dan Rp800.000.000. Realisasi TA 2016
mengalami kenaikan sebesar 45 persen dibandingkan TA
2015. Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi
informasi dalam rangka mendukung rencana strategis.
Perbandingan Realisast Belanja Jalan, Ingasi dan Janngan

TA 2016 dan 2015

. URARNJENISBELANJA' | i Tazote | Tamms | Nk
Belanja Modad Jaringan “1p40 000000 | 1720000000 44,44
|Belanja Modd Upah Teraga Kerjadan |- & faainogact] i oo

Honor Pengelola Telnis Jaringan it tmmm |54 80000000 5000
Jumlah Belanja Kctor 1:160.000.000 800.000.000 4500

T e A
|
4

B.5.5 Belanja Modal Lainnya
Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan TA 2015
adalah masing-masing sebesar Rp514.700.000 dan
Rp560.000.000. Realisasi TA 2016 mengalami penurunan
sebesar 809 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini
disebabkan tidak adanya pengadaan software tambahan di
Kanwil Akuntansi Istimewa Jakarta.
Perbandingan Realisas: Belanya Modal Lainnya
TA 2016 dan 2015

e e B e

Belanja Scnere 304700000 | 514200000 -23.24|
Belanja Buku dan Koleksi Perpus takaan 120C03£DO 45.801033 EI.ODI
Jumizh Belanja Kotor 514.700.000 5$650000.000 | -8,09|
Pengemb alian Belanja Modal e TR ) BT .0 0pO

Belanja Bantuan B.6 Belanja Bantuan Sosial
Sosial RealisasiBelanjaBantuan Sosial TA 2016 dan 2015 adalah

Rp400.000.000  masing-masing sebesar Rp400.000.000 dan

Rp280.000.000. Realisasi TA 2016 mengalami kenaikan
sebesar 42 86% dibandingkan TA 2015. Belanja Bantuan

Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk
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uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk
menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.
Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok
masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu
rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang
disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

Perbandingan Realisas: Belanja Bantuan Sosial TA 2016 dan

2015
 URAAVUENISBELAWA [ Tazol | Tami | Nk
Belanja Bantuan Sosial Untuk A i s _
Rehabiftasi Scsial 198000000 160.000000 | 3200|

Belanja B antuan Sosial Untuk Jaminan
Sosial

Belanja Bantuan Sosial Untuk
Pemberdayaan Sesial __________

L- : J"hli'_r'l. !
L e e i
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C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember
Pengeluaran 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp40.000.000 Rp40.000.000 dan RpO yang merupakan kas yang

dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab
Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP
yangbelum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan
ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di

Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2016 dan
2015

. ketersgn | Tahn2ots | Tahnanis
Rekening Bank 15 000.000

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-

masing kanwil disajikan pada lampiran.

Kas di C.2 Kas di Bendahara Penerimaan
Bendahara Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31
Penenmaan Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing

Rp12.000.000 Rp12.000.000 dan Rp4.000.000. Kas di Bendahara
Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening
di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara
Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan

tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan

Pajak.
Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penenmaan TA
2016 dan 2015
. Keterangan . | Tahun2016. . |  Tahun2015
Uang Tunai 2.000.000 1.500 000
Rekening Bank 2.500 000

e b e
ST 4000000

Kas Lainnyadan C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember

Rp80.000.000 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp80.000.000.dan
Rp36.000.000. Kas Lainnyadan Setara Kas merupakan kas
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pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari
UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu
investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas
dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal
pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kasa
dalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2016 dan

2015
Kas Lainnya di Bendahara P engeluaran 14.000.000 6500000
Kas Lainnya di Bendahara Penerimasn 25,000.000 14 500000

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas pada kanwil
disajikan dalam lampiran.

Puutang FNBP C.4 Piutang PNBP

Rp240.000.000 Saldo PiutangBukan Pajak pertanggal 31 Desember 2016
dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp240.000.000
dan Rp220.000.000. Piutang bukan pajak merupakan hak
atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap
pelayanan yangtelah diberikan namun belum diselesaikan
pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan

sebagai berikut:
Perbandingan Rincian Piutang PNBP TA 2016 dan 2015

Piutang PNBP 200.000.000 190.000.000
Pidanglanmya _______|

Bagian Lancar C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tagihan TP/TGR  Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp144.000. 000 Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR] per
tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing
adalah sebesar Rp144.000.000. dan Rp96.000.000.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan
TP} TGR yangbelum diselesaikan padatanggal neraca yang
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akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.Rincian
Bagian Lancar Tagihan TP/ TGR adalah sebagai berikut:
Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan

2015
1 |BagianLancar TP 64.000.000 41.000.000
i $5.000.000

Rincian TP/ TGR untuk masing-masing kanwil disajikan

pada lampiran

BagianLancar C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan
TPA Angsuran
Rp48.000.000 Saldo Bagian Lancar Tagihan TuntutanPenjualan

Angsuran (TPA] per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
masing-masing adalah sebesar Rp43.000.000 dan
Rp38.400.000. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA
yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan
Jjatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian TPA untuk masing-masing kanwil disajikan pada

lampiran.
Penyisihan C.7 Peayisihan Piutang Tak Tertagih —~Piutang Lancar
Piutang Taike Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih —Piutang Lancar per
Tertagih —FPiutang 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing
Lancar sebesar Rpl13.845.000 dan Rp7.720.000.
Rp13.845.000 Penyisihan piutang tak tertagih — piutang lancar adalah

merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar
yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing
debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang

lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
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Rincian Penyisihan Piutang Talc tertagih — Piutang Lancar TA

2016
. Kuditas © | NimiPidtang |' = % . - Nilai
. Pitang . Jk Pandek | Penyisihan | - Penyisihan
Piutang Bukan Pagk
Larcar 160.000.000 0,50% 800000
Kuaig Lascar 80.000.000 s A000000
Dimgikar = S -
‘Macet - 107% -
Jumish 240.000.000 5.800.000
Bagian Lancar TP/T GR
Lavcar 109.000.00 0.50% 545000
Kirang Lascar 35.000.00 L% 3.500000
DIr3gLkaL S -
Macet 100% -
Jumlish 144.000.000 4.045 000
Bagian Lancar TPA
Lascar 40.000.00 0,50% 200000
Kiraig Lascar 8.000.0@ 1% 200000
DIRgIka) S0 -
Macet L00% -
Jumish 43.000.000 1000000

Belaya Dibayar di C.8 Beban Dibayar di Muka
Muha Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember

Rp604. 000.000 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar
Rp604.000.000 dan RpS557.000.000. Beban dibayar di muka

merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak
ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari
barang/jasatelah dibayarkan secara penuh namun barang
atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban

Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2016 dan

2015
JENIS TH2016 TH 2015
Pembayaran Intemet 154000000 | 1201000.000
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin 239100000 | 2£0000.000
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan 210.900.000 1_5?.000.000

RincianBeban Dibayar di Muka pada masing-masing kanwil

disajikan pada lampiran.
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Pendapatan yang C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Masih Harus
Diterima
Rp278 .300.000

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31
Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar
"Rp278.300.000 dan Rp334.500.000, merupakan hak
pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun
belum diterimatagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih
Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai
berikut:
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Ditenma TA 2016 dan 2015

CoJENIS ool TH2016 | TH01S
Pendapatan Jasa Pelatihan 155.000.000 120.000.000
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung danBangunan 89.100.000 100.000.000
Pendapatan 1asa Pelayanan dan endldlkan 34.200000 114 500 000

T [ AT YO0 O
i ) i

781300000 |71 3345

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada

masing-masing kanwil disajikan dalam lampiran.

C.10 Persediaan
Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-
masing adalah Rp2.515.960.000 dan
Rp1.800.000.000.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

Persediaan
Rp2.515.960.000

sebesar

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual,
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan
2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015

: -JENIS St STH2016 0 TH 2018
Barang Konsumsi 535.500.000 600. 600 000
Barang untuk Pemeliharaan SO6.100.000 435,500 000
Suku Cadang 620.460.000 332.500 000
Persediaan untuk Diserahkan

kepada Masyarakat 243.000.000 200.000. 000
Persediaan Lainnya £510.900.000 231.400.000 |

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada

dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai
Rp3.000.000 berada dalam dalam kondisi rusak dan tidak

www.jdih.kemenkeu.go.id [;‘5



Tagihan TP/ TGR
Rp372.000.000.

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp224.000.000

Penyisihan
Piutang Take
Tertagih —
Piutang Non
Lancar

Rp12 100 000
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disajikan dalam Persediaan.
Rincian Persediaan berdasarkan kanwil disajikan pada

lampiran.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
GantiRugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015
masing-masing sebesar Rp372.000.000 dan
Rp180.000.000.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada
bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang
melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.
Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada
pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu
kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian per kanwil disajikan dalam lampiran.

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31
Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp224.000.000 dan Rp100.800.000.

Rincian per kanwil disajikan dalam lampiran.

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Non
Lancar

Saldo Penyisithan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar
per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing
sebesar Rpl12.100000 dan Rp8.040.000. Penyisihan
Piutang tak Tertagih-Piutang Non Lancar merupakan
estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR] dan
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA] yang ditentukan oleh
kualitas masing-masing piutang,

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR)

adalah sebagai berikut:
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Tanah
Rp24.200.000.000
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Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih — Piutang Non
Lancar TA 2016

oo Wditas | NeE@EPJWang | % | 0 NilE
T TPTGR
L 31000000 0.5 1550000
[Kuarglacer omoom|  10¢ BZ00D
Dirgaan [ sox :
Mepet - X% -
Junfah 372,000,000 775000
TaghanPA
L 1900000 o6 FQOMD
Kuaglaca 3400000 106 3400
Dirgkan SO0% )
Miepet XD% —

C.14 Tanah
Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Deputi
Administrasi BAPK per 31 Desember 2016 dan 2015
adalah masing-masing sebesar Rp24.200.0000.000 dan
Rp12.000.000.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah
sebagai berikut:

Mutasnamban St R T R e A

Pembelian Rp 12.262.130.000
Hibah Rp 400.000.000
ReklIasificasi Rp
Mutasi k urang: Rp .
‘Revaluasi Aset _ Rp (462.130.000)

Penghapusan Rp

:umulasi Pemyusutans.d. 31 Desember 2016 p -

Mutasi tambah:

Pembelian tanah padatahun 2016 berlokasi di provinsi
yaitu Jawa Timur dan Bali.

Hibah berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Revaluasi atas tanah dilaksanakan sebagai tindak
BPK berdasarkan hasil

lanjut atas rekomendasi

pemeriksaan tahun 2015.
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Tanah seluas 2000 m2 yangterletakdi J1 Matoa No.17 pada
Kanwil Akuntansi Istimewa Jayapura, pada tanggal
pelaporan dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga.
Peralatan dan C.15 Peralatan dan Mesin
Mesin Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per
Rp8.524.000.000 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp8.524.000.000 dan Rp4.200.000.000. Mutasi nilai

peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Saldomlai Perolehan per 31 Desember2015  Rp  4.200.000.000

Mdasn tembah
Pembelian Rp 4.250.000.000
Hibsh Rp 424,000.000
Transer Masuk Rp 250.000.000
Reklasifkasi Masuk ' Rp 50.000.000
Koreksi Tambah Rp 77.835.000

Mutasi kurang
P enchertian aset dari penggunaan Rp (150.000.000)

P enchapusan Rp (677 835. 030)

Saldo per 31 Desernber 2046

Akumusasi Penwsutan sd. 31 Desember 2016 Rp (1 %7 (DO UJUJ
: L B.5 1',4 "'ﬁiu t"'

Mutasi tambah berupa:

a. Penambahan peralatan dan mesin dari pembelian

berupa:
Mo | PperabtendanMesin | Niai
1 Komputer Unit 400.000.000 |

3"03'3" R ..o,

b. Penambahan alat rumah tangga melalui hibah sebesar
Rp474.000.000.

c. Penambahan melaluitransfer masuk dari satker Deputi
Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebesar
Rp250.000.000.

d. Reklasifikasi masuk dari Aset Lainnya merupakan
pengaktifan kembali alat angkutan darat yang telah
dihentikan penggunaannya senilai RpS0.000.000.

e. Koreksi tambah berasal dari koreksi atas saldo awal
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dengan total Rp77 .885.000

Mutasi kurang, berupa:

a. Pengurangan melalui penghentian alat pemancar dari
penggunaannya sebesar Rp150.000.000dan diklasifikasi
dari aset tetap ke Aset Lain-Lain.; dan

b. Pengurangan melalui penghapusan sebesar
RpS77 .885.000. merupakan penghapusan alat angkutan
darat bermotor.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada

Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan C.16 Gedung dan Bangunan
Bangunan Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2016 dan
Rp31.980.000.000 2015 adalah Rp31.980.000.000 dan Rp28.000.000.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldoper 31Desenber2015 28.000.000.000
Mutasi tam bah: o ' ' '

P em bangunan Gedung 3.500.000.000

Koreksi pencatatan 600.000.000
Mutasi kurang:

Koreksi pencatatan (120.000.000)

Mutasi tambah berupa:

a. Penambahan dari pengadaan gedung dan bangunan
senilai Rp3.500.000.000 untuk pembangunan dan
renovasi unit kantor kerja; dan

b. Penambahan yang disebabkan karena koreksi nilai
sebesar Rp600.000.000.

Mutasi kurang, berupa koreksi pencatatan pada gedung
tempat tinggal sebesar Rpl20.000.000.

Dalam aset gedung dan bangunan tidak termasuk
musholla yang dibangun secara swadaya oleh pegawai
Kantor Akuntansi Istimewa Jakarta lingkup Kanwil

Akuntansi Istimewa Jakarta.
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Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada
Lampiran Laporan Keuangan ini.
Jalan, Ingast dan  C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jaringan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016
Rp1.360.000.000 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rpl.360.000.000
dan Rp200.000.0000. Saldo tersebut terdiri dari instalasi
Jjaringan teknologi informasi.
Mutasi transaksiterhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per3fDesember 2015 . 200.000.000
Mutasi tam bah

P engembangan Jaringan Infornasi Tek nologi 1.160.000.000
Mutasi kurang:

Koreksi pencatatan -

q, li‘i“w‘.‘,‘h"fj

Mutasi tambah berasal dari pengadaan jaringan teknologi
informasi pada lingkup Deputi Administrasi BAPK.
Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan

pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap C.18 Aset Tetap Lainnya
Laannya Rp Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yangtidak dapat
420.000.000 dikelompokkan dalam tanah peralatan dan mesin, gedung

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap
Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah
Rp420.000.000 dan Rp360.000.000.

Saldoper 31 Desember2015 - 30.000.000
Mutasi tam bah:

Penambahan Aset Tetap Lainnya 80.000.000
Mutasi kurang:

Koreksinilai | | (20000 o)
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Mutasi tambah:

e Aset Tetap Lainnyapadatahun 2016 keseluruhannya
berasal dari pengadaan sebesar Rp80.000.000
berupa koleksi buku perpustakaan.

Mutasi kurang:

e Mutasi kurang berasal dari koreksi nilai sebesar
Rp20.000.000.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran

Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalcon C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengenaan
Rp1.500.000.000

Aloermuliast

Penyusutan Aset
Tetap
Rp10.962.600.000

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31
Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp1.500.000.000 dan RpO yang merupakan pembangunan
gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum
selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan
disajikan dalam lampiran.

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember
2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp10.962.600.000
dan Rp9.136.000.000.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra
akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan
pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap
selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan
(KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016, sedangkan
rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada
Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Alaermulasi Penyusutan Aset Tetap

1 |Peralan dan Mesin T 8524000000|  1.967.000000 6.567.000 D00
2 [Gedungdan Banguran 31.930.000 000 8.639.600 000 23.340.400 000
3 |sblan. ligasi dan Jaringan 1,380,000 D00 184,000 D00 1.176.000 000
4 172.000
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Rincian akumulasipenyusutan aset tetap disajikan pada

lampiran.
Aset Tak C.21 Aset Tak Berwujud
Berwwud Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember

Rp720.000.000. 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp720.000.000 dan Rp80.000.000. Aset Tak Berwujud
merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki,
tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.
Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah

sebagai berikut:
Rincian Aset Tatc Benwwyud TA 2016

Noi 5o e M ralan i atd it i gl e N il
1_|Sottware Komputer Rp 5$53.000.000
2_JATB Lainnya Rp __167.000.000

w3

L e BB :
Jum|iah Nilal Perolehan per 31 Desember 2016 ¥ R 1720 000.000"

Mutasi Aset TakBerwujud adalah sebagaiberikut:

Saldo per31Desember 2015~ |Rp 80.000.000
Mutas tambah:

embelian Rp 514.700.000
Transfer Masuk_ ____Ire 125.300.000
Saldo per31Desember2016 . [Rp. 720.000.000

Mutasi tambah:
a. Pembelian aplikasi berupa manajemen piutang di lingkup
Deputi Administrasi BAPK senilai RpS14.700.000; dan
b. Penambahan melalui transfer masuk dari satker Deputi
Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebesar
Rp125.300.000.
Aset Lain-Lain C.22 Aset Lain-Lain
Rp780.000.000  Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015
adalah Rp780.000.000 dan Rp440.000.000. Aset Lain-lain
merupakan Barang Milik Negara (BMN] yang berada dalam
kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam
operasional Deputi Administrasi BAPK serta dalam proses
penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:
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Saldo per 31 nesamber 205 . 440.000.000°

Mutas tambah: :

- rekasifikasi dari aset tetap 500.000.000

Mutas kurang: o

- penggunaan kembali BMN yang dihentikan ~ (100.000.000)
penghapusan BMN | (60.000.000)

Salda per 3 Daserrber 2016 eapiy 780.000.000

Akumula5| Penyusutan . | (142 000 000)

’ t,.l

Mutasi tambah berasal dari:

d Penambahanyang berasal dari reklasifikasi aset tetap

yang dihentikan dari penggunaannya berupa:

Mo  Perdamam Mesn | Nl
1 Mesm ' 200,000,000
Angutan D arat Bermotor 303 mu,uuu

Mutasi kurang berasal dari:

a. Pengurangan melalui reklasifikasi ke peralatan dan
mesin yang merupakan pengaktifan kembali alat
angkutan darat bermotor yang telah dihentikan
penggunaannya sebesar Rpl100.000.000.

b. Pengurangan berupa penghapusan alat angkutan darat
bermotorsebesar Rp60.000.000.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan,

akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada

lampiran.
Alumulasi C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset
Penyusutan dan Lainnya
Amortisast Aset Saldo Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya
Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing

Rp262.000.000 sebesar Rp262.000.000 dan Rpl120.000.000. Rincian
akumulasipenyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah

sebagai berikut:
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Rincian Alawmulast Penyusutan dan Amortisas: Aset Lainnya

A |Aset Tac Benwujud
1 |Sodnsve Kompuber &33000000 87.000000 455000000
> :

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN perper 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp40.000.000 dan RpO. Uang
Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP]) atau
Tambahan UangPersediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai
uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai
oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.
C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing Rp316.000.000.
Rp236.000.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan

kewajiban yang masih harus dibayar danakan segera

sebesar dan

diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu
kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Deputi Administrasi,
Utang kepada Pihak Ketigaterdiri dari honor kegiatan yang
belum dibagikan kepada pegawai, dan kekurangan gaji
pegawai yang belum dibayar.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per
tanggal pelaporan adalah §ebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Prhatc Ketiga

No Uraian Jumlah
1_|Pendapatan Jas a Giro yang belum dis etor Rp 172.300.000
2 |Potongan Pajac yang belum dis etor Rp  47.000.000

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga di masing-masing

Kanwil disajikan pada lampiran.
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C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016
dan 2015 sebesar Rp717.860.000 dan Rp462.700.000.
Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang
sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum
diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.
Pendapatan Diterima di Muka pada Deputi Administrasi
merupakan pendapatan sewa gedung dan bangunan pada
beberapa instansi. Rincian Pendapatan Diterima di Muka
dari pihak ketiga diséjikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Ditenma di Muiaax TA 2016

Badan Sw asta Rp 387.760.0)3 Jasa Pelatlhan Akuntars i
Instansi Pemerintah Lainnya Rp 202.000.000 |Penyusunan Neraca Aw al
Badan Lainnya Rp Jasa Pelatlhan Akuntansn

Rincian per kanwil disajikan pada lampiran.

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2016
dan 2015 sebesar Rp297.600.000 dan Rp320.000.000,
merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga
yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima
tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.
Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA

2016 dan TA 2015

| Keterangan | TH2016 | TH2015
Belanja Pegawaly’ang Masih Harus Dlha'g.tal 35.000000| 109.400.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 154.000000 | 100.200.000
Belama Mudal yang Mas ih Harus D mayfar __ .. HJI] [llIi

e i e

1oeefis 0]

{-' ¢ o
o L &Ikﬁm%h__ Y

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar berdasarkan
eselon I disajikan pada lampiran

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-
masing sebesar Rp61.420.255.000 dan Rp38.355.640.000.

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang
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D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
FNBP Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk
Rpl.026.000.000  periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015
adalah sebesar Rpl1.026.000.000 dan RpO. Pendapatan
tersebut terdiri dari:

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2016 dan TA 2015

URAIAN

Pendaspsan PHRP Lainpa
Pendapanan lise

Pends par1an Sews Tangn Gedurg dan hrgmm

Pendspaian Josa Peluiinan

Pendepaian Dends CererimbatanPemelsaian Petenaan |
Jumbh Pendapann lazs [
Pendspann lan-lain

Penerimaan GembaliBelans Pegaves Tahun Lils

Penerimaan CembaliBelsns Bararng Tahun Lilu

Pendapatan Jasa berasal dari pelatihan akuntansi dan
desain sistem akuntansi. Sedangkan pendapatan lain-lain-
LO merupakan pengembalian belanja yang berasal dari
transaksi tahun 2015.

Beban Pegawai D.2 Beban Pegawai

Rp12.380.000.000 Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2016 dan Tahun 2015
adalah masing-masing sebesar Rpl2.380.000.000 dan
Rp12.542.000.000. Beban Pegawai adalah beban atas
kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil
(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemernntah yang
belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang
telah dilaksanakan kecuali pekérjaan yang berkaitan

dengan pembentukan modal.
Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan TA 2015

- URAIN. ENIS EEBAN o THagE | TH2015 | (TURUN)
|Beban Gaji dan Tunjangan PNS %))
Beban Honorarium dan Vakasi 7
Beban Lembur
L R UL TICPR- PSTERRERAR - o s e
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Beban D.3 Beban Persediaan

Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan Tahun

Rp8.100.000.000 2015 adalah masing-masing sebesar Rp8.100.000.000 dan
8.541.000.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk
mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai,
termasuk barang-barang hasil produksi baik yang

dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan TA

2015
. URAIANJENIS BEBAN |  TH2018 (TURUN)
Be¢bay Pesedar Korsumsl 18,32
Bebar PesediBar itk Tujean T
[Strategie B¢ nagaiaga ] 1835
Bebay Pegedldaar Lahya 123,24
IS8

Beban Barang D.4 Beban Barang dan Jasa

dan Jasa Beban Barang dan jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015

Rp2.994.000.000  adalah masing-masing sebesar Rp2.994.000.000 dan
Rp2.212.000.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban
barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau
Jjasa dalam rangkapenyelenggaraan kegiatan entitas, serta
beban lain-lain berupa beban yang timbul karena
penggunaan alokasi belanjamodal yangtidak menghasilkan
aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun
2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan

TA 2015

; T AN e
Beban Barang Orexsianal
Beban Bararg Naa Operasianal
[Beban Langganan Dayadan lasa
BebanJasa Pasdan Gira
Bebanlasa Kansultan
Beban)asa Prafesi
Bebanlasa Lainava
Beban Aset Ekstratomtabe IPeralatan dan Mesin
Beban Aset Ekstrako mtabelGedung dan Bangunan
BehanAsetEksteakomtabe|AsetTeta
s
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Beban D.5 Beban Pemeliharaan
Pemeliharaan Beban pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-
Rp3.982.000.000 masing sebesar Rp3.982.000.000 dan Rpl.775.000.000.
| Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan
untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang
sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban

pemeliharan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah

sebagaiberikut:
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan TA
2015

Beban Pemelharaan Gedung dan Bangunan '
Beban Pemelharaan Peralstan dan Mesin '
Beban Felharaan inr:,'a

Beban D.6 Beban Perjalanan Dinas

Penalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah

Rp5.990.000.000 masing-masing sebesar RpS5.990.000.000 dan
Rp5.421.000.000. Beban tersebut adalah merupakan beban
yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka
pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban
perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah
sebagai berikut:
Perbandingan Rincian Beban Penalanan Dinas TA 2016 dan

2015

URAMNIENSBEBAN |

Bebair Pejalanan Bis a
Bebas Pejalaran Dinas Dabm Kota

Beban Pejalaran Diras P aket Mk etig Dalan Kol
Bebar Pejalaran Diras I'dte tl Lear _
Jumbah

L.-......._-_‘ D e e L

Beban Barang D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
untufc Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun
Diserahian 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
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Rp2.500.000.000 dan Rp2.114.000.000.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau
Jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai
tujuan entitas. Dalam hal ini, Deputi Administrasi BAPK
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai
diterapkan padatahun 2015. Rincian Beban Barang untuk
Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016 dan 2015
adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang untutc Diserahtaan
kepada Maysaratcat TA 2016 dan TA 2015

UMMJEHISBEEM | mmE | THZels  l(TURUN)

BebalGedugchl Balgual ik Dse aikar
epada MasyarakatPem da

Bebas Peratatas das Mesin 11tk Dsealian
kepada Mas\arakatPemda

Bebas Bararg Laiirya 1ink Dise shkan kepada
WxyaslkatPemda

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah
masing-masing sebesar Rp400.000.000 dan Rp350.000.000.
Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam
bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang
bertujuan untukpeningkatan kesejahteraan masyarakat,
yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian
Beban bantuan sosial untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah
sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2016 dan
TA 2015

~ UPAIAN

[Beban aauman Sas:al untuk Rehan ias |Sasal
Behan Bantuan Sasial untuk Jaminan Sasial i
Eeuan &antuanScsiaI untut FemuetdayaanScma i

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun
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Amortisasi 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar

Rp2.968.600.000  Rp2.968.600.000 dan Rpl.774.100.000. Beban penyusutan
adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi
sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan
(depreciable assets] selama masa manfaat aset yang
bersangkutan.
Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat
alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak
berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk

tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA
2016 dan TA 2015

i Wit

IRAANBEBANPERISUTAN DRNANORTISS | T | Tunoss S5

Beban Pemusinan Pecaliandan Mesh 8500000001284

Beban PemyusinanGedung dan Baguman

[Beban Penyusinan Jaba, Irgasidan laringan

Beban Penyusinan fser Tewp Lainma
Jumlsh Penyusnan

Beban Amoniasifplitasi

[Beban AmoniasiATE Lanma
Jumlsh Amonbasi

Beban Renyusman Aser Lain-bin

Beban D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban
Piutang Tak untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam
tertagih suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak

Rp10.185.000 Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-
masing sebesar Rpl0.185.000 dan Rp8.020.000. Rincian
Beban Penyisihan Piutang TakTertagih untuk Tahun 2016
dan 2015 adalah sebagai berikut:
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Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak
Tertagih TA 2016 dan TA 2015

Beban Peayisiban Piutang Tak Tertagih - Pitang |8
|Lancar 4
Behan Peayisihan Piutang Tak Tedagih - Pirtang
Haa Laacar

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
terdiridan pendapatan dan beban yang sifatnya fidak rutin
dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.
Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016

dan 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non
Operasional TA 2016 dan TA 2015

Perjusian Peraldan dan hMesin ; 1300000005 | 6333
Periusian Perslatan dan Mesin SN e'000 0003 S 6000000) 1| 2000 |
|Defist Selisih Kurs o 00 000y @S00000) |

Pendapaan Pemesusian Niai Persediaan*)
n Pe £ Iieisedaan

* PeatBe Peryesucaon Nilca Persediccon fombul korena

kebjakeor perileocon persediccenr menggunaken metode Heorga Perolehon
Terakbyr. Akwn du tidak akan nuowwd ketfika periloan persediccor
menggunckan metode Furst InFirst Ous (FIFO) muded fcdrn 2017

D.12 POS-POS LUAR BIASA
Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan
beban yang sifatnya fida/c rutin dan bukan merupakan

tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian
Pos-Pos Luar Biasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah

sebagai berikut:
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Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa TA 2016 dan TA

2015
CURAAN | o TH20%6 | TH20%  |(TURUN)
. el S
Pendapatan PNBP i anpoopo0 | 28! 0,13

Beban Perjalanan Dinas

FT o s 17

AT

b ers ediaan

bl

Pendapatan PNBP berasal dari penjualan peralatan dan
mesin yang rusak pasca bencana di Papua dan Sumatera
Utara. Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban
Persediaan adalah merupakan beban-beban yang
digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat

bencana.
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Rp0
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Rp637.985.000
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E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas padatanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah

Rp38.355.640.000 dan

masing-masing sebesar

Rp21.806.450.000.

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untukperiode yang berakhirpada 31
Desember 2016 dan 2015 adalah defisit
Rp38.566.785.000 dan Rp33.986.910.000. Surplus (Defisit)

LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/ defisit

sebesar

kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan

kejadian luar biasa.
E3.1

Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

AkuntansifKesalahan Mendasar untuk periode yang

berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar RpO.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar RpO dan
Rp291.000.000. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil
penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan
harga perolehan terakhir.

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai
persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam
penilaian persediaan yangterjadi pada periode sebelumnya.
Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2016
dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp637.985.000
dan Rp668.000.000. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk
tahun 2015 adalah sebagai berikut:
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Rincian Korekes: Nilay Persediaan

Jenis Persediaan . =~ | Koreksi

Barang Konsumsi

Suku Cadang
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan

Selisih Revaiuast E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang

Rp462.130.000 muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.
Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing
sebesar Rp462.130.000 dan Rpl60.000.000. Selisih
Revaluasi Aset Tetap berasal dari penilaian ulang atas

Tanah di Kanwil Akuntansi [stimewa Provinsi Papua.

Koretcsi Aset E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Tetap Non Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang
Revatuas: berakhir pada31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar

Rp737.885.000  Rp737.885.000 dan Rp32.000.000. Koreksi ini berasal dari

transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang

bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreks: Aset Tetap Non Revaluvas: Tahun 2016

! ‘Jenis Aset Tetap '-r-_i-‘-‘.'lilni_-_"omkii_
%;- s g |

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Korefest Lain-lacun  E.3.6 Koreksi Lain-lain ‘
Rp214.000.000  Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp214.000.000
dan Rp445.100.000. Koreksi ini merupakan koreksi selain
yangterkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas
pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah,

piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:
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Rincian Korekesi Lain-Lain

Transabesi Antar L. JenisBeban | Jumizh Koreksi

Enftas Koreksi Beban S 80800000
Koreksi Pendapatan S S5 000,000 |

Rp59.534.700.000 Koreksi Piutang S s2000.000!
Koreksi Kewajban S 22500.0000
Koreksi Hibah e | GIIII.EI!

E .4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir
31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp59.534.700.000 dan Rp48.940.000.000. Transaksi antar
Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih
entitas yangberbedabaik intemal KL, antar KL, antar BUN
maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transatest Antar Entitas

Trmsul-esl Antar Enﬂtas

Dltenma dari EntitasLain

Ditagihkanke Enfitas Lain

Transfer Masuk

Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung
0 en‘bahan Hlbah Lansu 'mﬁbﬁ‘ &

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke

Entitas Lain (DKEL)
Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain

merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan
belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada
periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar
Rp1.440.000.000 sedangkan DKEL sebesar
Rp60.974.700.000

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar
Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan

aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada
internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.
Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
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sebesar Rp980.000.000 terdiri dari:

Na Vordlanie o BrttasAsal L Njgi
Kantor Akurtarsi
1] Peralatan dan Mesin Denpasar
As et Tak Be naujud Kementerian Agama

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31
Desember 2016 sebesar Rp290.000.000 yang merupakan
transfer Persediaan kepada Kanwil Akuntansi Istimewa
Jawa Timur.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian
Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas
pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang
maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah
dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung
sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar RpO.
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan
transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung
entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai
dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah RpO.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

No.| . . i Penerims Hibah - Bentuk Hibal - | NHal Pm:goull:n
1 [Kaww B Akn s ) Etim ewa Jakara vaig Rp 30.000.0@

2 | KavwlAktataes |k tinewa Papia Uarg Rp 120.000.00

8ammg Rp $0.000.000

Total Penge 1anan Rp 200.000.000
Pe1gesalar Pergem baldsr Hbal Rp -
Jumian Rp 200.000000

Rincian Penerimaan Hibah Langsung per Kanwil Tahun
2016 disajikan pada Lampiran.

Elautas Atchir E.S5 Ekuitas Akhir

Rp61.420.255000 Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
adalah masing-masing sebesar Rp61.420.255.000 dan

Rp38.355.640.000.

www.jdih.kemenkeu.go.id [,(



-215 -

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN L AINNYA
F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH

TANGGAL NERACA
Pada tanggal 15 Januari 2017 telah terjadi bencana alam

berupa banjir yang menyebabkan sebagian gedung kantor
terendam banjir. Kejadian tersebut mengakibatkan
masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada
stakeholder. Jaringan komputer, instalasi listrik, dan
berbagai peralatan kantor mengalami kerusakan. Untuk
menanggulangi haltersebut Kepala Deputi Administrasi
BAPK telah membentuk tim untuk untuk
mengidentifikasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir
tersebut dan menginstruksikan untuktetap membernkan
pelayanan kepada sta’eholder.

F.2 PENGUNGKAPAN L AIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Nomor: 236/BALAP.5/2016
Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan
Akuntansi . dan Pelaporan Keuangan Nomor:
023/BALAP.5/2016 Tentang Penunjukkan Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan
untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan
Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab
Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi
Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan
Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada
Deputi Administrasi BAPK pada tanggal 05 Juli 2016
telah dilakukan penggantian Pejabat PengelolaKeuangan

sebagai berikut:
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Saker Lhaln Semua | Meriadi
Kuxa Pe rgguna Anggaan Derry SF Wliza
Pejabal Pembual Komimen fira Syatnd fallat
Kanlor Akunlasi bk imewa Papua Pejabal Penada Tagan/Penguy SPM | Kom arg Rizki
Berdahaa Yessy Sulani
Kuxa Pergguna Aggaan Subwiara [Ulami
Pejabal Pembual Komilmen Diana Tema
Kankr Akunlarsi b imewa Biak Pejabal Penarda Tagan/Penguj SPI [Fax Ulama |Oklo
Berdahza Yauxa Amina
i Kuasa Pe rgguna Anggaan As L foe in Kanmila
. Pejabal Pembual Komilmen Tra Qi
Kanke Aunlarsi kimewa Derpasar 52 perrda TagavPenga 5PN [Sibia Falhin
Berdahaa nam Hdin
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. Lampran | . Penyusutan Aset Tetap

Oeputi Administrasl BAPK
Rinclan Nilai Perolehan, Bedan Penyusutan/Amortsasi, Axumuissl Penyusutan/Amontisasi
dan Nilal Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

] prieals on | Sém. Py | BbamPny | Am. By | Wial Bk
| Rr3HZAE | TIMORWIE | PerS11220% | Per31-1220%
A |Tanah
1 |Taeh - 24200.000.000 - - . 24.200.000.000
E |Peralatsncdan Medn
1 |AB) Argkutan 0ard Bemolkr 7 2ifoafong] 29 0000 130000 20000 £8.000.000
2 |AbI Ko S 2600 00 (D! 10000 300000 {SBIDO0 2.12.000.000
3 |ABI iumah TagE $ 2704 00 0D 18 0N 0D 21 0nao 4150000 2.39.000.000
{4 |Al3l Kanutiad $ {66 0D 0D aONan SS00n 1@ 200D 313.500.000
S |Kanpuser Urll { FDODOD 180000 B a0 oo 194 10 01D 906.000.000
6 |Peratatan Kompulks i 9G4 0D D, 1RONOD 131 D00 2Z3000mn 701.000.000
7 |PeaGnOlan 3 100000 FOnm rsanaon g AD0D §2.900.000
C |Gedunp dan Bangun3n
1 aa-g:mogmmm Kerla k) 151200000 J5BOD0N0 X240 ¢.19.000D 0.%25.800.000
218 G Tempa Tl 0 16850000 ()| LirOnoo X 2000 482000 R2.410.800.000
D [Jaringan
1 | Usik [1s] 1 0nan iSnmn re2m ff.é520m 1£50.543.000
2 a5nmm 120800 1654300 1.025.452.000
R ; B 1SR0000.000 ] fo i 45.900.000 (i 196.000.000 |5 134,000,000, N
E |Kon d'r.ml u:l:m Pnnntrplu
1 |KoP 8 i 10 000D . - - 1.490.000.000
F |aetTedp Lalnnya
1 |83am beoorak Keseian i XDOnaom Fanaom & 0nm 171200010 23.000.000
2 mumxoml It G ban 120.000.000 _ _ 90000 000
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Lampiranll: Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Deputi Administrasi BAPK
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

e s R [ o IR o Wb M AT ] AT DI Y T T R RSN

L Uralan | Ldemsi |0 CNilaiKonbrak | Nila Kontrdc - | P&AQUAED | Nils Pengerjaan
1|Gedung Tempat Kerja Karuwil Al Papua No25KWAMMIZ0 15 S00.000000 | 7% 375 000 000
2|Gedung Tempat Kerja Karmil Al Jakarta No. OS/DAMMZ015 1200000000 |  25% 300000000
3|Gedung Tempat Tinggd Kanmil Al Mesauka  |No. I8/KWAMY D15 500.000000 | 7% 37500000
4{Gedung Tempa Tinggd Karunil Al Bali No. 7/X12015 900.000000 S 450 000 00
Jumlah 3.100.000000 1.500.000.000
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Lampiranlll: Dattar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa
Per 31 Desember 2016

1 | Kanwil Skuntarsi §imevsa Provirsi ks | Uag 0N Rp 150000000 Rg 30000000 |Rg 120000000 | Proses Pergesaan
baay L) Rp 160000000 Rp 160000000 | Proses Pergesaan
2| Kawil Sluntars kimewa Provirsi Kamania Vay LN Rp 100000000 Rg 100000000 | Proses Pergesaan
) | Karwil Akuntarsi bimew Provirsi Papua | Uag ON&U |Rp 220000000| Rp 70000000 [Rp 150000000 | Belumdiegisier
Baayg [ Rg  «0000000| Rp 100000000 [ Rp 350000000 | Belumdiegisier
dimizh Rp 1080000000| Rp 200000000 |Rp 880000000
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D. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAPA
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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai
Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya.

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah salah satu
entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi
dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah
disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu
menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang
berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk
meningkatkan  akuntabilitas/pertanggungjawaban dan  transparansi
pengelolaan keuangan negara pada Badan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk
memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan

dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance).

Jakarta, Februari 2017
Kepala,

Wulandari, CPA,MBA
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DAFTAR ISI

Kata Pengantar X
Daftar Isi X
Pernyataan Tanggung Jawab X
Ringkasan X
VII. Laporan Realisasi Anggaran X
VIII. Neraca X
IX. Laporan Operasional X
X. Laporan Perubahan Ekuitas X
XI. Catatan atas Laporan Keuangan X
S. Penjelasan Umum X

T. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran b4

U. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca X

V. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional X

W. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas X

X. Pengungkapan Penting Lainnya X

X

XII. Lampiran dan Daftar
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KEUANGAN BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN TAHUN 2016

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan untuk tahun anggaran 2016 berupa Neraca per tanggal 31
Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode
yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat

dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan,
pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih
sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk
menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh

karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami
yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang

terkait.

Jakarta, Februari 2017

Hermawan, CA, CPA
Nip.1965082519851001
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang
terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab
kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan

Jakarta, Februari 2017
Kepala,

Wulandari, CPA,MBA

P
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RINGKASAN LAPORAN KEUANGA

Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2016

ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan
berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-

LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember
2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan
Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.850.000.000 atau mencapai 126,67
persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.250.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp90.812.700.000

atau mencapai 97,33 persen dari alokasi anggaran = sebesar

Rp93.300.000.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016
dicatat dan disajikan sebesar Rp96.610.357.500 yang terdiri dari: Aset
Lancar sebesar Rp8.664.116.750; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar
Rp763.000.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp84.682.240.750; dan Aset
Lainnya (neto) sebesar Rp2.501.000.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.919.779.000 dan
Rp91.690.578.500.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-
LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk
periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp4.014.600.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional
adalah sebesar Rp59.905.899.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan
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Operasional senilai Rp55.891.299.000. Surplus Kegiatan Non Operasional
dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp38.000.000 dan

Rp395.000.000 sehingga entitas mengalami Defisit-LO  sebesar
Rp56.248.299.000.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar
Rp56.914.378.500, ditambah Defisit-LO sebesar Rp56.248.299.000,
ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp3.061.799.000 dan transaksi
antarentitas senilai total Rp87.962.700.000, sehingga Ekuitas entitas pada
tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp91.690.578.500.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CalLK adalah
penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam
penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai
dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan
basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan

menggunakan basis akrual.
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan
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II. NERACA

BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
Dalam Rupiah,

eI 000/ \85B.879.000
SEARER2IS3R00 0001 | °2.868.879.000"
3 IE57.540/7500

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan
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III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan

¢
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V.CATATANATAS LAPORAN KEUANG:

A. PENJELASAN UMUM
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan

Dasar Hultaum Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan didirikan
Entitas dan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan
Rencana kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Strategis Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan

Presiden Nomor 100 Tahun 2010 Tentang Pembentukan
Organisasi Kementerian Negara/Lembaga. Entitas
berkedudukan di Jalan Budi Utomo Nomor: 6, Jakarta
Pusat.

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai

tugas dan fungsi sebagai penyelenggara akuntansi

pemerintahan pusat dan pemberian bimbingan serta
dukungan teknis dalam rangka implementasi akuntansi
pemerintah  berbasis akrual pada Kementerian

Negaraj/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan

kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga dapat

ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat

dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Badan Akuntansi dan

Pelaporan  Keuangan berkomitmen dengan  visi

"“mewunjudikan pelaksanaan penyelenggaraan kenangan

rnegara yang efisien, aluntabel dan transparan melalui

impementasi aJauntansi pemerintah berbasis ajorual”.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-

langkah strategis sebagai berikut:

e Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan
berkaitan implementasi akuntansi pemerintah berbasis
akrual.

e Membinasecaraefektif Kementerian Negaraf/Lembaga
dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan
oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang
diimplementasikan.

e Mengembangkan sistem informasiyang yang andal dan
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terpercaya.

e Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan
keputusan kepada para pemangku kepentingan.

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (BAPK)] terdiri

dari 4 Deputi yaitu:

1. Sekretariat Utama

Deputi yang bertangungjawab berkenaan dengan
administrasi dan Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa.

2. Deputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Bertanggungjawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat.

3. Deputi Sistem dan Peraturan Akuntansi

Bertanggungjawab terhadap penyusunan sistem dan
kebijakan akuntansi.

4. Deputi Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bertanggungjawab terhadap pembinaan sistem dan
kebijakan akuntansipada Kementerian Negara/Lembaga.

Rincian jumlah satker pada masing-masing eselon [ adalah

sebagai berikut:

No. Eselon | Satker
Deputi Administrasi BAPK 12

2 Deputi Laporan Keuwangan Pemerintah .
Pusat
Deputi Sistem dan Peraturan Akuntansi 1

4 Deputi Pelatthan Akuntansi dan e
Pelaporan Keuangan

Jumlah 20

Termasuk di dalam jumlah satker pada Deputi Pelatihan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah dua satker BLU

yaitu BLU Pusat Akuntansi dan Sekolah Tinggi Akuntansi

Nasional.
Pendelatan A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan
Laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh
Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Laporan
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Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi
(SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,pencatatan

dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian

NegarafLembaga.
Basis A.3. Basis Akuntansi
Afeuntansy Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menerapkan

basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca,
Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta
basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan
Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi
yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya
pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi
yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa
lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar A.4. Dasar Pengukuran

Penguiairan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam penyusunan dan
penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan
nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran /penggunaan sumber daya
ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang
diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban
dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang
bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata

uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang
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asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam
mata uang rupiah.

Kebyatoan A.S. Kebijakan Akuntansi

Aruntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015
telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam
laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang
ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di
lingkungan pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang
digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan- (1) Pendapatan- LRA

LRA e Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada

Kas Umum Negara (KUN]).

e Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran].

e Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi
sumber pendapatan.

Pendapatan- (2) Pendapatan- LO

LO e Pendapatan-LO diakuipadasaat timbulnya hak atas
pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu
adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara
khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai
berikut:
o Pendapatan JasaPelatihan diakui setelah pelatihan

selesai dilaksanakan
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o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara
proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

o Pendapatan Denda diakuipada saat dikeluarkannya
surat keputusan denda atau dokumen lain yang
dipersamakan.

e Akuntansipendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

e Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber
pendapatan.

Belanja (3) Belanja

e Belanja diakuipada saat terjadi pengeluaran kas dari
KUN.

e Khusus pengeluaran melalui bendaharapengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN).

e Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban (4) Beban
e Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban;
terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa.
e Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.
Asel (5) Aset
set diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset
Lainnya.
Aset Lancar a. Aset Lancar

e Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal Kas dalam bentukvaluta asing disajikan di
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neraca dengan menggunakan kurs tengah Bl pada

tanggal neraca.

e Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat
berharga disajikan sebesar nilai perolehan
sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat
sebesar nilai nominal.

e Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai
berikut:

o Piutang yang timbul dari Tuntutan
Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabilatelah timbul
hak yang didukung dengan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak danjatau telah
dikeluarkannya surat keputusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.

o Piutangyangtimbuldariperikatan diakui apabila
terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih
dan didukung dengan naskah perjanjian yang
menyatakan hak dan kewajitban secarajelas serta
jumlahnya bisa diukur dengan andal.

e Piutangdisajikan dalam neracapadanilai yang dapat
direalisasikan (net realizable walue). Hal ini
diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang
tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas
kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh
tempo dan upaya penagihan yang dilakukan
pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah

sebagai berikut:

Kualitas ] . '
) Uraian Penyisihan
Piutang

Belum dilakukan pelunasan s.d.
Lancar : 0.5%
tanggal jatuh tempo

Satubulan terhitung se jak tanggal
Kurang ‘

Surat Tagihan Pertama tidak 10%
Lancar 3
dilakukan pelunasan
Satubulan terhitung sejak tanggal
Diragukan | Surat Tagihan Kedua tidak 50%
dilakukan pelunasan
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Satu bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Ketiga tidak

dilakukan pelunasan

Macet - : 5 100%
Piutang telah diserahkan kepada
Panitia Urusan Piutang
Negara/DJKN

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA] dan Tuntutan
Perbedaharaan/ Ganti Rugi (TP} TGR] yang akan jatuh
tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
disajikan sebagai Bagian Lancar TP/ TGR atau Bagian
Lancar TPA.

e Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil
inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
dengan:

* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh
dengan pembelian;
* harga standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri;
* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya
apabila diperoleh dengan cara lainnya.
Aset Tetap b. Aset Tetap
e Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga
perolehan atau harga wajar.
e Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan
minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan
mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu
rupiah];

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang
nilainya sama dengan atau lebith dari
Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah];

c. Pengeluaran yangtidak tercakup dalam batasan
nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,
diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran
untuk tanah, jalan/irigasifjaringan, dan aset

tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan
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barang bercorak kesenian.

o Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintah yang disebabkan antara lain
karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak
berat,tidak sesuai dengan rencanaumumtata ruang
(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir
direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset
Lainnya.

o Aset tetap yang secara permanen dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat
ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang
pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan c. Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap e Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat dari suatu aset tetap.

e Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah;

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak
berat dan/atau usang yang telah diusulkan
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan
penghapusan.

e Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset
Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa
memperhitungkan adanya nilai residu.

e Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan
menggunakan metode garis lurus yaitu dengan
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari
Aset Tetap secara merata setiap semester selama
Masa Manfaat.

e Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan
berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat
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